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Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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Prakata

Perkawinan merupakan momen terindah dalam siklus hidup manusia. 
Sakralnya momen perkawinan membuat semua orang hanya ingin 

melakukannya sekali dalam seumur hidup. Perkawinan memerlukan 
pertimbangan matang baik secara fisik maupun psikologis dari kedua 
belah pihak. Lebih luas lagi, perkawinan bukan hanya terkait dua orang 
yang akan menjalani suatu hubungan percintaan dalam naungan hukum. 
Perkawinan juga berbicara tentang menyatukan dua keluarga dari latar 
belakang berbeda. 

Oleh karenanya, banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan 
sebelum menuju pelaminan. Namun demikian, permasalahan dalam 
pernihakan tidak dapat dipungkiri dapat terjadi. Tidak jarang perma-
salahan tersebut berujung pada perceraian. Dalam lingkup Indonesia 
sendiri, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut 
mendapatkan revisi dengan terbitnya peraturan terbaru tentang perkawi-
nan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 
Perkawinan. 

Hukum perkawinan penting untuk diketahui secara luas. Buku ini 
memiliki bahasan utama tentang hukum perkawinan di Indonesia. Selain 
itu, buku ini juga akan membahas beberapa topik menarik lain seperti 
jenis-jenis perkawinan, macam macam perceraian, dan banyak topik 
lain seputar perkawinan. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat 
secara luas, khususnya bagi akademisi yang menekuni bidang hukum 
perkawinan.
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BAB I
PENDAHULUAN

Perkawinan ialah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara 
seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan merupa-

kan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sesama manu-
sia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. 
Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara 
pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan juga didasarkan pada 
proses kehidupan manusia. Demikian pula perkawinan terlaksana karena 
religiositas, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok dalam 
kehidupan rumah tangga. Adapun dasar-dasar perkawinan berpangkal 
pada tiga keutuhan yang perlu dimiliki setiap orang yang akan menikah, 
yakni iman, Islam, dan ikhlas.

Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat unsur pokok yang bersi-
fat kejiwaan dan kerohanian yang meliputi kehidupan lahir batin, kema-
nusiaan, dan kebenaran. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan 
adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam 
kata “nikah” atau “tazwij” dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha 
Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Perkawinan bukan saja 
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terjadi di kalangan manusia, melainkan juga pada tumbuhan dan hewan. 
Oleh karena itu, manusia disebut sebagai hewan yang berakal. Jadi, 
perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan meng ikuti 
perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam 
masyarakat sederhana, budaya perkawinannya pun sederhana, sempit, 
dan tertutup. Sebaliknya dalam masyarakat modern, budaya perkawi-
nannya pun maju, luas, dan terbuka. 

Dalam hal tata tertib perkawinan memang sudah ada sejak masya-
rakat sederhana yang dipertahankan anggota masyarakat dan para 
pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan dan tata 
tertib yang telah dibuat kemudian terus berkembang dalam masyar-
akat yang memiliki kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara. 
Contohnya di Indonesia, aturan dan tata tertib perkawinan sudah ada 
sejak zaman kuno, zaman Sriwijaya, Majapahit, masa kolonial Belanda, 
hingga Indonesia merdeka. Bahkan, aturan perkawinan tidak saja meny-
angkut warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing karena 
bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan  persoalan 
perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. 
Perbedaan yang terjadi tidak hanya antara satu agama dengan agama 
yang lain, bahkan dalam satu agama dapat terjadi perbedaan pengatu-
ran perkawinan yang disebabkan adanya cara pandang yang berlainan 
karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang bersifat universal. 
Keluarga terbentuk di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, 
di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa, 
dan negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga 
yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. 
Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, 
individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri sema-
kin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakra lan 
keluarga semakin menipis, dan masih banyak lagi.

Untuk memelihara, melindungi keluarga, dan meningkatkan kese-
jahteraan serta kebahagiaan keluarga disusunlah undang-undang yang 
mengatur perkawinan dan keluarga yakni Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan negara tersebut mengatur 
seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa dan akan 
melangsungkan perkawinan.
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BAB II
KONSEP PERKAWINAN

Pengertian Perkawinan
Perkawinan atau pernikahan disebutkan dalam literatur fiqh Arab 
dengan dua kata, yaitu “nikah” dan “zawaj”. Kedua kata tersebut diguna-
kan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab serta banyak ditemukan 
dalam Al-Quran dan Hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2006: 35). Hukum 
Islam menetapkan bahwa perkawinan harus dibuat dengan perjan-
jian atau ikatan hukum di antara para pihak dan harus dihadiri dua 
orang saksi laki-laki. Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang 
kuat dan teguh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama 
membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, 
bahagia, dan abadi. 

Menurut para ahli, salah satunya Soedharyo Saimin (2002: 6) 
mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara dua orang. Dalam 
hal ini, akad antara seorang pria dan wanita tujuan materilnya adalah 
untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
Sementara Ali Afandi mengatakan bahwa pernikahan adalah kontrak 
keluarga. Akad keluarga yang dimaksud bukanlah akad biasa, melainkan 
memiliki ciri-ciri tertentu (Ali Afandi, 1983: 9).

Bagian 2 Kompendium Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa 
pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat (miitsaaqan 
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ghaliizhan) untuk mematuhi perintah Allah Swt. dan melakukannya 
adalah sebuah ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan 
pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 
1974, pada dasarnya tidak ada perbedaan (Sarong, 2010: 33). Pada 
intinya menurut undang-undang tersebut, perkawinan adalah hubungan 
lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan 
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Adapun dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” 
yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami, 
atau beristri.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan 
kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawi-
nan memerlukan ketentuan yang jelas mengenai syarat, pemenuhan, 
perpanjangan, dan pemutusannya. Perkawinan dalam konsep Islam ialah 
kesepakatan yang kuat antara suami dan istri untuk menciptakan keda-
maian dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan 
cinta sebagaimana cara yang diridhai Allah Swt.

Hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam perkawinan 
ialah sebagai berikut.
1. Makna ikatan lahir batin.

Ikatan lahir dan ikatan batin perlu ada di dalam hubungan perkawi-
nan. Artinya, di dalamnya terdapat hubungan hukum antara suami 
dan istri. Ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan formal. Ikatan lahir 
mengikat pada suami, istri, dan pihak ketiga. Sementara ikatan batin 
ialah ikatan yang tidak tampak secara kasat mata. Ikatan ini hanya 
dapat dirasakan oleh suami dan istri.

2. Antara laki-laki dan perempuan.
Inilah rumusan yang paling penting dari hubungan perkawinan 
bahwa di Indonesia, hanya dua orang yang berjenis kelamin laki-
laki dan perempuanlah yang boleh menikah. Dalam istilah, mereka 
disebut pasangan lawan jenis. Dengan kondisi ini, Indonesia jelas 
menolak perkawinan sesama jenis. Namun, apabila itu terjadi maka 
tidak akan diakui secara hukum.

3. Suami dan istri membentuk keluarga yang bahagia.
“Keluarga” atau “membentuk keluarga” mengandung arti bahwa 
dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya 
hidup sendiri-sendiri, tetapi mereka harus mempunyai tujuan. 
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Tujuan pernikahan dipenuhi dengan menciptakan sebuah keluarga. 
Oleh karena itu, tidak ada praktik perkawinan yang sah di Indonesia 
yang tidak dimaksudkan untuk pernikahan seperti praktik perjo-
dohan. Jelaslah bahwa dalam perkawinan, akad dibatasi menurut 
akad nikah. Perkawinan yang memiliki batas waktu sama dengan 
perkawinan yang tidak bahagia.

4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Inilah kunci yang memisahkan perkawinan dengan akad sipil. 
Perkawinan harus berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa. 
Artinya perkawinan merupakan peristiwa sakral sehingga dikata-
kan peristiwa keagamaan. 

Namun sebagian besar ulama (jumhur), termasuk Imam Syafi’i 
menyatakan bahwa hukum Islam pernikahan adalah sunnah. Tidak 
seperti kebanyakan ulama, al-Zhahiri berpendapat bahwa hukum 
asli pernikahan itu mengikat. Dengan demikian, dapat diamati 
bahwa hukum perkawinan Islam bervariasi menurut alasannya. Oleh 
karena itu, para ulama telah mengelompokkan hukum perkawinan 
menjadi lima.
a. Wajib, bagi seseorang yang sudah cukup umur, mempunyai 

kemam puan memberi nafkah, dan khawatir tidak mampu 
menahan nafsu atau takut terjerumus ke dalam perzinaan.

b. Sunnah, bagi seseorang yang mempunyai kemampuan memberi 
nafkah dan berkeinginan melangsungkan perkawinan meskipun 
mampu menahan nafsu dan tidak takut akan terjerumus ke 
dalam perzinaan.

c. Haram, bagi seseorang yang mempunyai maksud menyakiti hati 
suami/istri dan menyia-nyiakannya.

d. Mubah, bagi seseorang yang belum mampu memberi nafkah, 
sedangkan dirinya tidak mampu menahan nafsu dan khawatir 
terjatuh pada perbuatan zina.

e. Makruh, bagi seseorang yang belum sanggup memberikan 
nafkah, sedangkan ia mampu menahan nafsu yang mengarah 
pada perbuatan zina.

Salah satu istilah perkawinan yang ada dalam undang-undang di 
Indonesia yaitu perkawinan campuran. Perkawinan campuran menurut 
Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah 
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum 
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yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 
berkewarganegaraan Indonesia (Sudarsono, 2005: 196). Lebih lanjut, 
undang-undang tersebut mengatur perkawinan campuran dalam Pasal 
58 hingga 62. Pertama, undang-undang mengatur tentang  perolehan 
kewarganegaraan dari suami atau istri dan dapat pula kehilangan 
kewarga negaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan. Kedua, 
mengatur akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawi-
nan campuran.
1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau 

putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik 
mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan 
menurut Undang-Undang Perkawinan (Sudarsono, 2005: 197). 

Beberapa catatan khusus mengenai perkawinan campuran sebagai-
mana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah seba-
gai berikut.
1. Undang-undang perkawinan bersifat egaliter, tidak mengenal batas 

suku, ras, dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, dapat terjadi 
perkawinan antarwarga negara yang berbeda.

2. Untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar keten-
tuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, ia diwajib-
kan membuktikan bahwa tidak melanggar peraturan perundang- 
undangan di negaranya masing-masing. Bukti tersebut berupa surat 
keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang 
berwenang di negara masing-masing.

3. Dalam hal pejabat yang berwenang menolak memberikat surat 
keterangan yang dimaksud maka calon mempelai dapat mengaju-
kan permohonan pembatalan surat penolakan kepada Pengadilan 
Agama atau Mahkamah Syar’iyah.

4. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam memeriksa dan 
memutus permohonan pembatalan surat pernolakan tersebut harus 
memedomani hal-hal berikut.
a. Perkawinan campuran adalah perkawinan dua orang yang di 

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan 
kewarganegaraan dan satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

b. Jika pejabat yang berwenang mencatat perkawinan di negara 
pihak yang akan melangsungkan perkawinan menolak untuk 
memberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat perkawinan 
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sudah terpenuhi maka pihak yang bersangkutan dapat meng-
ajukan permohonan pembatalan surat penolakan tersebut kepada 
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah 
hukum dimana pihak yang bersangkutan bertempat tinggal.

c. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah memberikan 
keputusan atas permohonan pembatalan surat penolakan tersebut 
dengan tidak beracara serta tidak boleh diupayakan banding lagi 
tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu 
beralasan atau tidak.

d. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dapat membatalkan 
surat keputusan penolakan dengan pertimbangan bahwa surat 
keputusan penolakan tidak beralasan dan keputusan tersebut 
menjadi pengganti surat keterangan yang dimaksud dalam 
Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak 
dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan itu 
diberikan.

e. Untuk keseragaman amar keputusan pembatalan penolakan 
tersebut adalah sebagai berikut: “Membatalkan surat penolakan 
yang dikeluarkan oleh … pada tanggal … (Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, 2010: 150).

Tujuan Perkawinan
Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, tujuan perkawi-
nan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar-
kan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum 
Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3, tujuan perkawi-
nan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 
rahma. Secara redaksi, tujuan tersebut memang berbeda, tetapi keduanya 
sama-sama ingin memasukkan unsur-unsur tujuan perkawinan yang 
lebih banyak.

Pernikahan adalah perintah agama dan setiap perintah agama adalah 
bagian dari ibadah kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini, Al-Qu’ran 
terlebih dahulu telah mengulas beberapa tujuan perkawinan yang dapat 
dirangkum sebagaimana berikut.
1. Untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah.

Anjuran menikah dan membentuk keluarga yang sakinah, 
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mawaddah, dan rahmah termaktub dalam QS ar-Ruum [30]: 21 
berikut.

يْهَا 
َ
اِل نُوْآ 

ُ
سْك

َ
ت ِ
ّ
ل زْوَاجًا 

َ
ا مْ 

ُ
سِك

ُ
نْف

َ
ا نْ  مِّ مْ 

ُ
ك

َ
ل قَ 

َ
خَل  

ْ
ن

َ
ا يٰتِهٖٓ 

ٰ
ا وَمِنْ 

َ
رُوْن

َّ
ك

َ
تَف وْمٍ يَّ

َ
ق ِ

ّ
يٰتٍ ل

ٰ
ا

َ
 فِيْ ذٰلِكَ ل

َّ
رَحْمَةًۗ اِن ةً وَّ وَدَّ مْ مَّ

ُ
 بَيْنَك

َ
وَجَعَل

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 
sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan 
di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang berpikir.”

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina.
Dalam menjalani kehidupan, banyak perbuatan mengerikan, lebih 
khusus perbuatan zina yang mampu menjatuhkan seseorang ke 
lobang dosa. Salah satu perbuatan zina yang marak di kalangan 
remaja ataupun dewasa pada zaman ini adalah pergaulan bebas. 
Oleh karenanya, bagi seseorang yang telah mampu secara fisik, 
mental, dan psikisnya dianjurkan untuk menikah agar terjaga dari 
perbuatan zina.

Pada dasarnya, Allah Swt. telah melarang perbuatan zina dalam 
ayat berikut.

ا 
ٗ

حِشَةٗ وَسَاءَٓ سَبِيل
َٰ
 ف

َ
ان

َ
نىَٰٓۖ إِنَّهُ ۥك  ٱلزِّ

ْ
ا تَقۡرَبُوا

َ
وَل

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” 
(QS Isra’ [17]: 32).

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang.
Rasa kasih sayang akan tumbuh di antara dua orang yang terikat 
dengan perkawinan. Munculnya rasa kasih sayang ini merupakan 
salah satu tujuan perkawinan yang telah diridhai Allah Swt. Tujuan 
ini terungkap secara jelas dalam QS ar-Rum [30]: 21.

يْهَا 
َ
اِل نُوْآ 

ُ
سْك

َ
ت ِ
ّ
ل زْوَاجًا 

َ
ا مْ 

ُ
سِك

ُ
نْف

َ
ا نْ  مِّ مْ 

ُ
ك

َ
ل قَ 

َ
خَل  

ْ
ن

َ
ا يٰتِهٖٓ 

ٰ
ا وَمِنْ 

َ
رُوْن

َّ
ك

َ
تَف وْمٍ يَّ

َ
ق ِ

ّ
يٰتٍ ل

ٰ
ا

َ
 فِيْ ذٰلِكَ ل

َّ
رَحْمَةًۗ اِن ةً وَّ وَدَّ مْ مَّ

ُ
 بَيْنَك

َ
وَجَعَل
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“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 
sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan 
di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang berpikir.”

4. Untuk melaksanakan ibadah
Perkawinan adalah ibadah. Perkawinan merupakan salah satu upaya 
mengingat Allah Swt. Adanya tujuan perkawinan ini didasarkan 
pada QS adz-Dzariyat [51]: 49 berikut.

َ
رُوْن

َّ
ك

َ
مْ تَذ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
نَا زَوْجَيْنِ ل

ْ
ق

َ
يْءٍ خَل

َ
ِ ش

ّ
ل

ُ
وَمِنْ ك

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 
mengingat (kebesaran Allah)”.

Selain Al-Qur’an, beberapa hadis juga mengisahkan bahwa 
perkawinan adalah perintah agama. Hal ini sebagaimana sabda 
Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi bahwa, 
“apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah 
menyem purnakan separoh agamanya (karena telah sanggup menjaga 
kehormatannya) maka bertakwalah kepada Allah dalam mencapai 
kesempurnaan pada separoh yang masih tertinggal”.

Dalam hadis lain, sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayat-
kan oleh Ibnu Majah dari Aisyah r.a. mengisahkan bahwa “nikah 
adalah sebagian dari sunahku, barangsiapa yang tidak mau melak-
sanakan sunahku, ia bukan golonganku”. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam menganjur-
kan perkawinan sebab memiliki nilai ibadah. Perkawinan yang 
dilakukan dengan niat ibadah tentu akan memberikan nilai positif 
bagi mereka yang menjalankannya.

5. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual.
Tujuan lain perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi fitrah 
manusia dalam hal pemuasan seksual. Untuk memenuhi kebutu-
han ini, seorang pria dan wanita harus mematuhi hukum syariah 
yakni dengan melangsungkan perkawinan. Dengan begitu, apa yang 
diharamkan baginya akan menjadi halal dalam pandangan agama. 
Anjuran pemenuhan kebutuhan seksual dalam hubungan rumah 
tangga secara implisit disebutkan dalam QS al-Baqarah [2]: 187.
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نتُمۡ 
َ
مۡ وَأ

ُ
ك

َّ
مۚۡ هُنَّ لِبَاسٞ ل

ُ
ىٰ نِسَائِٓك

َ
 إِل

ُ
ث

َ
ف يَامِ ٱلرَّ  ٱلصِّ

َ
ة

َ
يۡل

َ
مۡ ل

ُ
ك

َ
 ل

َّ
حِل

ُ
أ

مۡ 
ُ
يۡك

َ
تَابَ عَل

َ
مۡ ف

ُ
سَك

ُ
نف

َ
 أ

َ
خۡتَانُون

َ
نتُمۡ ت

ُ
مۡ ك

ُ
نَّك

َ
ُ أ َّ

ۗ عَلِمَ ٱلل هُنَّ
َّ
لِبَاسٞ ل

 
ْ
وا

ُ
ل
ُ
مۚۡ وَك

ُ
ك

َ
ُ ل َّ
بَ ٱلل

َ
ت
َ
 مَا ك

ْ
شِرُوهُنَّ وَٱبتَۡغُوا نَ بَٰ ٔـَٰ ٱلۡ

َ
مۖۡ ف

ُ
ا عَنك

َ
وَعَف

سۡوَدِ مِنَ 
َ
يۡطِ ٱلۡأ بۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَ

َ
يۡطُ ٱلۡأ مُ ٱلۡخَ

ُ
ك

َ
بَيَّنَ ل

َ
ىٰ يَت  حَتَّ

ْ
وَٱشۡرَبُوا

 فِي 
َ

ون
ُ
كِف نتُمۡ عَٰ

َ
ا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأ

َ
يۡلِۚ وَل

َّ
ى ٱل

َ
يَامَ إِل  ٱلصِّ

ْ
وا تِمُّ

َ
مَّ أ

ُ
جۡرِۖ ث

َ
ٱلۡف

تِهِۦ  ُ ءَايَٰ َّ
نُ ٱلل لِكَ يُبَيِّ

َٰ
ذ

َ
ا تَقۡرَبُوهَاۗ ك

َ
ل

َ
ِ ف

َّ
جِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱلل ٱلۡمَسَٰ

 
َ

ون
ُ
ق

َّ
هُمۡ يَت

َّ
عَل

َ
اسِ ل لِلنَّ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercam-
pur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, 
dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengeta-
hui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena 
itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. 
Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah 
ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang 
bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian 
sempurna kanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) 
janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf 
dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu 
mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Sementara dalam ranah hukum, khususnya di Indonesia peme-
nuhan kebutuhan seksual diatur oleh lembaga hukum perkawinan 
agar tidak terjadi penyimpangan, seperti penyimpangan norma 
agama, tata krama, dan kepatutan.

Prinsi-Prinsip Perkawinan
Prinsip-prinsip perkawinan adalah dasar atau norma umum yang seha-
rusnya dipegang sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh 
bahtera rumah tangga menurut hukum Islam. Berkaitan dengan hal ini, 
terdapat beberapa ayat Al-Quran yang membahas prinsip-prinsip perkawi-
nan, di antaranya QS al-Baqarah [2]: 187, 228, dan 233; QS an-Nisa’ [4]: 9, 
19, 32, dan 58; QS an-Nahl [16]: 90; serta QS at-Talak [65]: 7. 
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Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkap-
kan minimal ada lima prinsip perkawinan.
1. Prinsip musyawarah dan demokrasi.
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam 

kehidupan keluarga.
3. Prinsip menghindari dari kekerasan.
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai partner.
5. Prinsip keadilan. 

Selain kelima prinsip tersebut, prinsip lain yang perlu dimengerti 
adalah sebagai berikut.
1. Adanya persetujuan dilangsungkannya perkawinan dari  pihak-pihak 

yang bersangkutan. Persetujuan ini diadakan dengan khitbah (pemi-
nangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah 
pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh pria, sebab ada ketentuan 
yang melarangnya. 

3. Perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyara-
tan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang 
berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

4. Perkawinan pada dasarnya untuk membentuk keluarga atau rumah 
tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.

5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah 
tangga bahwa tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang 
Perkawinan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penjelasan 
umum poin 3, dituliskan sebagai berikut.
1. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang baha-

gia dan kekal. Untuk itu, suami istri harus saling membantu dan 
melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepriba-
diannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah 
sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama 
dan kepercayaannya. Di samping itu tiap-tiap perkawinan harus 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama dengan pencatatan 
peristiwa-peristiwa penting, seperti kelahiran atau kematian yang  
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dinyatakan dalam surat keterangan atau akta resmi yang dimuat 
dalam daftar pencatatan.

3. Undang-undang menganut asas monogami. Seorang laki-laki dapat 
beristri lebih dari satu hanya jika yang bersangkutan mengingin-
kannya karena hukum dan agama yang bersangkutan memang 
mengizinkannya. Akan tetapi, perkawinan dengan seorang laki-laki 
yang beristri lebih dari satu dapat diputuskan, sekalipun para pihak 
menghendakinya, hanya jika syarat-syarat tertentu dipenuhi dan 
pengadilan memutuskan.

4. Undang-undang menetapkan prinsip bahwa calon suami dan 
istri harus matang jiwa dan raganya sebelum menikah agar dapat 
memenuhi tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan 
perceraian dan memiliki keturunan yang baik dan sehat. Persoalan 
perkawinan juga berkaitan dengan kependudukan sehingga mereka 
yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan melangsungkan 
perkawinan. Undang-undang telah menetapkan bahwa batas umur 
perkawinan bagi pria minimal berusia 19 tahun dan bagi wanita 
minimal berusia 16 tahun.

5. Oleh sebab tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga 
yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka hukum yang digunakan 
menganut asas untuk mempersulit perceraian. Perceraian boleh 
dilakukan jika ada alasan tertentu (Keputusan Pemerintah Nomor. 
09, 1975, Pasal 19) dan harus dilaksanakan di pengadilan agama 
Islam serta pengadilan negeri non-Islam.

6. Hak dan status perempuan seimbang dengan hak dan status laki-
laki, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan sosial 
sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dibicarakan dan dipu-
tuskan bersama.

Dengan demikian, prinsip perkawinan menurut hukum Islam dan 
hukum perkawinan dapat dikatakan serasi dan tidak memiliki perbe-
daan yang mendasar. Asas-asas hukum perkawinan yang bersumber 
dari Al-Qur’an dan al-Hadis serta kemudian dituangkan dalam Undang-
Undang Perkawinan dan Penciptaan Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 
meliputi tujuh asas hukum Taurat. Asas-asas yang dimaksud adalah seba-
gai berikut.
1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan 

kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus 
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dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka.
4. Asas calon suami dan istri yang telah matang jiwa dan raganya dapat 

melangsungkan perkawinan dengan tetap berpegang teguh pada 
tujuan perkawinan sehingga tidak berpikir pada perceraian.

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik 

dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat.
7. Asas pencatatan perkawinan.

Perwalian
Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan dan ia tidak berada di bawah kekuasaan 
orang tua maka ketika menikah ia berada di bawah kekuasaan wali. 
Dalam hal ini, wali yang ditunjuk bisa berdasarkan wasiat orang tua 
berupa wasiat tertulis maupun lisan. Dapat pula wali ditunjuk oleh 
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah karena kekuasaan kedua 
orang tua dicabut. Dalam hal wali melalaikan kewajiban terhadap anak 
atau berkelakuan buruk maka keluarga dalam garis lurus ke atas—seperti 
saudara kandung—, pejabat, atau kejaksaan dapat mengajukan penca-
butan kekuasaan wali secara kontesius kepada Pengadilan Agama atau 
Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum di mana wali melaksanakan 
kekuasaannya.

Pengangkatan wali di dalam KUH Perdata dibedakan menjadi tiga 
jenis perwalian, yaitu: 
1. perwalian dari suami atau istri yang hidup lebih lama (pasal 

345—354 KUH Perdata);
2. perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan wasiat atau akta 

tersendiri (pasal 355 [1] KUH Perdata); dan
3. perwalian yang diangkat oleh hakim (pasal 359 KUH Perdata).

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 51 ayat (1), “wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua 
yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan 
surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi”. Terdapat 
pula ketentuan perwalian dalam Pasal 53 yang menyebutkan bahwa wali 
dapat dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan yang telah dise-
butkan dalam Pasal 49, yakni wali melalaikan kewajibannya terhadap 
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anak perwalian tersebut dan wali berkelakuan buruk. Kemudian apabila 
kekuasaan wali dicabut, pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai 
wali (Pasal 53 ayat [2]).

Dalam hal apabila wali menyebabkan kerugian pada si anak maka 
menurut ketentuan Pasal 54, “wali yang telah menyebabkan kerugian 
kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas 
tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, 
yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian terse-
but”. Gugatan pencabutan wali dapat digabung dengan permohonan 
peneta pan wali pengganti serta gugatan ganti rugi terhadap wali yang 
dapat melaksanakan kekuasaan.

Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)
Pengesahan perkawinan merupakan perkara voluntair dalam kewena-
ngan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Perkara ini lebih dike-
nal dengan sebutan itsbat nikah. Jenis perkara ini hanya terdiri atas 
pihak pemohon, artinya tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. 
Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, 
undang-undang telah menunjuk beberapa kewenangan yang menyang-
kut perkara tanpa sengketa (voluntair). Perkara yang dimaksud adalah 
sebagai berikut (H.M Anshary MK, 2009: 31).
1. Permohonan itsbat nikah (Penjelasan Pasal 49 ayat [2] huruf a 

angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama).

2. Permohonan izin nikah (Pasal 6 ayat [5] Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan).

3. Permohonan dispensasi kawin (Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

4. Permohonan penetapan wali adhal (Pasal 23 ayat [2] KHI).
5. Permohonan penetapan ahli waris (Penjelasan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Landasan yuridis atau dasar hukum itsbat nikah mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi pengaturannya 
belum rinci sehingga nuncul Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 
1975. Di dalamnya, tepatnya pada Pasal 39 ayat (4) telah ditentukan 
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bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan 
Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau 
karena sebab lain maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, 
maupun rujuk harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) 
Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan peraturan 
perkawinan yang dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Kemudian pada tahun 2006, undang-undang peradilan agama 
mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) 
angka 22 berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang meme-
riksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, 
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.”

Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan 
undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari’ah. 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dirumuskan bahwa kompe-
tensi absolut Pengadilan Agama dan Mahkamah syar’iyah tentang masa-
lah istbat nikah, meliputi:
1. perkara permohonan istbat nikah bersifat voluntair murni; dan
2. perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi 

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawin, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya. 

KHI memperluas kewenangan peradilan agama/mahkamah 
syar’iyah tentang itsbat nikah dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Dalam 
ayat (2) berisi, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta 
nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Sementara 
dalam ayat (3) berisi: 

“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas menge-
nai hal-hal yang berkenaan dengan: a) adanya perkawinan dalam 
rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya 
keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawi nan; d) 
adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawi nan yang 
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan 
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
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Hikmah Perkawinan
Salah satu hikmah perkawinan adalah kelangsungan hidup manusia yang 
terus berlanjut dari generasi ke generasi. Perkawinan mengatur hubungan 
antara laki-laki dan perempuan dalam bidang percintaan menurut asas 
tolong-menolong dan berkewajiban melaksanakan tugas-tugas dalam 
rumah tangga, seperti mengurus rumah tangga, membesarkan anak, 
dan menciptakan suasana keluarga yang menyenangkan, baik untuk 
kebaikan dunia dan akhirat.

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi sebagaimana dikutip Abdul Rahman 
Ghozali bahwa hikmah perkawinan disebutkan sebagai berikut.
1. Melalui perkawinan, banyak pula keturunan. Dengan demikian, 

proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan 
berjalan dengan mudah.

2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali keadaan rumah 
tangganya tertib dan teratur.

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memak-
murkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan 
berbagai macam pekerjaan.

4. Sesuai tabiatnya, manusia cenderung mengasihi orang yang dikasihi. 
Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. 
Dalam kehidupan rumah tangga, istri berperan sebagai teman 
suka dan duka serta penolong dalam mengatur kehidupan. Hal ini 
sebagaimana dikehendaki dalam firman Allah, QS al-A’raf [7]: 189.

يۡهَاۖ ... 
َ
نَ إِل

ُ
 مِنۡهَا زَوجَۡهَا لِيَسۡك

َ
... وَجَعَل

“… Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepada-
nya…”

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) 
untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan akan 
menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak 
dihalalkan untuknya.

6. Perkawinan akan memelihara keturunan. Di dalamnya terdapat 
banyak faedah, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.

7. Manusia jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya 
yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila 
manusia meninggalkan anak dan istri atau suami, mereka akan  
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mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan 
pahalanya pun tidak tertolak.
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BAB III
HUKUM PERKAWINAN  
BERDASARKAN PANDANGAN  
ISLAM

Hukum Perkawinan Berdasarkan Al-Qur’an 
Kitab Suci umat Islam banyak mengisahkan kehidupan rumah tangga 
yang mengarah pada kebahagiaan. Hal ini sebagaimana yang dicontoh-
kan Nabi Muhammad saw. bahwa beliau adalah sosok yang penyayang 
terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Al-Qur’an juga mengatur cara 
memberikan pendidikan kepada anak, pembagian harta dan warisan, 
kewajiban nafkah terhadap anak dan orang tua, perceraian, dan seba-
gainya.

Islam terlebih dahulu mengatur hal-hal mengenai perkawinan 
sebelum adanya undang-undang perkawinan yang diberlakukan di 
Indonesia. Beberapa surah yang menjadi dasar hukum perkawinan dije-
laskan sebagai berikut.
1. QS adz-Dzariyat [51]: 49, QS Yasin [36]: 36, QS al-Hujurat [49]: 13, 

dan QS an-Nahl [16]: 72. 
Ayat-ayat yang tesebar dalam beberapa surah tersebut membahas 
perkawinan sebagai tuntutan kodrat hidup manusia dan tujuannya  
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antara lain untuk memperoleh keturunan serta melangsungkan 
kehidupan jenisnya.

2. QS ar-Rum [30]: 21 dan QS an-Nur [24]: 32. 
Kedua ayat tersebut membicarakan perkawinan sebagai sarana 
untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup serta 
menumbuhkan rasa kasih sayang, khususnya antara suami dan istri 
serta kalangan keluarga yang lebih luas.

3. QS al-Baqarah [2]: 235 dan 221, QS an-Nisa [4]: 22—23, QS an-Nur 
[24]: 3, QS al-Maidah [5]: 5, dan QS al-Mumtahanah [60]: 10.
Ayat-ayat tersebut berisikan hal-hal yang dilarang Allah Swt. ketika 
menjalankan kehidupan rumah tangga.

4. QS an-Nisa [4]: 3 dan 34.
Allah Swt. memerintahkan berbuat adil melalui ayat-ayat di atas.

5. QS al-Baqarah [2]: 187, 222, dan 223.
Ayat tersebut membahas tata cara berhubungan suami istri sebagai-
mana yang dikehendaki dalam Islam.

6. QS an-Nisa [4]: 35, QS at-Thalaq [65]: 1, dan QS al-Baqarah [2]: 
229—230.
Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga dijelas-
kan secara rinci dalam ayat-ayat tersebut. 

7. QS al-Baqarah [2]: 226—228, 231—232, 234, 236—237, QS at-Thalaq 
[65]: 1—2, 4, 7, 66, dan QS al-Ahzab [33]: 49.
Aturan tentang masa menunggu (‘iddah) dijelaskan dalam ayat-ayat 
tersebut. 

8. QS al-Baqarah [2]: 228—233 dan QS an-Nisa [4]: 4
Allah Swt. menjamin hak dan kewajiban dalam perkawinan sebagai-
mana yang tertera pada ayat di atas. 

9. QS an-Nisa [4]: 20 dan 128, QS al-Mujadalah [58]: 2—4, dan QS. 
an-Nur [24]: 6—9.
Peraturan tentang nusyuz dan zhihar sebelumnya telah diatur oleh 
Allah dalam ayat-ayat yang bersangkutan.

Hukum Perkawinan Berdasarkan Hadis
Pada dasarnya, Al-Qur’an telah mengatur secara rinci aturan-aturan 
mengenai perkawinan. Namun, ada beberapa hal yang belum dijelaskan 
di dalam Al-Qur’an kemudian dipaparkan di dalam hadis. Ada pula 
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aturan-aturan yang memang telah disebutkan di dalam Al-Qur’an, tetapi 
juga dikuatkan oleh hadis. Oleh karena itu, setiap insan yang akan meni-
kah baiknya perlu memahami hal-hal yang diatur oleh Al-Qur’an dan 
hadis agar mampu menuju ke arah rumah tangga yang bahagia.

Diketahui, hukum perkawinan di dalam hadis membahas hal-hal 
yang berkenaan dengan: 
1. walimah;
2. tata cara peminangan;
3. saksi dan wali dalam akad nikah;
4. hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian; dan
5. syarat yang disertakan dalam akad nikah. 

Adapun beberapa contoh penjelasan sunnah tentang hal-hal yang 
sebelumnya telah disebutkan di dalam Al-Qur’an adalah
1. pengertian quru’ yang disebutkan di dalam Al-Qur’an mengenai 

masa ‘iddah perempuan yang ditalak suaminya;
2. bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram;
3. besar kecilnya mahar;
4. izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami ‘iddah talak 

raj’i; dan
5. perceraian yang terjadi karena li’an merupakan talak yang tidak 

memungkinkan bekas suami istri kembali menikah.

Hukum Perkawinan Berdasarkan Ijma’ Ulama Fiqih
Para ahli fiqh munakahat banyak memberikan pemikiran dan penda-
pat tentang pernikahan berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadis. Mereka 
juga menginterpretasi dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar 
hukum fiqih di bidang pernikahan yang merupakan hukum pernika-
han Indonesia. 

Adapun persoalan yang dibahas dijelaskan sebagaimana uraian di 
bawah ini.
1. Pengertian nikah.

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary (t.t.: 30), dalam isti-
lah syarak, nikah adalah akad yang memuat peraturan-peraturan 
hukum mengenai persetubuhan dengan kata nikah atau kata yang 
senada. Kemudian Muhammad Abu Ishrah yang dikutip oleh Abd. 
Rahman Ghazaly (2003: 9), nikah ialah akad yang memberikan 
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keuntungan hukum kemungkinan terjalinnya hubungan kekelu-
argaan antara seorang pria dan seorang wanita (suami-istri) yang 
saling tolong-menolong serta membatasi hak dan kewajiban 
masing-masing pemiliknya.

2. Rukun dan syarat hukum perkawinan. 
Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan bahwa sesuatu itu termasuk 
dalam mata rantai pekerjaan, seperti mencuci muka untuk wudhu 
dan takbiratur ihram untuk shalat. Jadi, rukun perkawinan meru-
pakan kehadiran suami/istri dalam sebuah pernikahan. Sementara 
syarat ialah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu 
pekerjaan (ibadah) yang bukan merupakan bagian dari mata rantai 
pekerjaan. Dalam perkawinan menurut Islam, syarat sahnya adalah 
calon suami/istri harus beragama Islam (Abd. Rahman Ghazaly, 
2003: 5—6).

Dalam hal rukun perkawinan, jumhur ulama sepakat bahwa 
rukun perkawinan terdiri atas hal-hal berikut.
a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap 

sah apabila ada seseorang yang ditunjuk sebagai wali atau wakil 
yang akan menikahkannya.

c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila 
dihadiri oleh dua orang saksi yang menyaksikannya.

d. Sighat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau 
wakil dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-
laki. 

Kemudian dalam hal jumlah rukun nikah, masing-masing para 
ulama memiliki perbedaan pendapat. Imam malik mengatakan 
bahwa rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu: wali dari pihak 
perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon 
pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi’i menya-
takan hal yang sama bahwa ada lima rukun nikah yang terdiri atas 
calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua 
orang saksi, dan sighat akad nikah. 

Sementara menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah hanya 
terdiri atas ijab dan qabul (akad yang dilakukan oleh pihak wali 
perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun bagi segolongan 
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yang lain, rukun nikah hanya ada empat, yakni sighat (ijab qabul), 
calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari 
pihak calon pengantin perempuan.

Abd Rahman Chazali (2003: 46—49) mengatakan bahwa dua 
orang yang saling melakukan akad harus memenuhi rukun perkawi-
nan yang terdiri atas: mempelai laki-laki dan mempelai perempuan; 
adanya wali; adanya dua orang saksi; dan dilakukan dengan sighat 
tertentu.

Sementara syarat sahnya perkawinan (Abd Rahman Ghazali, 
2003: 49—50) ialah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat 
yang diminta telah terpenuhi maka perkawinan dianggap sah dan 
menimbulkan adanya hak dan kewajiban suami istri. Secara garis 
besar, syarat sahnya perkawinan adalah adanya calon mempelai 
perempuan yang halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadi-
kannya istri dan akad nikahnya dihadiri para saksi. 

Menurut Abd Rahman Ghazali (2003: 54—55), syarat sahnya 
perkawinan diklasifikasikan menurut masing-masing mempelai. 
Bagi mempelai pria, syaratnya adalah:
a. beragama Islam;
b. lelaki tulen; 
c. orangnya diketahui;
d. calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri;
e. calon mempelai laki-laki mengenal calon istri;
f. calon suami rela (tanpa paksaan) untuk melakukan perkawinan;
g. tidak sedang melakukan ihram;
h. tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri; 

dan
i. tidak sedang beristri empat. 

Sementara bagi mempelai wanita, syaratnya adalah:
j. beragama Islam;
k. benar-benar wanita, bukan khuntsa (banci); 
l. orangnya diketahui;
m. halal bagi calon suami;
n. calon istri tidak dalam masa ‘iddah;
o. calon istri tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukan 

perkawinan; dan
p. calon istri tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. 
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Dengan demikian, dasar hukum perkawinan yang belum disinggung 
oleh Al-Qur’an dan sunnah ditetapkan para ahli melalui ijtihad. Beberapa 
persoalan yang dasar hukumnya ditentukan melalui ijtihad, seperti 
perkawinan wanita hamil karena zina, akibat pembatalan pertunangan, 
terhadap hadiah-hadiah pertunangan, dan sebagainya.
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BAB IV
HUKUM PERKAWINAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan
Sebelum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan berlaku secara sah 
pada 1 Oktober 1975, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam 
berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku 
untuk berbagai golongan warga negara. Berbagai peraturan hukum 
perkawinan yang dimaksud dideskripsikan sebagaimana berikut. 
1. Hukum perkawinan adat 

Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang Indonesia. 
Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya menjadi urusan 
pihak yang bersangkutan (pasangan), tetapi menjadi kepentingan 
seluruh keluarga, bahkan masyarakat adat. Misalnya, pernikahan 
common law biasanya didahului dengan pertunangan. Jika pertuna-
ngan tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan karena salah 
satu pihak mengakhiri hubungan maka pelanggar berhak menuntut 
kembali harta benda dan kerugian dari pihak yang bersalah dan 
pemuka adat yang membuat perjanjian. 

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat berdasarkan 
kekerabatan adalah untuk melestarikan dan meneruskan keturunan 
melalui garis ayah atau ibu dalam rangka mewujudkan kebahagiaan 
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keluarga/rumah keluarga. Tujuan perkawinan lainnya adalah untuk 
pencapaian nilai-nilai budaya dan perdamaian serta untuk pelesta-
rian warisan (Hilman Hadikusuma, 1990: 23). Jadi, tujuan perkawi-
nan dalam common law berbeda dan sangat bergantung pada 
lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan karena Indonesia 
adalah negara kepulauan dengan berbagai agama, adat, dan budaya 
yang kesemuanya masih diakui, dihormati, dan dihargai. 

Pada umumnya, sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut 
masyarakat hukum adat Indonesia tergantung dari agama yang 
dianut. Apabila perkawinan telah memenuhi syarat-syarat yang 
diatur dalam hukum agama maka perkawinan tersebut sah 
menurut hukum adat. Menurut Hilman Hadikusuma, meskipun 
menurut keyakinan agama masyarakat adat perkawinan itu sah, 
tetapi mempelai belum tentu menjadi masyarakat adat tersebut. 
Contohnya dalam masyarakat pepadun Lampung meskipun seorang 
laki-laki dan perempuan menikah secara sah menurut hukum Islam, 
kedua mempelai belum tentu diakui secara resmi sebagai warga adat 
Lampung (Kugruk adat) sebelum melangsungkan upacara adat.

Di kalangan masyarakat Lampung Tulang Bawang, upacara 
pernikahan adat dilangsungkan dengan menggelar acara “Mosok 
Majew (pemberian pengantin pria) dengan aturan yang tumpang 
tindih”. Kedua mempelai duduk di atas ranjang pernikahan di 
hadapan puwade (tahta mempelai). Di atas ranjang tersebut juga 
diletakkan sepiring besar nasi dengan lauk pauk, seperti daging, 
hati kerbau, ayam panggang, dan lainnya serta segelas air minum. 
Keduanya duduk bersanding dan bersila dengan disaksikan para 
pemuka adat serta ibu masing-masing mempelai.

Upacara dipimpin oleh seorang tetua adat perempuan, biasa-
nya istri ratu adat punyimbang (pemimpin) dan dibantu beberapa 
perempuan sebagai pembicara serta pembawa syair pernikahan. 
Setelah semuanya siap, pemimpin acara mempersilakan mempelai 
pria untuk melakukan acara pertama yakni “nentang sabik” (mele-
paskan kalung pengantin wanita) dengan mengatakan “saya adalah 
cahaya berita”. Dengan demikian, berakhirlah status gadis mempelai 
wanita. 

Selanjutnya, perwakilan orang tua mengambil nasi dan lauk 
pauk dengan tangan dan menyuapi mempelai. Usai upacara 
suap, pembawa acara mengundang para pembaca puisi untuk 
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membacakan puisi tentang gelar mempelai. Kemudian, dengan 
menggunakan kunci kamar pengantin wanita, pemimpin adat 
menepuk dahi pengantin pria dan wanita dengan mengucapkan 
nama panggilan pengantin pria (amai), nama panggilan pengantin 
wanita (inai), dan gelar (adek). Undangan dan gelar diumumkan 
kepada penonton dengan piring. Dengan demikian, pasangan terse-
but resmi menjadi suami istri dan menjadi warga negara biasa.

2. Hukum perkawinan Islam 
Hukum perkawinan Islam ini tentu berlaku bagi warga negara 
Indonesia yang beragama Islam. Prinsip-prinsip perkawinan 
Islam terkandung di dalam ajaran hukum Allah dan Sunnah-Nya. 
Sementara hal-hal mengenai penjelasan atau perincian lebih lanjut 
terhadap prinsip-prinsip tersebut termaktub dalam kitab-kitab fiqih 
munakahat karya para mujtahid terdahulu seperti fiqih munakahat 
karya Imam Syafi’i.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek 
atau BW) yang berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa, Cina 
(Tionghoa), dan Timur Asing.

4. Hukum perkawinan menurut Ordonansi Perkawinan Indonesia 
Kristen (HOCI) yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli 
(Jawa, Minahasa, dan Ambon) yang beragama Kristen. Ordonansi 
ini mulai diundangkan pada 15 Februari 1933.

5. Peraturan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde 
Huwelijken). Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya 
perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum-hukum 
yang berlainan, seperti perkawinan antara orang Indonesia asli 
dengan orang Cina atau orang Eropa atau antara orang Indonesia 
yang berlainan agama ataupun berlainan asalnya. Peraturan ini mulai 
berlaku pada 29 Desember 1896 yang termuat dalam Staatsblad 
1896 Nomor 158 serta telah mengalami beberapa perubahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan
Undang-Undang Perkawinan diperkenalkan pada 2 Januari 1974 
kepada seluruh warga negara Indonesia sebagai respons pemerintah 
terhadap tuntutan warga. Diketahui bahwa tuntutan telah dilontarkan 
sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 dengan 
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harapan dapat meningkatkan status perempuan dalam perkawinan. Isu 
yang menjadi fokus gerakan perempuan saat itu adalah kawin paksa, 
poligami, dan perceraian yang sewenang-wenang.

Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan 
pengaturan di bidang hukum perkawinan dengan membentuk Panitia 
Penyelidikan Hukum Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk (NTR). Panitia 
tersebut menilai pengaturan perkawinan yang berlaku (warisan pemerin-
tah kolonial Belanda) dan menyusun dua jenis undang-undang perkawi-
nan, yaitu undang-undang perkawinan umum dan  undang-undang 
perkawinan khusus untuk masing-masing agama (Islam, Katolik, Kristen, 
Hindu, dan Budha) (Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, 2005: 9).

Kemudian pada tahun 1958-1959, pemerintah Indonesia mencoba 
membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) agar Indonesia tidak lagi 
menerima hukum warisan pemerintah kolonial Belanda. Rancangan 
tersebut kemudian dibahas dalam sidang DPR, tetapi tidak menjadi 
undang-undang (Basiq Djalil, 2006: 8). DPR kemudian membahas 
kembali UU Perkawinan antara tahun 1967 dan 1971 yang meliputi 
Undang-Undang Perkawinan Islam Departemen Agama dan Ketentuan 
Pokok RUU Perkawinan Departemen Kehakiman. Namun perdebatan 
mengenai kedua usul tersebut terhenti karena kelompok Katolik menolak 
membahas RUU Hukum Agama sebab jumlah perwakilan kelompok 
Katolik saat itu sangat sedikit (Taufiqurrohman Syahuri, 2013: 106).

Pada tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan RUU kepada 
DPR melalui pembicaraan empat tingkat. Tingkat pertama  merupakan 
penjelasan pemerintah atas RUU Hukum Agama. Tingkat kedua meru-
pakan pandangan umum masing-masing fraksi atas RUU tersebut dan 
tanggapan pemerintah atas pandangan umum itu. Tingkat ketiga berupa 
rapat komisi (gabungan Komisi III dan Komisi IX) untuk memba-
has RUU, yang dalam hal ini diserahkan kepada Panitia Kerja RUU 
Perkawinan. Tingkat keempat, pengambilan keputusan (pengesahan 
RUU Perkawinan) dengan didahului pendapat terakhir (stemmotivering) 
dari masing-masing fraksi. Setelah melalui pembicaraan empat ting-
kat antara DPR dan Pemerintah maka RUU tersebut diteruskan kepada 
Sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. 

Setelah semua fraksi termasuk Menteri Kehakiman diberi kesem-
patan untuk menyampaikan pendapatnya maka pada hari itu juga RUU 
Perkawinan disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Pada akhir-
nya tepat pada 2 Januari 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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tentang Perkawinan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3019/1974 secara resmi disahkan oleh peme-
rintah (Jamaluddin, 2009: 75).

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  memiliki 
latar belakang yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia yang telah mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, 
yang salah satu pertimbangannya adalah:

“namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu 
berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau 
hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam 
kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendi-
dikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan 
semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan 
demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan 
perkawinan. Lebih tepatnya ialah perbaikan norma dengan menaik-
kan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan 
dengan pria yakni 19 tahun. Batas umur yang ditetapkan ini dianggap 
telah matang jiwa dan raga manusia untuk melangsungkan perkawinan 
tanpa berpikir ke arah perceraian dan juga melahirkan keturunan yang 
sehat. Diharapkan pula kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 
tahun menjadi 19 tahun bagi wanita mampu menekan laju kelahiran, 
menurunkan risiko kematian ibu dan anak, serta dapat terpenuhinya 
hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, terma-
suk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap 
pendidikan setinggi mungkin. 

Pertimbangan serupa yang juga disebutkan bahwa pengaturan batas 
usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak 
saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk 
membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) 
UUD 1945, melainkan juga menimbulkan diskriminasi terhadap pelin-
dungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B 
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ayat (2) UUD 1945. Ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih 
rendah dibandingkan pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat 
untuk membentuk keluarga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mewa-
jibkan pembentuk undang-undang untuk mengubah Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam waktu paling lama tiga tahun 
sehingga pada 2019 lahirlah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16. 
Faktanya, tidak ada peraturan hukum yang dapat mengatur secara 
sempurna semua aspek kebijakan publik karena perkembangan segala 
lini kehidupan begitu pesat. Dengan demikian, tantangan hukum ialah 
bagaimana bisa hukum menjangkau masa depan. Ini adalah hal yang 
sangat ideal, tetapi karena hukum pada akhirnya menyangkut orang-
orang yang sulit diprediksi maka tidaklah mudah untuk menciptakan 
hukum yang meluas ke masa depan (R Soetojo Prawirihamidjojo, 1986: 
22).

Faktor Penyebab Berubahnya Undang-Undang
Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat serta 
dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan-peraturan yang 
telah dibuat. Dengan demikian, hukum dapat berada pada pola tingkah 
laku yang dapat diterima bersama. Dalam peranannya ini, hukum hanya 
mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan yang tetap dan 
diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat. Di samping itu, hukum 
masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain yakni dengan tujuan 
mengadakan perubahan dalam masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika 
dilihat dari segi materinya dapat dipandang sebagai sarana rekayasa 
masyarakat atau a tool of social engineering. Suatu peraturan akan efektif 
apabila materinya sejalan dengan nilai-nilai yang dianut. Dalam konsi-
deran, undang-undang tersebut dinyatakan telah sesuai dengan falsafah 
Pancasila dan cita-cita untuk pembinaan hukum nasional yang memer-
lukan adanya undang-undang ini. 

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan telah dinyatakan dengan tegas bahwa:

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan 
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berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), 
Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie 
Christen Indonesia S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran 
(Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No. 158), dan peratur-
an-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah 
diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dalam perkawinan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara 
emosional atau batin, di samping adanya ikatan secara lahir. Hal ini 
menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki jenjang perkawinan 
harus mampu mengendalikan dan menyeimbangkan emosional satu 
sama lain agar tercapai suasana rumah tangga bahagia yang menjadi 
tujuan dilaksanakannya perkawinan. Dengan demikian, kesiapan atau 
kematangan psikologi sangat menentukan tingkat keberhasilan rumah 
tangga yang ingin dibentuk. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang 
calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan 
kesukaan menurut sifat dan syara’ untuk menghalalkan percampuran 
antara keduanya sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman 
hidup dalam rumah tangga. 

Dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak 
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 
yang sah. Selain itu, negara juga menjamin hak anak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. 

Terdapat tiga landasan yang memengaruhi alasan dibentuknya 
undang-undang. Landasan yang dimaksud ialah landasan filosofis, sosio-
logis, dan yuridis. 
1. Landasan filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertim-
bangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang 
meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang 
bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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2. Landasan sosiologis
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebu-
tuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan ini sesungguhnya 
menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan 
kebutuhan masyarakat serta negara.

3. Landasan yuridis
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang meng-
gambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasala-
han hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertim-
bangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan 
dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masya-
rakat. Landasan ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan 
dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk 
peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan 
hukum yang dimaksud, seperti peraturan yang telah tertinggal, 
peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturan yang 
lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, 
peraturannya yang tidak memadai, atau peraturan yang memang 
belum ada. 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai usia 19 tahun dan 
pihak wanita berusia minimal 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkin-
kan terjadinya perkawinan di bawah umur bagi wanita. Hal ini karena 
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, jelas dalam kedua peraturan 
tersebut terdekteksi adanya ketimpangan hukum sehingga perlu dilaku-
kan perbaikan. 

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah hal yang 
sangat penting. Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan 
kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini disebabkan karena 
kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk 
membina rumah tangga sehingga kerapkali memicu pertengkaran, 
kesalahpahaman, atau selisih pendapat yang pada akhirnya menga-
rah pada perceraian. Di sisi lain, juga kerap timbul kecemburuan yang 
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berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, dan kurangnya persia-
pan finansial. 

Usia perkawinan yang terlalu muda faktanya meningkatnya kasus 
perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam 
kehidupan berumah tangga sebagai suami istri. Pernikahan yang berhasil 
ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan 
untuk menikah, kedua mempelai siap menanggung segala beban yang 
timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian 
nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, 
pendidikan, serta pergaulan yang baik. Atas persoalan-persoalan itulah 
yang membuat pemerintah bergerak untuk menetapkan ketentuan 
hukum perkawinan agar setiap warga negaranya memiliki hak yang legal 
di hadapan hukum.

Faktor penyebab berubahnya undang-undang in juga bermaksud 
melindungi kesehatan reproduksi pria dan wanita. Sebagian besar 
permohonan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur disebab-
kan oleh perilaku seks sebelum menikah di kalangan remaja. Fenomena 
tersebut seringkali ditinjau sebagai permasalahan sosial yang kritikal 
oleh sebagian besar masyarakat. Sikap pasangan yang permisif terha-
dap perilaku seksual terlihat dari bentuk perilaku seksual yang mereka 
lakukan. Faktanya, persoalan ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Wanita hamil yang berusia di bawah 20 tahun faktanya memiliki 
risiko yang cukup banyak, antara lain keguguran, preeklamsia, infeksi, 
anemia, kanker rahim, hingga kematian bagi ibu dan banyinya. Dengan 
demikian, wanita harus memiliki perencanaan yang matang ketika akan 
melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan 
dirinya sendiri, baik pada fisik maupun psikisnya. Berdasarkan hasil 
survei hanya 51% wanita yang memiliki pengetahuan akibat menikah 
muda. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah setempat mengadakan 
sosialisasi pranikah guna mengisi kekosongan pengetahuan generasi 
muda terhadap dampak pernikahan dini.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa sangat banyak faktor yang 
menjadi alasan berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 
Pertama, adanya diskriminasi karena batas perbedaan usia bagi wanita 
yang lebih rendah daripada pria. Kedua, terdeteksi banyaknya risiko 
kehamilan muda. Ketiga, perkawinan yang menyebabkan perampasan 
hak anak, terancamnya kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah 
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tangga, perceraian, perdagangan anak, putus sekolah, stunting, dan keke-
rasan seksual. Ketiga, ketidaksiapan pasangan muda dalam hal finansial.
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BAB V
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN 
BERDASARKAN PANDANGAN ISLAM

Rukun dan Syarat Perkawinan
Rukun dan syarat perkawinan menjadi hal utama yang harus dipenuhi 
calon mempelai agar perkawinan yang dilangsungkan sah di mata agama. 
Dalam pandangan Islam, telah ditetapkan rukun dan syarat perkawinan 
seperti yang terdeskripsi di bawah ini.
1. Calon mempelai pria

Calon pengantin pria yang mempersunting mempelai wanita seka-
ligus pengucap qabul di hadapan wali nikah tentu harus ada dalam 
perkawinan.

2. Calon mempelai wanita
Pernikahan tidak akan terjadi apabila calon mempelai wanita tidak 
diketahui. Hal ini karena perkawina adalah peristiwa sakral yang 
dilakukan antara pria dan wanita.

3. Wali
Menurut Imam Syafi’i, perwalian merupakan persoalan yang sangat 
penting dalam perdebatan perkawinan karena tanpa wali, perni-
kahan tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, wali menjadi syarat 
sah dalam perkawinan. Ditegaskan ulang bahwa kehadiran wali  
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merupa kan salah satu dasar perkawinan yang artinya tanpa kehadi-
ran wali, perkawinan dianggap tidak sah.

Adapun hadis yang mengharuskan wali dalam perkawinan dan 
melarang wanita menikahkan dirinya sendiri. Hadis nabi tersebut 
diriwayatkan oleh Turmuzi dari Aisyah bahwa, “wanita yang meni-
kah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (Nabi Muhammad 
saw. mengatakan paling banyak tiga kali hingga batalnya nikah)”. 

Persoalan perwalian ini juga diterangkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian 
Ketiga Pasal 19 bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan 
rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertin-
dak untuk menikahkannya”. 

Perlu diketahui pula syarat-syarat menjadi seorang wali adalah 
beragama Islam, baligh, berakal sehat, berjenis kelamin laki-laki, 
dan adil. Sifat adil yang dimaksud adalah wali tidak memperoleh 
tekanan dari siapapun. Adapun menurut Imam Syafi’i, seseorang 
yang dianggap sah bertindak sebagai wali ialah yang memiliki 
garis keturunan dan dapat pula yang ditunjuk untuk mewakilinya. 
Seseorang yang dimaksud adalah:
a. ayah;
b. kakek dan seterusnya garis ke atas dari garis laki-laki;
c. saudara laki-laki kandung;
d. saudara laki-laki seayah;
e. kemenakan laki-laki kandung;
f. kemenakan laki-laki seayah;
g. paman kandung;
h. paman seayah;
i. saudara sepupu laki-laki seayah;
j. wali sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim, (bukan 

qadli, hakim pengadilan); dan
k. orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (wali 

muhakkam) (Hamid Sarong, 2010: 74—76). 
Wali sultan, wali hakim, dan wali muhakkam merupakan wali 

jauh yang dapat digunakan haknya menjadi wali apabila wali yang 
lebih dekat yaitu wali nasab (wali nasab yaitu wali yang telah dise-
butkan seperti di atas) tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat 
menjadi wali. Wali yang lebih jauh hanya dapat menjadi wali apabila 
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mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian 
kuasa tidak ada maka perwalian pindah kepada sultan atau yang 
diberi kuasa oleh kepala negara.

Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi 
kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali 
hakim. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa yang dimaksud 
dengan wali hakim bukanlah hakim pengadilan. Perwalian nasab 
pindah kepada perwalian hakim apabila:
l. wali nasab memang tidak ada;
m. wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat;
n. wali nasab kehilangan hak perwaliannya;
o. wali nasab sedang menjalani haji/umrah; dan
p. wali nasab menolak bertindak sebagai wali.

Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di 
bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila seorang wanita kawin 
dengan sepupu kandung atau seayah.

4. Saksi
Suatu perkawinan tidak sah jika tidak disaksikan sekurang-kurang-
nya oleh dua orang saksi. Sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwa-
yatkan oleh Ibnu Abbas bahwa, “tidak ada pernikahan kecuali 
dengan wali dan dua orang saksi saja”. 

Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah 
ialah laki-laki muslim, berakal sehat, baligh, adil, tidak terganggu 
ingatan, dan tidak tuna rungu. Saksi juga harus hadir dan menyaksi-
kan secara langsung akad nikah serta menandatangi akta nikah 
ketika akad berlangsung (Pasal 26 Bab IV Rukun dan Syarat 
Perkawinan Bagian Keempat).

Saksi dipandang sangat penting sebab ia sangat  menentukan 
sah tidaknya ijab qabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-
laki dengan wali pihak calon memepelai perempuan. Selain itu, 
saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua 
belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi 
suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjan-
jian perkawinan yang suci tersebut (Jamaluddin, 2009: 42). 

5. Ijab dan qabul
Salah satu dasar dan syarat perkawinan adalah adanya kesepakatan 
yang jelas dalam bentuk persetujuan dan penerimaan. Ijab diucapkan 



Hukum Perkawinan dan Keluarga38

oleh wali pihak pengantin wanita, sedangkan qabul adalah pernya-
taan penerimaan oleh pengantin pria. Dengan demikian, ijab qabul 
merupakan pokok perkawinan.

Akad nikah sebagai penentu sah atau tidaknya  perkawinan 
dalam hukum Islam dijamin kelangsungannya oleh hukum. 
Menurut hukum syara’, perjanjian pranikah berarti sesuatu yang 
memungkinkan seseorang untuk melakukan hubungan seksual 
dengan menggunakan kata-kata menikah diikuti pernyataan 
persetujuan dan kesepakatan antara wali dan calon pengantin pria 
(Beni Ahmad Saebani, 2001: 203).

Dasar Hukum Akad Nikah
Akad nikah adalah perjanjian sakral di mata agama dan hukum. Bagi 
kedua insan, perkawinan adalah proses memupuk kepercayaan dan 
mengesampingkan emosional agar terwujud tujuan perkawinan. Akad 
nikah didasarkan pada tiga hal, yaitu keyakinan atau keimanan, al-Islam, 
dan al-ihsan. 
1. Keyakinan atau keimanan 

Iman merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan sese-
orang. Iman menjadi syarat diterimanya amal perbuatan manusia. 
Mengingat pentingnya iman bagi seseorang, sudah seharusnya bila 
akad nikah menetapkan tauhid sebagai asas pertamanya. Artinya, 
akad nikah tidak boleh bertentangan dan harus menumbuhkan serta 
memupuk iman seseorang. Suatu ikatan perkawinan diharapkan 
kokoh dan kuat sehingga apapun ujian dan goncangan yang diha-
dapi di kemudian hari tidak akan menggoyahkan janji perkawinan. 

2. Al-Islam
Akad nikah merupakan aktivitas ibadah yang telah dicontohkan 
oleh Rasullullah saw. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus 
sesuai dengan ajaran dan norma-norma Islam yang bersumber pada 
Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, serta ijtihad, terutama dalam bentuk 
ijma’ dan qiyas.

3. Al-Ihsan
Akad nikah haruslah dilandasi prinsip taqarrub kepada Allah dan 
untuk Allah sehingga akad nikah melahirkan manusia-manusia 
yang takwa, dekat dengan Allah, giat beribadah, dan mencurahkan 
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segenap aktivitas hidupnya untuk mencari ridha Allah Swt. (Beni 
Ahmad Saebani, 2001: 206—208). 

Dasar hukum akad nikah lebih spesifik terdapat dalam QS an-Nisa 
[4] ayat 21 yang artinya “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, 
padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari 
kamu perjanjian yang kuat”. Dalam ayat tersebut, dengan tegas Allah 
menyatakan bahwa perkawinan bukanlah perjanjian biasa.

Sah dan Batalnya Akad Nikah
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, rukun utama perkawinan adalah 
adanya persetujuan dan penerimaan antara wali calon mempelai wanita 
dan calon mempelai pria dalam suatu pertemuan yang disebut akad 
nikah. Pada prinsipnya, perjanjian pranikah dapat dibuat menggunakan 
bahasa apapun, asalkan dimengerti para pihak.

Untuk menghindari terjadinya akad yang mempunyai akibat 
hukum, baik pada suami maupun istri, akad dianggap sah bila meme-
nuhi syarat-syarat berikut.
1. Kedua belah pihak harus tamyiz. Apabila salah satu pihak terganggu 

kesadarannya atau masih berada di bawah umur maka pernikahan-
nya batal.

2. Ijab qabul dalam satu majelis. Artinya ketika mengucapkan ijab 
qabul tidak boleh diselingi pernyataan lain.

3. Ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali jika lebih baik 
daripada ucapannya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetu-
juan yang lebih tegas.

4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan 
pernyataan masing-masing.

5. Dalam mengucapkan ijab qabul hendaknya menggunakan kata-kata 
yang jelas dan dapat dipahami masing-masing pihak.

Ijab qabul dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat 
hukumnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, terdapat pula 
hal-hal yang menjadikan akad nikah dianggap batal.
1. Jika ada kondisi antara panggilan penerimaan sehingga akad nikah 

ditunda hingga waktu tertentu. Dalam hal ini, akad nikah diang-
gap batal. Sighat bergantung pada sesuatu yang lain dan memiliki 
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syarat yang membuat batalnya perkawinan karena sighat tersebut 
bergantung pada keadaan yang mungkin timbul atau tidak timbul. 
Perjanjian bersyarat dianggap batal apabila syarat tidak terpenuhi. 
Contohnya wali berkata kepada calon pengantin pria “jika nanti 
kamu menemukan pekerjaan, aku akan menikahkanmu dengan 
putriku Fulanah. Mahar lima ribu rupiah”. Persetujuan tersebut 
akan menjadi tidak sah apabila syarat untuk mendapatkan peker-
jaan mungkin tidak terpenuhi di kemudian hari (Hamid Sarong, 
2010: 53). 

2. Apabila ucapan ijab qabul diselingi dengan suatu syarat atau 
menangguhkan dengan waktu yang akan datang atau waktu tertentu 
yang dikaitkan dengan suatu syarat maka akad nikah dianggap tidak 
sah atau batal. Sighat yang isinya digantungkan pada sesuatu yang 
lain dan dengan suatu keadaan menyebabkan batalnya perkawinan 
karena sighat bergantung pada syarat yang mungkin terjadi dan 
mungkin pula tidak. 

3. Ijab qabul yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang menye-
babkan akad nikah batal. Hal ini karena shighat yang menyandarkan 
dengan waktu yang akan datang bertentangan dengan akad perkaw-
inan karena memiliki akibat hukum yaitu suami dapat menggauli 
istri sejak adanya akad. Selain itu, akad yang dibatasi untuk waktu 
tertentu misalnya selama sebulan atau lebih, tidak diperbolehkan 
karena bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam Islam. 

Oleh karena itu, kebanyakan para ulama menyatakan bahwa 
nikah mut’ah adalah haram karena hanya untuk kesenangan 
sesaat. Padahal perkawinan sejatinya dimaksudkan untuk kehidu-
pan bersama, memperoleh keturunan, merawat, dan mendidik 
anak. Selain itu, nikah mut’ah dikatakan haram berdasarkan hadis 
Rasullullah saw. yang diriwayatkan Ibnu Majah yang berbunyi, 
“wahai umat manusia, dulu aku mengizinkan kamu kawin mut’ah, 
tetapi ketahuilah, Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat”. 
Oleh karena itu, akad nikah yang demikian dianggap tidak sah.

Dispensasi Kawin dan Wali Ahdal
Dispensasi Kawin
Permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai di bawah umur dapat 
diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah untuk 
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dilakukan kumulatif. Selanjutnya Pengadilan Agama atau Mahkamah 
Syar’iyah akan memberikan izin melangsungkan perkawinan setelah 
mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya. 
Permohonan izin melangsungkan perkawinan ini bersifat voluntair dan 
produk hukumnya berupa penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan 
penetapan tersebut maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. 
Terhadap penetapan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh 
calon mempelai pria dan/atau wanita dapat dilakukan perlawanan oleh 
orang tua calon mempelai, keluarga dekat, dan/atau orang yang berke-
pentingan lainnya kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah 
(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010: 141).

Wali Adhal
Wali adhal adalah seseorang yang tidak bisa menikahkan wanita yang 
telah baligh dan berakal dengan laki-laki pilihan wanita yang bersang-
kutan, sedangkan masing-masing pihak menginginkan perkawinan. 
Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali adhal ialah 
wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai 
wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak 
mau menikahkan.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan berada di 
tangan wali aqrab atau orang-orang yang mewakilinya. Hanya wali aqrab 
yang berhak menikahkan wanita yang dalam perwaliannya dengan orang 
lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang 
apabila ada sebab yang tidak dapat diterima. Misalnya pihak pria diang-
gap tidak segolongan, pihak wanita telah dipinang orang lain, atau tidak 
tampan paras atau cacat. Hak wali aqrab tidak dapat berpindah kepada 
orang lain sekalipun kepada hakim (Al-Hamdani, 2002: 120). 

Seorang wali dapat dikatakan wali adhal apabila:
1. wali tidak mau menikahkan wanita dengan laki-laki yang telah 

sekufu dengannya, padahal si wanita menerima lamaran calon 
suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengaw-
inkan kepada walinya maupun tidak; dan

2. wali ingin menikahkan wanita dengan lelaki pilihannya yang sepa-
ham dengan wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan 
meminta walinya agar menikahkan dengan lelaki pilihannya.
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Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedud-
ukan yang tinggi, dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan 
hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencarikan atau 
memelihara pasangan untuk seorang wanita. Jadi, adanya pertimbangan 
bukanlah perbuatan tercela. Apabila seluruh pertimbangan sudah dija-
dikan prioritas dalam menjatuhkan pilihan, tetapi orang tua atau wali 
tidak mempertimbangkan agama dan akhlak maka perbuatan tersebut 
menjadi tercela. Dengan demikian apabila orang tua menolak menikah-
kan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar’i yaitu alasan 
yang tidak dibenarkan hukum syara maka ia disebut wali aḍhal.

Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan, 
tetapi wali tidak dapat menikahkannya maka dapat mengajukan permo-
honan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 
Syar’iyah. Permohonan penetapan wali adhal bersifat voluntair yang 
produk hukumnya berupa penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan 
penetapan, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. Upaya 
hukum yang dapat ditempuh orang tua (ayah) pemohon adalah pencega-
han perkawinan apabila perkawinan belum dilangsungkan atau pemba-
talan perkawinan apabila perkawinan telah dilangsungkan.

Penyelesaian wali adhal diatur dalam perundang-undangan berikut.
1. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), proses penyelesaian wali 

adhal dilakukan melalui hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 23 Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Ketiga 
bahwa:

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya 
atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau aḍlal 
atau enggan.

2) Dalam hal wali aḍlal atau enggan maka wali hakim baru 
dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan 
pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 
2 ayat 1 sampai 2, aturan mengenai penetapan wali hakim ialah 
sebagai berikut.

1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 
Indonesia atau di luar negri/di luar wilayah teritorial 
Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atu 
wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atu 
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berhalangan, atu adhal, maka pernikahannya dilangsung-
kan oleh wali hakim.

2) Khusus untuk meyatakan adhalnya wali sebagaimana terse-
but pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi 
tempat tinggal calon mempelai wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 3 dalam peraturan yang sama disebutkan 
ketetapan berikut.

1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah 
kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim 
untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang 
membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala 
Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi 
kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu 
Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk semen-
tara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, 
maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam 
atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu 
penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi 
wali hakim dalam wilayahnya.

Dengan demikian menurut peraturan di atas, wali hakim dapat 
bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak 
mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan meni-
kahkan mempelai wanita.
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BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PERKAWINAN 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Syarat Perkawinan
Mempelajari tentang rukun dan syarat dari Hukum Perkawinan Islam 
Indonesia telah memiliki satu kesamaan dalam UU No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan. Mengingat umat Islam Indonesia harus tetap 
menaati hukum yang ada tentang perkawinan, meskipun fiqih muna-
kahat juga secara khusus membahas masalah tersebut. Walaupun di 
dalamnya telah mengatur tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia, 
akan tetapi hukum yang berlaku tetaplah UU No. 1 Tahun 1974. Dengan 
demikian, dalam penulisan ini tetap mengacu pada undang-undang 
tersebut.

Adapun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rukun dan 
syarat tertentu dalam fiqih munakahat merupakan pelengkap atau 
perbandingan dari sudut mempelajari rukun dan syarat perkawinan. 
Fiqih memandang bahwa kata-kata rukun dan syarat sebenarnya tidak 
jauh berbeda dengan yang dihasilkan oleh UU Perkawinan. 

Pada dasarnya rukun dan syarat yang dikomentari oleh para ulama 
fiqih munakahat mengacu pada sesuatu yang tidak berbeda dengan 
hukum. Jika ditelisik lebih dalam, menentukan adanya rukun dan 
syarat tersebut sebenarnya merupakan penjelasan dari prinsip-prinsip 
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perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai pedoman untuk 
mengatur hal-hal teknis, kemudian dijelaskan secara istilah.

Asas yang terkandung dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan secara singkat terdiri dari enam macam−sebagaimana tujuan 
perkawinan, yaitu sebagai berikut. 
1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan secara keyakinan dan peraturan.
3. Berasaskan monogami terbuka.
4. Asas matang jiwa raga.
5. Asas mempersulit perceraian.
6. Kedudukan seimbang antara suami dan istri. 

Dari asas-asas tersebut akan dirincikan menjadi rukun dan syarat 
dalam perkawinan. Adapun rukun dari perkawinan yaitu pengantin 
laki-laki (suami), pengantin perempuan (istri), wali, dua orang saksi 
(laki-laki), serta ijab dan qabul (akad nikah). Rukun tersebut dijabarkan 
menjadi syarat-syarat sah dalam perkawinan, yaitu syarat adanya kedua 
mempelai, saksi, wali, mahar, dan akad. 

Syarat Adanya Kedua Mempelai
Syarat kedua mempelai dijabarkan secara rinci lagi di dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang seorang mempelai yang dapat 
melakukan perkawinan.
1. Calon mempelai laki-laki

a. Betul laki-laki (terang/jelas).
b. Calon suami beragama Islam.
c. Akil balig dan mukalaf.
d. Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu.
e. Calon mempelai laki-laki jelas halal dikawin dengan calon istri.
f. Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri, serta tahu betul 

bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini.
g. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan.
h. Tidak dalam kondisi sedang ihram haji ataupun umrah.
i. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
j. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri empat.

2. Calon mempelai wanita
a. Beragama Islam.
b. Akil balig.
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c. Betul wanita (terang/jelas), dengan artian bukan seorang khunsa.
d. Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk 

dikawini.
e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan. 
f. Calon mempelai wanita tidak dalam masa idah.
g. Tidak ada paksaan.
h. Tidak dalam ihram haji ataupun umrah.

Secara khusus, dalam UU No. 1 tahun 1974 mengakui prinsip 
kedewasaan. Tujuannya untuk menjelaskan pengertian perkawinan Islam 
akil balig yang dewasa dan wajar. Selain itu, mereka memiliki kesehatan 
fisik dan mental yang baik. Mengingat perjalanan dalam perkawinan 
akan ditanggung oleh suami dan istri. Salah satu dari keduanya akan 
bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga.

UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 
1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki 
dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan 
terhadap ketentuan umur, orangtua masing-masing mempelai dapat 
meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak. 
Tentunya disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Syarat Saksi dalam Perkawinan
Saksi adalah seorang pria yang diminta untuk menyaksikan pernikahan 
seseorang. Pentingnya akta nikah adalah untuk menunjukkan bahwa 
tidak boleh ada keraguan tentang pernikahan. Dengan adanya saksi akan 
menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sangat penting. Kehadiran 
saksi bersifat penting bagi pasangan ketika ada pihak ketiga yang mera-
gukan pernikahannya. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat 
menghilangkan keraguan pihak ketiga, masyarakat, maupun beberapa 
lembaga atau badan.

Dalam Pasal 26 UU No. 1 tahun 1974 ditekankan mengenai keber-
adaan saksi nikah disertai dengan tugasnya. Rumusannya menyatakan 
bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, 
serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah 
dilangsungkan. Oleh karena itu, adanya saksi dalam suatu perkawinan 
merupakan suatu keharusan. Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua 
orang saksi dapat dimintakan pembatalannya.
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Kompendium Hukum Islam mengatur hal ini dalam bab tentang 
saksi nikah dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 26. Rumusannya menye-
butkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah 
serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat nikah. Oleh 
karena itu, kehadiran saksi dalam perkawinan sangat diperlukan karena 
perceraian dapat dimohonkan tanpa kehadiran dua orang saksi. Hal ini 
sesuai dengan pandangan para ulama mengenai konteks saksi nikah. 
Saksi terdiri dari dua orang yang harus memenuhi kriteria tertentu untuk 
menjadi saksi. Kriteria tersebut yaitu
1. sekurang-kurangya dua orang;
2. Islam;
3. berakal;
4. balig;
5. laki-laki;
6. tidak terganggu ingatan dan tidak tuli;
7. memahami kandungan lafaz ijab dan qabul untuk memahami terh-

adap maksud dari akad nikah;
8. dapat mendengar, melihat, dan bercakap; serta
9. adil (beragama dengan baik).

Sebagai salah satu rukun dalam perkawinan, kehadiran saksi akan 
menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Tanpa kehadiran 
saksi maka tidaklah sah perkawinan tersebut. Berkaitan dengan penda-
pat tersebut, para ulama sepakat dan memiliki pandangan yang sama. 
Ulama juga menambahkan bahwa kedua orang saksi yang diminta harus 
datang bersamaan ketika akad nikah dilaksanakan. 

Adapun persaksian tersebut memiliki tujuan yang sangat penting. 
Antara lain menampakkkan, menyiarkan, atau menunjukkan kepada 
khalayak ramai bahwa perkawinan adalah sebuah kehormatan dan dapat 
mengangkatan derajat para mempelainya.

Persaksian juga mempunyai tujuan untuk memperjelas sebuah 
perbedaan antara yang halal dan haram dalam perkawinan sehingga 
tidak ada tempat untuk menyangkal sebuah perkawinan. Dengan persak-
sian pula akan diketahui siapa yang berhak menjadi keluarga, mertua, 
wanita yang haram dinikahi, harta benda, dan kepemilikan.
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Syarat Wali dalam Perkawinan
Wali perkawinan merupakan pilar utama dalam pernikahan. Perwalian 
ini secara jelas diungkapkan oleh Nabi Muhammad saw. yang mengata-
kan bahwa suatu perkawinan tidak sah, kecuali wali yang melaksanakan 
perkawinan tersebut. Kata wali diambil dari istilah “wala” yang berarti 
memerintah atau seseorang mengatakan untuk membantunya.

Seorang wali dalam perkawinan diangkat bagi seorang perempuan 
yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melaksanakan perkawinan 
tersebut. Keberadaan wali dalam Islam dapat dilihat dari hadis Tirmidzi 
yang bunyinya “Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka 
nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.” 

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah saw. 
sampai tiga kali menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali tidaklah sah. 
Wali nikah disiapkan oleh salah satu pasangan, yaitu mempelai wanita. 
Sebagai salah satu rukun perkawinan, pengantin wanita harus memenuhi 
syarat-syarat wali untuk menikah. 

Suatu perkawinan dapat dikatakan tidak sah jika tanpa wali. Serupa 
dengan akta, masalah perwalian juga diatur dalam Pasal 26 UU No. 1 
tahun 1974. Dijelaskan bahwa perkawinan tidak sah jika dilakukan oleh 
wali yang tidak sah dari perkawinan tersebut. Adapun ketentuan dari 
perwalian ialah 
1. beragama Islam; 
2. akil balig;
3. berakal sehat;
4. laki-laki;
5. adil; 
6. merdeka; dan
7. tidak dalam ihram haji ataupun umrah. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur persoalan wali 
nikah dari Pasal 19 hingga Pasal 23. Dijelaskan bahwa wali nikah dibagi 
menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab diartikan 
sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan 
mempelai wanita.

Pengelompokan terhadap wali nasab diatur juga dalam Pasal 21 dan 
22 KHI. Dalam pasal tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok 
yang berhak menjadi wali. Adapun urutan rumusan Pasal 22 KHI terse-
but diketahui sebagai berikut.
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1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki).
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki ayah sekandung.
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki dari paman sekandung.
12. Anak laki-laki dari paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek seayah.
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah.

Urutan tersebut dapat dijadikan pegangan apabila wali pertama 
tidak dapat menjadi wali. Artinya, wali kedua dapat menggantikannya, 
begitu pula seterusnya secara tertib dilakukan.

Adapun jenis wali yang kedua yaitu wali hakim, diatur dalam Pasal 
23 KHI. Dijelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak ketika wali 
nasab tidak ada. Artinya, tidak adanya wali nasab dapat menjadikan wali 
hakim bertindak berdasarkan putusan pengadilan agama mengenai wali 
nikah. 

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa wali nikah dibagi menjadi 
tiga macam. Pertama, wali mujbir. Terdiri dari ayah dan kakek yang 
dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada wanita di bawah 
perwaliannya. 

Wali mujbir berhak memaksa wanita di bawah perwaliannya untuk 
dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin wanita yang bersangkutan. 
Namun, hal tersebut dapat dilakukan jika wanita tersebut tidak pandai 
memilih jodoh, atau dapat membawa kerugian jika ia dibebaskan memi-
lih jodoh. 

Ketika memaksa wanita yang dalam perwaliannya, wali mujbir tidak 
boleh asal memilih pasangan. Wali tersebut dituntut untuk mencarikan 
pasangan bagi mempelai wanita dengan syarat-syarat berikut.
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1. Laki-laki pilihan wali haruslah kufu (seimbang) dengan wanita yang 
dikawinkan.

2. Antara wali dan mujbir tidak ada permusuhan.
3. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus membayar mahar secara tunai.
5. Calon suami mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada 

sang istri dengan baik. 

Kedua, wali hakim. Wali hakim yang dimaksud oleh Ahmad Azhar 
Basyir sama dengan wali hakim yang ada pada perumusan di Kompilasi 
Hukum Islam. Wali hakim yaitu wali yang diberi kuasa untuk menjadi 
wali sepasang mempelai dikarenakan wali yang paling dekat tidak berada 
di tempat atau sudah meninggal. 

Di Indonesia, presiden memberikan kewenangan kepada menteri 
agama untuk menjadi wali. Setelah itu, menteri agama memberikan 
kewenangan tersebut kepada pegawai pencatat nikah sebagai wali hakim. 
Tentunya hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan agama sebagai-
mana hukum acara yang berlaku dalam menentukan wali hakim. 

Wali hakim dalam hal ini berkedudukan sebagai pengganti dari wali 
nasab. Artinya, apabila wali nasab berhalangan maka wali hakim dapat 
mengganti kedudukannya. Wali hakim dapat mengganti kedudukan wali 
nasab apabila
1. wali nasab tidak ada;
2. wali nasab sedang bepergian jauh dan tidak sempat menjadi wali;
3. wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib);
4. wali nasab kehilangan haknya;
5. wali nasab sedang berihram atau haji; atau
6. wali nasab menolak menjadi wali.

Ketiga, wali muhakkam. Wali yang ditunjuk oleh mempelai yang 
bersangkutan karena wali nasab dan wali hakim tidak dapat menduduki 
posisinya sebagai wali. Wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali 
karena tidak memenuhi syarat atau menolak. Adapun wali hakim juga 
tidak bertindak sebagai wali nasab karena berbagai sebab. Dapat dika-
takan bahwa wali muhakkam merupakan bagian dari pesoalan hukum. 
Artinya, persoalan seperti wali muhakkam tetap memerlukan putusan 
pengadilan agama atau pengadilan yang berwenang.
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Syarat Mahar dalam Perkawinan
Memberikan mahar adalah bagian dari prinsip yang ada pada hukum 
perkawinan. Mahar juga dibahas dalam QS an-Nisa’ [4]: 4 berikut. 

سًا 
ْ
نَف نْهُ  مِّ يْءٍ 

َ
عَنْ ش مْ 

ُ
ك

َ
ل طِبْنَ   

ْ
اِن

َ
ف   ۗ

ً
ة

َ
ل نِحْ تِهِنَّ 

ٰ
سَاءَۤ صَدُق ِ

ّ
الن تُوا 

ٰ
وَا

ا ٔـً رِيْۤ ا مَّ ٔـً وْهُ هَنِيْۤ
ُ
ل
ُ
ك

َ
ف

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembe-
rian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, teri-
malah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Mahar diatur cukup detail pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari 
Pasal 30 hingga Pasal 38. Mahar dijelaskan sebagai pembayaran yang wajib 
dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada wanita ketika melakukan 
perkawinan. Mahar harus diberikan langsung kepada mempelai wanita 
sebagai bentuk pemberian yang menjadi hak pribadi mempelai wanita.

Mahar memang diharuskan untuk dibayar oleh calon mempelai laki-
laki, tetapi mahar bukanlah sebuah rukun dalam hukum perkawinan. 
Pembayaran mahar yang tidak dilakukan secara detail ataupun belum 
terbayarkan ketika perkawinan tidak menyebabkan batalnya sebuah 
perkawinan.

Terkait dengan bentuk dan jumlah, sesungguhnya pembayaran 
mahar tidak terikat terhadap batasan apa pun. Mengingat mahar adalah 
sebuah “simbol” pemberian pertama seorang suami kepada istri yang 
diberikan pada saat akad. Sebijaknya penentuan terhadap jumlah atau-
pun bentuk mahar harus dikomunikasikan antara kedua belah pihak 
mempelai. Tujuannya agar mahar yang harus dipersiapkan oleh mempe-
lai laki-laki dapat direalisasikan. Secara perspektif Islam, bentuk mahar 
yang dicontohkan adalah mahar yang diutamakan bernilai kesederha-
naan dan kemudahan bagi masing-masing mempelai. 

Mahar yang dibayarkan oleh mempelai laki-laki tidak harus di ba-
yarkan secara tunai, sepanjang mempelai wanita menyetujui terhadap 
penangguhan pembayaran mahar. Namun, harus tetap diperhatikan 
oleh mempelai laki-laki. Penangguhan pembayaran mahar sama halnya 
dengan sebuah utang bagi mempelai laki-laki. Tidak pantas rasanya 
seorang suami yang mengawini seorang wanita diawali dengan keharu-
san mahar yang tidak dapat dipenuhi.
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Berkaitan dengan perselisihan karena perbedaan mahar dari 
masing-masing mempelai, KHI memberikan ruang penyelesaiannya 
pada pengadilan agama. Perselisihan terhadap persoalan mahar ini bisa 
saja terjadi bila mahar tersebut cacat bentuk, kekurangan, atau belum 
dibayar−semuanya dipersoalkan oleh istri.

Syarat Akad (Ijab Qabul)
Syarat ijab qabul lebih dikenal dengan akad nikah dalam menghimpun 
hukum Islam dan pemahaman masyarakat. Ijab dan qabul diatur dalam 
KHI dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 29. Ijab berarti pernyataan calon 
mempelai wanita yang pernyataannya dibuat oleh wali nikah wanita 
tersebut. Ijab digambarkan sebagai ekspresi kesediaan pengantin wanita 
untuk berkomitmen kepada calon pengantin laki-lakinya.

Sementara itu, qabul merupakan pernyataan penerimaan calon 
mempelai laki-laki dengan persetujuan calon mempelai wanita. Dengan 
kalimat qabul tersebut, mempelai laki-laki menerima persetujuan dari 
mempelai wanita. Eksekusi lisan persetujuan qabul disebut kontrak 
pernikahan. Akad nikah menjadi sebuah syarat perkawinan. Apabila 
tidak dilakukan, perkawinan tersebut batal. 

Secara rinci, akad menjadi batal jika unsur-unsur berikut tidak ter -
penuhi. 
1. ‘Aqid (orang yang berakad).
2. Ma’qud ‘alaihi (sesuatu yang diakadkan).
3. Sighat/lafaz (kalimat akad).
4. Ijab (permintaan).
5. Qabul (penerimaan).

Jika bagian-bagian akad nikah tersebut tidak terpenuhi maka akad 
tersebut tidak sah. ‘Aqid dan ma’qud ‘alaihi pada hakikatnya adalah 
peserta atau subjek yang melaksanakan akad. Subjek masing-masing 
melakukan sighat/lafaz, intinya saling menawarkan dan menerima seba-
gai bagian dari ijab dan qabul. Pelaksanaan ijab qabul harus dilakukan 
secara berurutan tanpa batas waktu. 

Dalam praktiknya, ijab qabul dapat membuat calon mempelai laki-
laki gelisah sehingga tidak jarang proses tersebut diulang dua sampai tiga 
kali. Adapun tujuan dari pengulangan tersebut yaitu untuk memastikan 
bahwa mempelai laki-laki menerima pernyataan ijab dengan persetujuan 
yang jelas, serta saksi pernikahan mendengar dan meneguhkannya.
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Semua itu dilakukan untuk memperjelas bahwa tidak ada yang 
salah, palsu, atau bahkan tidak jelas tentang kontraknya. Adapun poin 
yang tersedia pada saat pernikahan yaitu sebagai berikut.
1. Adanya pernyataan dari wali untuk mengawinkan (ijab).
2. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki (qabul). 
3. Ada kata-kata nikah atau kawin. 
4. Tidak ada jeda waktu, artinya ijab dan qabul dilakukan secara 

menyambung. 
5. Isi dari sighat ijab qabul jelas. 
6. Forum ijab qabul dihadiri wali wanita (keberadaan mempelai wanita 

boleh ada dan boleh tidak), mempelai pria, dan dua orang saksi.

Pada hakikatnya, sebuah pernyataan penerimaan (qabul) dari 
mempelai laki-laki harus dilakukannya sendiri. Namun, Imam Hanafi 
memberikan pendapat bahwa boleh diwakilkan. Adapun KHI membuka 
kesempatan untuk mempelai laki-laki dapat diwakilkan pada saat akad. 
Kondisi tersebut dapat dimaklumi apabila mempelai laki-laki tidak dapat 
hadir karena hal-hal tertentu atas suatu sebab.

Berkaitan dengan peristiwa seperti itu, tidak serta-merta akad nikah 
dapat berlangsung begitu saja walaupun ada wakil dari mempelai laki-
laki. Sikap dari mempelai wanita terhadap mempelai pria yang diwakil-
kan yang dapat menentukan berlangsungnya akad nikah. Jika timbul 
keberatan atau penolakan dari mempelai wanita maka akad nikah dapat 
tidak dilangsungkan.

Akad nikah yang dilaksanakan pada praktiknya adalah upaya pem -
berian pernyataan sighat nikah dari mempelai wanita kepada mempelai 
laki-laki. Lafaz nikah tersebut harus jelas diucapkan yang peruntukan-
nya adalah nikah atau kawin. Dalam lafaz tersebut harus tertera jelas 
nama mempelainya, nama walinya, serta bentuk dan cara pembayaran 
maharnya.

Perkawinan merupakan sebuah hubungan antara dua pihak laki-
laki dan wanita yang hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta 
bergaul dalam suka dan duka dengan harapan kekal. Gambaran tersebut 
semua ada pada makna sighat akad. Artinya, sighat akad nikah memiliki 
makna tidak ada batas waktu dalam hubungan perkawinan. Sighat akad 
nikah yang dinyatakan mempelai tidak boleh menyatakan bahwa dalam 
perkawinan tersebut terbatas oleh waktu, kegiatan, atau prestasi. Sighat 
tersebut harus memiliki waktu yang kekal. 
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Sighat akad nikah yang dibatasi atau perkawinan dengan batas 
waktu—dalam istilah sekarang dikenal kawin kontrak—adalah hal yang 
rusak (fasid). Hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan 
secara syariat, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmat 
yang kekal abadi. 

Misalnya, seorang mempelai wanita dalam forum akad nikah meng-
atakan bahwa akan menikahkan si fulan besok dengan mahar yang dise-
butkan. Kata dalam sighat nikah yang diperuntukkan besok tersebut 
tidaklah sah karena akad tersebut bersandar pada waktu yang akan 
datang.

Misalnya lagi, wali mempelai wanita mengatakan di forum akad 
nikah “Saya akan menikahkan si fulan dengan kamu bila kamu telah 
mendapatkan pekerjaan tertentu”. Dalam sighat akad tersebut, wali 
mensyaratkan pekerjaan dalam lafaz ijab. Adapun pekerjaan yang 
dimaksud tersebut belum tentu didapatkan oleh mempelai laki-laki. 
Dengan demikian, akad nikah tersebut tidaklah sah. 

Berikut beberapa contoh sighat akad nikah yang dapat dijadikan 
contoh dalam perkawinan. 

Contoh Sighat Ijab

“Saya nikahkan Mawar binti Tuan Ahmad dengan Udin bin tuan 
Nurudin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 25 gram 
dibayar tunai.” 

“Saudara Udin bin Nurudin saya nikahkan dan saya kawinkan engkau 
dengan anak saya/saudara putri saya yang bernama Mawar binti 
Ahmad dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat, tunai.”

“Mr. Udin son of Nurudin I marry off and i wed off my real daughter 
Mawar to you, with the dowry a tolls of prayer in cash.”

Contoh Sighat Qabul

“Saya terima nikahnya Mawar binti Tuan Ahmad dengan mas kawin 
seperangkat alat sholat dan emas 25gram dibayar tunai.”

“Saya terima nikah dan kawinnya Mawar binti Ahmad dengan mas 
kawinnya yang disebutkan tunai.”

“I accept her marriage and wedding Mawar daughter of Mr. Ahmad 
with thedowry mentioned above in cash.”
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Tata Cara Perkawinan
Berkaitan dengan tata cara perkawinan, di Indonesia mengacu pada 
Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 berikut.

Pasal 10
(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumu-

man kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu.

(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-
masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan 
dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua 
orang saksi.

Pasal 11
(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua 
mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan 
oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai 
itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan 
Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang 
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani 
pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan 
telah tercatat secara resmi.
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BAB VII
JENIS-JENIS PERKAWINAN

Pada bagian berikut akan disampaikan beragam jenis perkawinan 
yang keberadaannya sering menjadi kontroversi dalam masyarakat. 

Sebagian dianggap sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat 
setempat. Adapun sebagian lainnya dianggap sebagai penyimpangan 
yang hadir dari suatu masyarakat tertentu. 

Nikah Mut’ah
Saebani (2001: 55) mengatakan bahwa nikah mut’ah adalah akad yang 
dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita dengan memakai lafaz 
“tamattu, istimta” atau sejenisnya. Ada juga yang mengatakan bahwa 
nikah mut’ah dapat diartikan sebagai kawin kontrak (muaqqat) dengan 
jangka waktu tertentu atau tak tertentu, serta tanpa wali maupun saksi. 
Seluruh imam mazhab menetapkan bahwa nikah mut’ah adalah haram. 
Adapun alasannya yaitu sebagai berikut. 
1. Nikah mut’ah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh al-Qur’an. 

Tidak sesuai juga dengan masalah yang berkaitan dengan talak, 
idah, dan kewarisan. Jadi, pernikahan seperti itu batal sebagaimana 
pernikahan lain yang dibatalkan Islam.

2. Banyak hadis yang dengan tegas menyebutkan haramnya nikah 
mut’ah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 
Rasullullah saw. mengharamkan nikah mut’ah dengan sabdanya 
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“Wahai manusia! Aku pernah mengizinkan kamu nikah mut’ah, tetapi 
sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai 
hari kiamat”.

3. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah berpidato dengan menya-
takan keharaman nikah mut’ah. Ketika itu para sahabat langsung 
menyetujuinya.

Hikmah pengharaman nikah mut’ah adalah agar tujuan dasar dari 
pernikahan tetap terjaga, yaitu pernikahan yang sifatnya abadi dan lang-
geng. Pengharaman nikah ini juga bertujuan agar tidak lahir anak-anak 
hasil zina, serta menjauhkan dari lelaki yang memanfaatkan nikah mut’ah 
hanya untuk berbuat zina.

Nikah Muhallil
Muhallil disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-
laki mengawini wanita yang telah ditalak tiga kali sehabis masa idahnya. 
Setelah itu, ia menalaknya agar mantan suaminya yang pertama dapat 
menikah kembali dengan wanita tersebut. Nikah jenis ini hukumnya 
haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar. Allah Swt. meng-
haramkannya dan pelakunya akan dilaknat oleh-Nya. Dalam salah satu 
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda 
“Allah melaknat muhallil (yang kawin cinta buta) dan muhallalnya (bekas 
suami yang menyuruh orang menjadi muhallil)”. 

Apabila tujuan perkawinan dengan suami kedua tersebut agar 
mantan suami pertama dapat halal mengawini mantan istri yang telah 
ditalaknya tiga kali, berarti perkawinan tersebut telah menyimpang dari 
agama. Di dalamnya terdapat unsur-unsur mut’ah dan pembatasan waktu 
perkawinan. Dengan demikian, perkawinan seperti itu batal hukumnya 
dan dilaknat oleh Rasulullah saw.

Nikah Sirri
Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita 
tanpa memberitahukan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali. 
Nikah jenis ini di Indonesia dikenal dengan pernikahan yang dilakukan 
dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak  
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dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua mempelai tersebut 
tidak akan mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh agama. 

Istilah nikah sirri yang berkembang selama ini juga sering dise-
but sebagai pernikahan di bawah tangan. Artinya, bentuk pernikahan 
yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat 
Islam meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di KUA. Selain 
itu, makna jenis nikah ini diidentikkan pada sebuah perkawinan yang 
dilakukan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang

Walaupun nikah sirri ini sah secara agama, tetapi secara administra-
tif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari peme-
rintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan 
sirri akan menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

Sesungguhnya tidak ada istilah nikah sirri dalam perspektif Islam 
karena semua perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan 
syarat itu adalah sah. Adapun yang menimbulkan kata dalam nikah sirri 
dalam perspektif Islam lebih fokus untuk membandingkan dengan kata 
nikah sirri dalam perspektif undang-undang.

Nikah Kontrak
Nikah kontrak sering disamakan dengan nikah mut’ah karena dalam 
pernikahannya digunakan lafaz yang sama, yaitu adanya pembatasan 
waktu seperti lafaz “aku menikahimu untuk satu bulan”. Perbedaan 
nikah kontrak dengan nikah mut’ah adalah dari sisi alasannya. Pada 
nikah kontrak tidak ada alasan keterpaksaan atau darurat. Adapun nikah 
mut’ah dilakukan dengan alasan darurat seperti sedang melakukan perja-
lanan jauh atau sedang berperang. Hukum dari nikah kontrak ini yaitu 
haram dan akadnya batal.

Perkawinan kontrak atau nikah mut’ah merupakan perkawinan yang 
tidak mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya. 
Perkawinan ini dilakukan oleh kedua mempelai dengan jangan waktu 
yang ditentukan bersama oleh keduanya, serta tidak ada wali dan saksi 
dalam pernikahannya.

Adapun anak yang dilahirkan dari pernikahan kontrak tersebut 
merupakan anak di luar nikah karena pernikahan yang dilakukan tidak 
sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Anak yang lahir tersebut  
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tidak dapat menuntut apa pun dari ayahnya. Ia hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu tersebut.

Poliandri
Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perem-
puan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya, seorang perempuan 
memiliki suami lebih dari satu orang. Hukum dari pernikahan jenis ini 
yaitu haram. Menurut Musfir al-Jahrani, perkawinan poliandri adalah 
perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama sehingga mempunyai 
suami lebih dari satu. Dalam hal ini, beberapa orang yang menyukai 
kelezatan biologis akan lebih menyukai bentuk ini (Musfir al-Jahrani, 
1997: 32).

Poliandri bukanlah perkawinan yang mudah dilaksanakan dan perlu 
pemikiran yang sangat matang dalam pelaksanaannya, bahkan diha-
ramkan dalam hukum Islam. Namun, kenyataannya kasus perkawinan 
poliandri masih saja terjadi meskipun telah dilarah juga oleh undang- 
undang. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 ditegaskan “Pada 
azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 
seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Perkawinan poliandri ini dilarang untuk menjaga kemurniaan ketu-
runan agar tidak tidak bercampur aduk, serta untuk menjamin kepastian 
hukum seorang anak. Sejak dilahirkan—bahkan dalam keadaan tertentu 
walaupun masih dalam kandungan, anak tersebut telah berkedudukan 
sebagai pembawa hak sehingga perlu mendapat perlindungan dan 
kepastian hukum. Menurut hukum waris Islam, seorang anak yang 
masih ada dalam kandungan dan akhirnya lahir dalam keadaan hidup 
akan berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia, 
walaupun dia masih berupa janin dalam kandungan.

Poligami
Poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 
kepada lebih dari satu orang wanita. Islam memperbolehkan seorang 
laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki 
tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Apabila dikhawatir-
kan tidak dapat berlaku adil maka cukup dengan satu istri saja.
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Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal 
ini dapat dipahami dari firman-Nya berikut.

سَاءِۤ  ِ
ّ
نَ الن مْ مِّ

ُ
ك

َ
انكِْحُوْا مَا طَابَ ل

َ
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ْ
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ْ
ا تُق

َّ
ل
َ
تُمْ ا

ْ
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ْ
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َ
ك
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ف وْا 

ُ
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َ
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ُ
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َ
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“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahi-
lah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. 
Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 
(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu 
miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS 
an-Nisa’ [4]: 3)

Kendati Allah Swt. memberikan peluang untuk beristri sampai 
empat orang, peluang tersebut tetap disertai dengan syarat-syarat yang 
sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan. Dibolehkannya poligami 
oleh-Nya disertai dengan ungkapan “Jika kamu takut atau cemas tidak 
akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”. 

Ayat di atas selalu dipahami sebagai dari kebolehan berpoligami. 
Dalam ayat tersebut, untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan 
dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum 
ayat yang jika dungkapkan secara lengkap akan menjadi pernyataan 
sebagai berikut.

“Jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan istri 
satu saja. Namun, apabila kamu benar-benar yakin akan dapat 
berlaku adil, silakan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat 
sebagai istrimu.”

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. 
Sebelum turun ayat tersebut, sebenarnya poligami sudah ada dan pernah 
pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Bagian 
penting dari ayat tersebut yaitu adanya pembatasan poligami sampai 
empat orang saja. Adapun keadilan yang dipersyaratkan dalam ayat terse-
but adalah keadilan dalam hal-hal berikut.
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1. Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan, 
minum, pakaian, dan sebagainya.

2. Adil dalam memberikan pakaian, rumah, atau tempat tinggal. 
3. Adil dalam hal waktu menggilir istri-istri, masing-masing beberapa 

lama. Jika yang satu mendapatkan giliran satu malam maka suami 
juga harus menggilir istri lainnya juga satu malam.

4. Adil dalam hal waktu bepergian bersama istri. 

Dalam Islam, pembatasan poligami dilakukan karena potensi risiko 
mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Sebagai manusia yang 
selalu digoda oleh setan, tentu manusia dapat saja terpengaruh ke dalam 
sifat yang negatif. Sifat buruk yang dimiliki setan seperti cemburu, iri 
hati, serta suka mengeluh yang nantinya akan menjadi penyakit dalam 
kehidupan poligami. Tentu hal ini bukan tanpa contoh, mengingat ada 
beberapa contoh poligami pada zaman jahiliah yang memperlakukan 
istri tidak adil dan tidak manusiawi. 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatur mengenai keten-
tuan pelaksanaan pemberian izin poligami. Dalam Pasal 43 peraturan 
tersebut dijelaskan “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan 
bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan membe-
rikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Adapun dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin 
poligami. Dalam Pasal 56 Ayat (3) disebutkan “Perkawinan yang dilaku-
kan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan 
Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan-ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa untuk 
berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama. Apabila dilakukan 
di luar izin Pengadilan Agama maka perkawinannya tidak mempunyai 
kekuatan hukum. Dengan demikian, perkawinan tersebut dianggap tidak 
sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Konsekuensi tersebut dipenuhi dari hubungan kalimat “wajib” pada 
Pasal 4 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 56 Ayat (3) 
KHI yang menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kedudukan 
izin untuk berpoligami menurut ketentuan tersebut adalah wajib. Apabila 
dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin maka perkawinan tersebut 
tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah karena dianggap tidak 
pernah terjadi.
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Konsekuensi perkawinan tersebut akan terus berlanjut dan menjadi 
lebih rumit karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan 
tersebut juga dianggap tidak ada. Salah satunya terkait anak-anak yang 
lahir dari perkawinan tersebut. Dalam Pasal 42 dan 43 UU No. 1 Tahun 
1974 dijelaskan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan tersebut 
dianggap anak lahir di luar perkawinan. Anak tersebut hanya memiliki 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Semua 
hak-hak perdata anak akan terlepas dari sang ayah. Artinya, ayahnya 
tidak mempunyai kewajiban apa pun secara hukum. Dalam hal ini, ibu 
dan anak tersebut tidak dapat menuntut hak-hak mereka—termasuk 
hak-hak yang menyangkut harta kekayaan.

Ketentuan izin poligami diadakan untuk melindungi kepentingan, 
hak-hak, dan kewajiban yang timbul akibat suatu perkawinan. Dengan 
demikian, persyaratan formal sangat menentukan untuk tercapainya 
tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum materiil. 
Oleh karena itu, ketentuan materiil maupun formal tidak dapat dipi-
sahkan. Keduanya memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan 
kedudukan sah atau tidak sahnya perkawinan, terutama terhadap penca-
paian tujuan-tujuan perkawinan. 

Isogami
Isogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan 
seorang wanita yang bertempat tinggal di wilayah yang sama, serta etnis 
dan kesukuannya sama. Isogami melarang bagi laki-laki atau wanita 
menikah dengan orang yang berbeda suku atau etnis.

Eksogami
Eksogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita 
yang memiliki perbedaan suku, etnis, dan tempat tingal. Eksogami meru-
pakan kebalikan dari isogami. 

Monogami
Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan 
wanita. Monogami adalah asas perkawinan dalam Islam. Namun demi-
kian, tidak menutup kesempatan untuk suami menikahi wanita lebih dari 
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satu, asalkan dapat berbuat adil. Sistem monogami menentukan bahwa 
seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang, begitu pula sebaliknya 
(Wirjono Prodjodikoro, 1974: 36).

Kenyataan di Indonesia, sebagian besar orang-orang Islamnya 
hanya mempunyai satu istri. Dalam konteks ini, ada beberapa golongan 
Islam di Indonesia yang secara resmi takluk pada sistem monogami, 
yaitu golongan Tionghoa dan Eropa. Mereka tetap takluk pada Burgerlijk 
Wetboek yang di dalam Pasal 27-nya disebutkan bahwa sistem yang 
dianut adalah monogami. 

Kawin Paksa
Perkawinan paksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak 
rela. Adapun menurut istilah yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa 
ada kerelaan di antara salah satu atau kedua pihak. Kata kawin paksa 
juga dikenal dengan istilah nikah ijbar. Nikah ijbar berawal dari kata 
ajbara-yujbiru-ijbaaran. Kata tersebut memiliki kata yang sama dengan 
akraha, arghama, dan alzama qahran wa qahran. Artinya, pemaksaan 
atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Dengan demi-
kian, kawin paksa (ijbar) berarti perkawinan yang dilakukan dengan 
cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan 
dan keras, serta tidak ada kerelaan di antara dua pihak (Asy-Syaukani, 
2006: 432).

Kawin paksa diartikan sebagai menikahkan seorang wanita atau laki-
laki dengan cara dipaksa oleh orangtua atau walinya dengan pasangan 
pilihan walinya. Perkawinan adalah suatu akad persetujuan berdasarkan 
kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami 
istri. Oleh karena itu, memaksa anak untuk menikah dengan pilihan 
walinya hukumnya haram.

Al-Qur’an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin 
paksa (ijbar). Namun, hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelas-
kan tentang pemecahan masalah. Di dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa 
seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak 
perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan pernikahan ialah 
untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih 
sayang, serta mendapat rida dari Allah Swt. Tujuan tersebut tidak akan 
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terwujud apabila pernikahannya tidak dilandasi rasa cinta dan kasih 
sayang di antara keduanya.

Tujuan pernikahan akan terwujud apabila calon mempelai telah 
saling kenal satu sama lain, serta setuju untuk dinikahkan. Dengan demi-
kian, terwujudlah rumah tangga yang bahagia. Saling menyukai yang 
dimaksud yaitu dalam bentuk lahir berupa izin dan persetujuan kedua 
belah pihak yang akan menikah.

Kawin Lari
Kawin lari maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang 
laki-laki dengan seorang wanita karena tidak mendapat restu dari orang-
tua−dari pihak laki-laki maupun wanita. Jika telah mengikuti rukun 
dan syarat perkawinan dengan benar, hukumnya adalah sah. Adapun 
wali dalam pernikahannya biasanya adalah orang yang ditunjuk oleh 
mempelai wanita−mirip dengan wali hakim.

Kawin lari sering terjadi dalam realitas masyarakat yang disebab-
kan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan 
orangtua, telah hamil di luar nikah, menghindari biaya pernikahan yang 
begitu tinggi, serta berkaitan tradisi dan adat yang berlaku. Faktor-faktor 
tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebagian pasangan untuk kawin lari. 

Konsep kawin lari yang berlangsung tanpa restu orangtua meng-
akibatkan konstruksi hukum yang termuat di dalamnya. Pasangan yang 
melakukan kawin lari tidak bisa membangun perkawinan yang ideal. 
Hal tersebut dikarenakan hubungan antara keluarga yang satu dengan 
keluarga yang lainnya tidak terjadi keharmonisan dalam ikatan keluarga.

Tradisi kawin lari ini menjadi sebuah pembahasan yang menarik 
peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang 
menjadi latar belakang melakukan kawin lari. Mengingat dampak nega-
tif terhadap pasangan yang melangsungkan kawin lari, yaitu keadaan 
perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum.
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BAB VIII
PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN

Pengertian Perjanjian Perkawinan
Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan bersama yang dilakukan 
ketika calon suami dan calon istri menikah. Jika salah satu dari mereka 
gagal atau melanggarnya, keduanya dapat menuntut pembatalan perni-
kahan sebagai sanksi karena gagal melakukan kontrak pernikahan.

“Perjanjian” berarti persetujuan, syarat, tenggang waktu, serta 
perjanjian lisan dan tertulis oleh dua pihak atau lebih untuk bertemu. Di 
sisi lain, “perkawinan” berarti pernikahan. Dalam arti formal, perjanjian 
pranikah adalah perjanjian yang dibuat antara calon pasangan tentang 
perkawinan—apa pun isinya, sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu hal terpenting dalam 
sebuah pernikahan. Namun, hal ini jarang dipelajari oleh para ulama 
klasik, bahkan tidak ada bab yang secara khusus membahas perjanjian 
perkawinan. Opini masyarakat tentang adanya akad nikah masih ber -
argumen bahwa hal tersebut merupakan perbuatan (etika) yang tidak 
baik dan tidak boleh dilakukan, padahal anggapan tersebut salah total. 
Ketika mereka menikah, semuanya menjadi satu. Oleh karena itu, laki-
laki dan wanita perlu mengadakan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon 
suami dengan calon istri—jika diperlukan—untuk mengatur hal-hal 
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yang berkaitan dengan harta kekayaan atau lain-lainya. Perjanjian terse-
but harus dibuat sebelum akad nikah dilangsungkan atau pada saat akan 
melakukan akad nikah. Perjanjian perkawinan dibuat tidak boleh berten-
tangan dengan ketertiban umum. Hukum perkawinan bersifat fakultatif 
lebih banyak mengatur maka beberapa hal boleh disimpangi dengan 
membuat perjanjian perkawinan (Jamaluddin, 2016: 58). 

Dapat dikatakan bahwa pasangan yang telah mengadakan perjanjian 
perkawinan akan memperoleh jaminan selama atau setelah perkawi-
nan. Untuk alasan ini, memutuskan pernikahan membutuhkan pelang-
garan yang disetujui. Itu sebabnya peristiwa hukum seperti itu sangat 
jarang. Sekalipun terjadi, ada sanksi yang harus ditanggung oleh pihak 
yang melanggar perjanjian perkawinan. Dilakukan dengan memper-
timbangkan akibat hukum yang harus ditanggung jika salah satu pihak 
lalai melaksanakan perjanjian perkawinan.

Menurut hukum Islam, perjanjian perkawinan termasuk hal penting 
untuk dilakukan. Terdapat ayat Al-Qur’an yang menjelaskan kewajiban 
untuk melaksanakan perjanjian, salah satunya ayat berikut.

قِيْنَ
َّ
مُت

ْ
بُّ ال حِ

ُ
َ ي ّٰ

 الل
َّ

اِن
َ
ى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى ف

ٰ
وْف

َ
ى مَنْ ا

ٰ
بَل

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (QS Ali ‘Imran [3]: 76)

Makna perjanjian dalam ayat tersebut adalah janji yang dibuat oleh 
seseorang kepada sesamanya maupun kepada Allah Swt. Salah satu akad 
dengan manusia adalah akad nikah, yaitu akad antara mempelai wanita 
dan mempelai pria dengan Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga.

Disebut perjanjian perkawinan karena perjanjian tersebut dibuat dan 
memiliki kaitan yang erat dengan akad nikah. Perjanjian  pranikah adalah 
jenis kontrak hukum. Artinya, perjanjian tersebut dianggap sebagai peris-
tiwa ketika dua orang saling menjanjikan sesuatu. Namun, kata-kata dari 
ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan tidak dijelaskan 
secara spesifik sesuai dengan objek dan tujuan nikah. Tampaknya tujuan 
akad nikah telah dikembalikan sepenuhnya kepada laki-laki dan wanita.

Jika diperhatikan, ada beberapa latar belakang yang bisa membuat 
pasangan melangsungkan perjanjian perkawinan. Misalnya, kuatnya 
idealisme kedua pasangan untuk hidup bersama atau adanya perbedaan 
budaya/adat di setiap keluarga yang mengharuskan adanya perjanjian 
tersebut.
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Lain halnya ketika sebuah sistem hukum dapat memengaruhi berak-
hirnya perjanjian perkawinan. Misalnya, di Indonesia menganut sistem 
hukum percampuran harta benda perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, 
pasangan ingin menghindari pencampuran aset—berdasarkan status 
keuangan atau sosial kedua pasangan.

Peraturan Hukum Perjanjian Perkawinan
Dalam Pasal 139 KUH Perdata dijelaskan bahwa dengan mengadakan 
perjanjian kawin, kedua calon suami istri tersebut berhak menyiapkan 
beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persa-
tuan harta kekayaan. Asalkan perjanjian tersebut tidak menyalahi tata 
susila yang baik atau tata tertib umum.

Hal tersebut terjadi karena semenjak perkawinan berlangsung semua 
harta menjadi harta bersama dalam KUH Perdata, termasuk harta yang 
sudah diperoleh sebelum perkawinan oleh masing-masing dari pasangan 
suami istri tersebut. Apabila harta yang telah diperoleh sebelum perkawi-
nan berlangsung tidak ingin dimasukkan ke dalam harta bersama, harus 
dibuat perjanjian antara calon suami dengan calon istri sebelum terjadi 
akad nikah. Jika sudah dilakukan akad nikah, perjanjian tersebut tidak 
boleh dibuat lagi karena secara hukum telah menjadi harta bersama. 
Meskipun dibenarkan membuat perjanjian pekawinan, tetapi tidak dibe-
narkan melakukan dengan sekehendak hatinya. Tetap harus menjaga 
etika dan moral yang baik.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 
1974 berikut.

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak 
atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis 
yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana 
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 
tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar 
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 

dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 
merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
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Dalam konteks ini, pemutusan akad nikah dan segala sesuatunya 
harus diumumkan melalui media yang ditentukan oleh undang-un-
dang. Tujuannya adalah untuk menginformasikannya kepada pihak 
ketiga yang terlibat dalam perjanjian perkawinan. Jika pelaksanaan akad 
nikah dilanggar, pihak wanita dapat menuntut pembatalan akad nikah 
atau mengajukan gugatan cerai berdasarkan pelanggaran isi perjanjian 
perkawinan.

Dalam KUH Perdata diberikan beberapa larangan tentang isi 
perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 139 disebutkan bahwa perjanjian 
tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. 
Adapun dalam Pasal 140 Ayat (1) dinyatakan bahwa perjanjian tidak 
boleh menyim pang dari kekuasaan yang oleh KUH Perdata diberikan 
kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanji-
kan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri.

Pasal 141 KUH Perdata juga menjelaskan dalam perjanjian tersebut 
tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta; apabila milik 
bersama itu dihentikan, si suami atau si istri akan membayar bagian 
hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama. Adapun 
Pasal 143-nya menyebutkan bahwa dalam perjanjian tersebut tidak boleh 
secara umum ditunjuk begitu saja terhadap peraturan yang berlaku 
dalam suatu negara asing.

Selanjutnya, Pasal 147 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian 
perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian 
tersebut juga harus dibuat di hadapan notaris. Jika tidak demikian, 
perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal. Syarat tersebut dimaksudkan 
agar perjanjiannya dituangkan dalam bentuk akta autentik. 

Akta tersebut dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang 
kuat, serta memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban 
suami istri atas harta benda mereka. Mengingat perjanjian perkawinan 
mempunyai akibat yang luas, dalam pembuatannya dibutuhkan sese-
orang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat 
merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan keten-
tuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan 
tersebut.
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Bentuk Perjanjian Perkawinan
Menurut Andy Hartanto (2017: 40), macam-macam bentuk perjanjian 
perkawinan yang menyangkut mengenai harta yaitu sebagai berikut. 
1. Perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan

Perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan adalah harta yang 
diperoleh selama perkawinan dimiliki oleh masing-masing. Dalam 
perkawinan terdapat dua harta, yaitu harta suami dan harta istri. 
Hak dan kewajiban yang diperoleh sebelum atau setelah perkawinan 
menjadi tanggung jawab masing-masing. Dalam perjanjian perkawi-
nan yang berisi pemisahan harta perkawinan,  masing-masing pihak 
(suami istri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka 
bawa masuk ke dalam perkawinan.

2. Perjanjian perkawinan persatuan untung rugi 
Perjanjian percampuran untung rugi (gemeenscap van winst en 
verlies), yaitu seluruh pendapatan suami istri yang didapat secara 
cuma-cuma (hibah atau warisan). Penghasilan yang mereka terima 
akan menjadi milik bersama, begitu pula semua kerugian atau 
pengeluaran akan menjadi tanggungan bersama. Bentuk perjanjian 
perkawinan seperti ini berarti antara suami istri tidak ada persa-
tuan bulat. Mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas, yaitu 
persatuan untung dan rugi saja. Dengan persatuan demikian maka 
keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami istri 
secara bersama-sama.

3. Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan
Perjanjian persatuan penghasilan (gemeenscap van vruchten en 
inkomsten) yang terjadi dalam perjanjian ini hanya persatuan peng-
hasilan saja. Penghasilan yang diterima oleh masing-masing pihak 
menjadi harta bersama, tetapi untuk pengeluaran atau kerugian 
yang diperoleh ditanggung masing-masing pihak. Persatuan hasil 
dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan 
perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan, 
bukan pula persatuan untung dan rugi.

Persatuan hasil dan pendapatan pada prinsipnya hampir sama 
dengan persatuan untung dan rugi. Hanya saja bentuk persatuan 
ini dilakukan pembatasan bahwa utang-utang yang melebihi aktiva 
persatuan hasil dan pendapatan (di luar persatuan) akan menjadi 
tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang.
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BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
DALAM RUMAH TANGGA

Hak Istri
Islam meningkatkan nilai perempuan sebagai istri dan jihad perwuju dan 
hak-hak suami istri di jalan Allah Swt. Islam juga memberikan manfaat 
bagi kaum wanita, termasuk rukun kemuliaan karena hak ibu lebih kuat 
daripada hak ayah. Ibu menanggung beban yang sangat berat ketika 
hamil, menyusui, melahirkan, dan membesarkan anak. Sudah sepatut-
nya seorang suami memberikan hak istrinya, sebagaimana yang pantas 
ia terima.

Secara umum, ada dua jenis hak yang diperoleh istri dari suaminya, 
yaitu materi dan nonmateri. Adapun penjelasan rincinya yaitu sebagai 
berikut.
1. Mahar, merupakan pemberian dari pengantin laki-laki kepada 

pengantin wanita dan diwajibkan oleh hukum. Bentuk dan jenis 
mahar tidak diatur dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua 
mempelai dianjurkan untuk menyepakati besaran mahar. Allah Swt. 
menetapkan bahwa mahar bersifat simbolis. Dapat secara langsung 
tunai atau nontunai sebagai salah satu kewajiban suami atau salah 
satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Sebagaimana firman-
Nya berikut.
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“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menye-
rahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang 
hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang 
hati.” (QS an-Nisa [4]: 4)

2. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, bahkan 
nafkah istri lebih didahulukan sebelum anak-anak. Kebutuhan wanita 
yang dimaksud seperti makanan dan minuman,  perumahan dan 
peralatan, obat-obatan, serta pelayan atau pembantu. Sebagaimana 
firman-Nya berikut. 
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“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah 
menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, 
hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerah-
kan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseo-
rang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah 
kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan 
setelah kesempitan.” (QS at-Talaq [65]: 7) 

Menurut Firman Arifandi (2020: 29), nafkah atas istri tersebut wajib 
hukumnya diberikan oleh suami jika telah tercapai syarat-syarat berikut.
1. Pernikahannya sah.
2. Istri sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada suami dan tinggal 

serumah.
3. Istri tidak nusyuz atau durhaka kepada suami. Bila suami telah 

mendapati istri melakukan nusyuz hingga pada level pisah ranjang, 
boleh baginya dihentikan sementara pemberian nafkah untuk 
membuatnya jera. Termasuk jika ternyata istri keluar rumah untuk 
bekerja tanpa izin suaminya. Jika telah diizinkan maka tidak diang-
gap nusyuz.
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Kewajiban Istri
Islam mewajibkan seorang istri untuk melayani kebutuhan suaminya 
lahir dan batin, menjaga nama baik dan kehormatan suami, menjaga 
hartanya, taat menjalankan ajaran agama, serta membimbing suami-
nya—selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tanggung jawab 
tersebut tidak banyak dan tidak memberatkan seorang wanita diban-
dingkan dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suaminya. 
Tanggung jawab seorang istri tidak bersifat materi, yaitu sebagai berikut.
1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
2. Memberikan rasa tenang serta cinta dan kasih sayang dalam rumah 

tangga kepada suaminya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh 

berbuat maksiat. Perempuan-perempuan yang saleha ialah perem-
puan yang taat kepada Allah Swt. dan patuh kepada suami. Tidak 
ada kewajiban patuh kepada suami yang menyuruh berbuat maksiat. 
Nabi Muhammad saw. bersabda “Tidak ada kewajiban taat kepada 
siapa pun bila disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt.”

Hak Suami
Seorang suami memiliki hak yang merupakan kewajiban terhadap 
istrinya. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah kewajiban istri untuk 
menaati suaminya. Pelestarian istri kepada suaminya adalah pelaksanaa 
hak suami terhadap istrinya. Ketika seorang wanita dan seorang laki-laki 
menikah, wanita itu memiliki hak dari laki-laki tersebut. Surga seorang 
istri ada di tangan seorang suami. Dari hak suami tersebut mengalir 
hak dan kewajiban lain. Misalnya, kewajiban istri untuk menghormati 
suaminya, menaati suaminya, dan menyerahkan dirinya sebagai kepala 
keluarga.

Kewajiban Suami
Kewajiban suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
seorang laki-laki untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang 
rukun dan damai. Secara struktural, hal tersebut dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut.
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1. Hak istri menerima mahar
Pernikahan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan wanita 
tentang kehidupan rumah tangga. Sejak kontrak disepakati, kedua 
belah pihak terikat. Sejak itu mereka memiliki kewajiban dan hak 
yang harus dipenuhi oleh pasangan. Hak dan kewajiban laki-laki 
dan wanita adalah hak wanita yang menjadi kewajiban laki-laki; 
serta kewajiban laki-laki yang merupakan hak wanita. Hak-hak yang 
harus diterima seorang wanita pada dasarnya adalah upaya Islam 
untuk mengangkat harkat dan martabat mereka.

Pada zaman dahulu—era jahiliah di Jazirah Arab dan hampir 
di semua negara, hak-hak wanita hampir tidak ada. Status mereka 
dianggap sangat rendah dan hampir tidak berguna. Dalam Islam, 
hak pertama yang diterima wanita ketika menikah adalah hak 
wanita untuk menerima mahar yang merupakan kewajiban mutlak 
seorang laki-laki, serta harus dipenuhi. Jenis dan bentuk serta besar-
nya mahar tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Mahar yang 
mudah dan murah melambangkan perkawinan yang terbaik dan 
istri yang terbaik bagi suami.

2. Hak istri digauli dengan baik
Hak seorang wanita untuk menyetujui berada di urutan kedua 
karena sangat menentukan perjalanan keluarga laki-laki dan wanita 
yang bersangkutan. Islam mengakui bahwa hasrat seksual adalah 
manusiawi. Oleh karena itu, Islam menetapkan perkawinan seba-
gai solusi yang melindungi munculnya sifat-sifat binatang dalam 
kehidupan manusia. Dalam Islam, hubungan seksual antara laki-laki 
dan perempuan digambarkan dengan sangat apik dan tidak kaku.

3. Hak hadanah
Kata hadanah berarti menjaga, membimbing, dan mengatur segala 
kepentingan anak yang tidak dapat dikendalikan oleh anak tersebut. 
Hal ini berkaitan ketika seorang laki-laki dan wanita bercerai dan 
memiliki anak yang belum dewasa atau belum memahami kesejah-
teraannya sendiri. Ketika hal tersebut terjadi, pihak wanita memiliki 
hak lebih untuk mengasuh dan mendidik sampai anaknya mema-
hami kesejahteraannya. Setelah anak tersebut memiliki pemahaman 
dewasa, ia bebas memilih yang disukainya. Ia juga bebas memilih 
akan tinggal dengan siapa—ibu ataupun ayahnya.
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4. Hak istri dalam masa idah
Ada beberapa hak yang harus diterima istri dalam masa idahnya, 
antara lain sebagai berikut.
a. Seorang wanita yang tunduk pada Iddah Raj’iyah berhak atas 

tempat tinggal, pakaian, dan segala kebutuhan hidup yang 
menalaknya.

b. Wanita hamil yang melakukan Iddah Bain berhak atas tempat 
tinggal, sandang, dan pangan.

c. Wanita Iddah Bain yang tidak hamil—baik dalam talak satu dan 
dua maupun talak tiga—hanya berhak atas tempat tinggal, tetapi 
tidak berhak atas hal lain.

d. Seorang wanita dalam masa idah karena mantan suaminya 
meninggal tidak akan memiliki hak meskipun sedang hamil. Hal 
ini karena ia dan anak yang akan dilahirkannya telah mendapat 
hak waris dari almarhum suaminya.
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BAB X 
PUTUSNYA PERKAWINAN

Dasar Hukum Putusnya Perkawinan
Putusnya hubungan perkawinan dengan perceraian adalah putusnya 
ikatan perkawinan karena suami telah menyatakan talak terhadap 
istrinya—perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam. 
Talak terpisah ditujukan untuk suami yang menikah menurut Islam dan 
menceraikan istrinya. Jika suami melanggar akad taklik talak, istri juga 
boleh menggunakannya.

Perkawinan dapat dibatalkan jika memenuhi alasan-alasan tertentu 
yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perceraian adalah 
bagian dari pernikahan. Tanpa pernikahan, tidak akan ada perceraian. 
Perkawinan adalah awal dari seorang laki-laki dan seorang wanita 
hidup bersama sebagai suami istri. Adapun perceraian adalah akhir dari 
kehidupan mereka sebagai suami istri.

Ketentuan tersebut diadakan karena kenyataan perkawinan di 
masya rakat banyak yang berakhir dengan perceraian. Tampaknya, hal 
tersebut terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan perceraian tersebut 
banyak yang terjadi karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-
laki. 

Sebaliknya, seorang istri tidak mudah ketika ingin bercerai dengan 
suaminya. Banyak seorang istri—masih berstatus sebagai istri—tidak 
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merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri. Kondisi terse-
butlah yang mendorong kaum wanita untuk diadakan peraturan perun-
dang-undangan yang mengatur hal tersebut, terutama untuk membatasi 
kesewenang-wenangan pihak laki-laki tersebut (Usman, 2006: 400).

Semua orang ingin pernikahan mereka bertahan seumur hidup. 
Namun, banyak pernikahan yang diraih dengan susah payah berak-
hir dengan perceraian. Perkawinan yang sempurna tidak selalu sesuai 
dengan cita-cita. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk 
membangunnya dengan baik, mereka akhirnya harus putus dan membu-
barkan pernikahan.

Islam mengatur pembatasan hak dan kewajiban suami istri sehingga 
pernikahan berlangsung dengan sakinah, mawadah, dan penuh rahmat. 
Ketika suami dan istri melampaui hak dan kewajibannya, Islam meng-
ajarkan cara mengatasinya dan memulihkan keadilan. Adapun ketika 
muncul krisis yang tidak bisa lagi ditangani oleh keluarga, Islam 
menawarkan solusi berupa perceraian. Perceraian adalah perbuatan yang 
halal, tetapi Allah Swt. membencinya.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat 
terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 
setelah pihak pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Berkaitan dengan kebolehan seorang hakim untuk menjatuhkan 
talak kepada seorang istri, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. 
Abu Hanifah mengatakan bahwa hakim tidak punya hak untuk menja-
tuhkan talak kepada wanita—apa pun alasannya, kecuali suami wanita 
tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakar-
nya. 

Lain halnya dengan alasan suami tidak memberi nafkah, hilang tidak 
tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain. Seorang 
hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena 
alasan tersebut tanpa izin suaminya karena talak adalah hak pengendali 
suami (Mughniyah, 2011: 490—491).

Perceraian dalam Pasal 114 KHI diartikan sebagai putusnya perkawi-
nan yang disebabkan karena perceraian melalui talak atau berdasarkan 
gugatan perceraian. Lebih lanjut, Pasal 116 KHI menjelaskan beberapa 
alasan yang akan diajukan ke pengadilan untuk diproses dan mendapat-
kan tindak lanjut. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu sebagai berikut. 
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1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut- 
turut tanpa izin pihak lain, serta tanpa alasan yang sah atau karena 
hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun 
atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

6. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak 
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-

rukunan dalam rumah tangga.

Untuk diklasifikasikan sebagai perkawinan yang rusak, harus ada 
beberapa alasan berikut.
1. Kematian

Kematian adalah salah satu peristiwa ketika salah satu dari suami 
istri ditinggalkan selamanya. Setelah kematian tersebut, pernika-
han dibubarkan. Dalam hal ini, suami atau istri yang masih hidup 
secara otomatis terpisah dari perkawinan. Khusus bagi wanita yang 
suaminya telah meninggal, masa idahnya yaitu dalam kurun waktu 
empat bulan sepuluh hari.

2. Perceraian
Perceraian digambarkan dalam istilah perpisahan dan talak. Pemutu  -
san perkawinan dengan perceraian dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
dengan talak dan dengan gugatan cerai. Perceraian adalah permo-
honan pemutusan perkawinan yang diajukan oleh seorang suami 
yang hendak menceraikan istrinya. Adapun permohonan cerai 
adalah permohonan pemutusan perkawinan yang diajukan oleh 
seorang istri. Dua jenis perceraian tersebut hanya dapat dilakukan 
di Pengadilan Agama. Melihat lebih jauh menurut pandangan Islam, 
ada beberapa perbuatan yang dapat merusak perkawinan. 
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3. Putusan pengadilan
Kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung 
(MA) dijalankan dan ditegakkan oleh empat cabang hukum, yaitu 
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan 
Tata Usaha Negara. Keempat hakim wilayah di bawah Mahkamah 
Agung adalah penyelenggara kekuasaan di peradilan. Oleh karena 
itu, diharuskan untuk bertindak menurut konstitusi, menyelengga-
rakan keadilan, serta memelihara hukum dan keadilan (peradilan 
negara).

Putusnya sebuah pernikahan tentunya bukan tanpa alasan. Pastinya 
ada beberapa penyebab hancurnya sebuah pernikahan. Perceraian tidak 
boleh dilakukan hanya karena alasan yang tidak mendasar. Namun, 
digunakan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian pernikahan.

Keharusan perceraian di depan Pengadilan Agama semata-mata 
untuk mewujudkan kehidupan suasana damai, aman, tertib, dan sejah-
tera. Seorang hakim Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkaranya dapat mewujudkan kembali 
pasangan sakinah, mawadah, dan penuh rahmat terhadap pasangan 
yang berselisih. Pada dasarnya, pernikahan merupakan asas pokok hidup 
yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna 
(Dahwadin dkk., 2018: 10).

Mughniyah (2011: 490—491) mengatakan bahwa Maliki, Syafi’i, dan 
Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita untuk menuntut 
talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut. 
1. Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama mazhab tersebut sepakat bahwa 

apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah 
pokok kepada istrinya, pihak istri boleh mengajukan tuntutan cerai. 
Apabila ketidakmampuan tersebut tidak terbukti dan pihak suami 
tidak bersedia memberi nafkah, Syafi’i mengatakan bahwa suami 
istri tersebut tidak boleh diceraikan. Adapun Imam Malik dan Imam 
Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa suami istri tidak diceraikan, 
tidak adanya nafkah bagi istri sama artinya dengan ketidakmam-
puan suami memberi nafkah. Perlu diketahui bahwa perundang-un-
dangan syara’ Mesir menentukan kebolehan menceraikan seorang 
istri dari suaminya karena tidak diperbolehkan nafkah oleh pihak 
istri. 
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2. Istri merasa terancam, baik berupa ucapan maupun perbuatan 
suami. Abu Zahra mengatakan bahwa dalam Pasal 25 perundang- 
undangan Mesir tahun 1929 dijelaskan apabila seorang istri 
mengaku diancam oleh suaminya yang menyebabkan ia tidak bisa 
mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama orang seperti 
itu—kalau pengakuan wanita tersebut terbukti dan hakim tidak 
mampu mendamaikan keduanya—maka hakim dapat menjatuhkan 
talak kepada wanita tersebut dengan talak ba’in.

Lain halnya ketika pihak wanita tidak mampu membuktikan 
pengakuannya tersebut, tetapi keluh kesahnya berulang-ulang 
disampaikannya kepada hakim. Dalam kondisi seperti itu, hakim 
harus mengirim dua orang juru damai (hakam) dari pihak suami 
istri masing-masing satu orang. Tujuannya untuk mengetahui 
sebab-sebab terjadinya sengketa keluarga tersebut.

Kedua hakam harus berusaha sekuat mungkin untuk menda-
maikan suami istri itu. Jika usaha tersebut tidak berhasil maka harus 
diteliti sumber kesulitannya. Jika kesulitan tersebut bersumber dari 
pihak laki-laki atau kedua belah pihak, kedua hakam bisa memutus-
kan talak ba’in bagi istri yang keputusannya diberikan oleh hakim. 
Perundang-undangan Mesir mengambil ketentuan tersebut dari 
Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal.

3. Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat, 
menurut Maliki dan Ahmad bin Hambal. Sekalipun si suami mening-
galkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidak hadirannya. 
Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan 
gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya; tiga 
tahun menurut Maliki, satu tahun menurut pendapat yang lain; serta 
satu tahun menurut perundang-undangan Mesir. 

Perlu diingat bahwa hakim tidak berhak menceraikan,  kecuali 
jika suami menolak pulang atau mengajak istrinya ke  tempatnya 
berada. Selanjutnya, Imam Malik tidak membuat perbedaan antara 
kepergian suami meninggalkan istrinya dengan alasan atau tanpa 
alasan. Kedua hal tersebut menjadikan adanya perceraian. Sementara 
itu, mazhab Hambali mengatakan bahwa suami istri tidak boleh 
diceraikan, kecuali jika kepergiannya itu tanpa alasan yang jelas.

4. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara. 
Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiah yang bermazhab Hambali. Selama 
itu, perundangan-undangan Mesir menyatakan kebolehan cerai 
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bila suami dihukum tiga tahun atau lebih. Dalam konteks ini, istri 
berhak mengajukan gugatan cerai karena adanya ancaman terhadap 
kehidupannya sesudah satu tahun suaminya dipenjarakan. Adapun 
yang menjatuhkan talaknya adalah hakim.

Menurut syara’, ada beberapa hal yang membuat hubungan 
perkawinan yang dibolehkan agama menjadi tidak mungkin, tetapi tidak 
memutuskan ikatan perkawinan. Ada tiga bentuk pemutusan hubungan 
perkawinan dalam hal ini, yaitu sebagai berikut.
1. Seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan 

istrinya karena menyamakan dengan badan atau bagian tubuh 
ibunya. Seorang suami dapat melakukan hubungan badan kembali 
dengan istrinya setelah membayar kafarat (denda). Pemutusan 
hubungan perkawinan semacam ini disebut juga sebagai zihar.

2. Suami tidak dapat bersetubuh dengan istrinya karena ia telah 
bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim  dengannya pada 
waktu tertentu sampai suami membayar nazar. Namun, pernikahan 
tetap berjalan. Pemutusan hubungan perkawinan semacam ini dise-
but ila’.

3. Suami tidak boleh melakukan persetubuhan dengan istrinya sampai 
proses solidaritas dan perceraian selesai di hadapan hakim karena ia 
telah bersumpah untuk kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang 
berzina. Pemutusan hubungan perkawinan semacam ini disebut 
lian.

Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pemba-
talan perkawinan sama dengan perceraian, artinya memisahkan ikatan 
perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara. Istilah pemba-
talan nikah tidak dikenal dalam Islam. Hukum Islam hanya mengenal 
istilah fasakh nikah—merusak atau membatakan. 

Menurut Ahmad Azhar Basyir (2000: 85), fasakh sebagai salah satu 
sebab putusnya perkawinan memiliki makna merusakkan atau memba-
talkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Amir Syarifuddin 
(2006: 253) menyebutkan bahwa fasakh dapat disebabkan oleh dua 
macam. Pertama, disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi 
rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. Kedua,  
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disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang 
tidak memungkinkan rumah tangga tersebut dilanjutkan.

Hal-hal tersebut memang rawan terjadi sehingga dipandang penting 
adanya pencegahan yang dilakukan agar pembatalan perkawinan tidak 
terjadi. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat mengam-
bil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pembatalan perkawinan. 
Dilakukan dengan cara memanipulasi identitas diri calon pengantin 
ataupun kekurangtelitian dalam menetapkan kedua calon pengantin 
tersebut boleh melaksanakan perkawinan atau tidak sehingga terjadi 
pembatalan perkawinan. Walaupun kekuasaan dalam menentukan batal 
atau tidaknya perkawinan adalah wewenang dari Pengadilan Agama atau 
Mahkamah Syari’yah.

Adapun sahnya suatu perkawinan—selain harus memenuhi syarat- 
syarat dan rukun perkawinan—juga perlu memperhatikan ketentuan- 
ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila suatu hari 
ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, artinya 
perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan 
ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Perkawinan tersebut 
dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah ada. Suami istri yang perkawi-
nannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri. 

Pembahasan tentang pembatalan perkawinan secara lengkap 
dan terperinci telah dijelaskan dalam Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974. 
Dinyatakan dengan tegas bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila 
para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawi-
nan”. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada Pasal 
70—76.

Terdapat beberapa alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan 
perkawinan, yaitu sebagai berikut.
1. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perka-

winan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar 

hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri 

suami atau istri.
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Walaupun terdapat alasan untuk melakukan pembatalan perkawi-
nan, tetapi tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawi-
nan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu pihak dari 
suami istri yang bersangkutan, antara lain oleh anggota keluarga sedarah 
dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri. Dapat pula diajukan oleh 
pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk, ataupun orang lain yang 
berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan, UU Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 23 dan Pasal 24. 
Adapun dalam KHI diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara 
lain sebagai berikut.
1. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. 

Misalnya, bapak atau ibu dari suami atau istri, ataupun kakek atau 
nenek dari suami atau istri.

2. Suami atau istri. Artinya, inisiatif permohonan tersebut dapat timbul 
dari suami atau istri saja. Dapat juga dari keduanya secara bersa-
ma-sama mengajukan pembatalan perkawinan.

3. Pejabat yang berwenang, hanya selama perkawinan belum diputus-
kan. Hingga saat ini masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor 
Urusan Agama, serta Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan 
Negeri.

4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan 
tersebut diputuskan.

Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan terjadi bila 
para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk 
melangsungkan perkawinan (Hardhani dkk., 2016: 1). Adapun syarat- 
syarat perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yaitu sebagai berikut.
1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang 

belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai laki-laki sudah 19 tahun dan calon  mempelai 

wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari penga-
dilan.

4. Antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak 
dalam hubungan keluarga atau hubungan darah.
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5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan 
pihak lain dan calon mempelai laki-laki juga tidak dalam ikatan 
perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari 
pengadilan untuk poligami.

6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan 
kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga 
kalinya).

7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang bersta-
tus janda.

Perceraian
1. Alasan Perceraian

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan 
bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa 
antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan 
dalam rumah tangga. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) dipertegas 
mengenai alasan-alasan untuk melakukan perceraian, yaitu sebagai 
berikut.
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, serta tanpa alasan yang 
sah atau karena hal lain di luar kemauannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan terhadap pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami istri.

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga.
Adapun alasan-alasan tersebut merupakan alasan alternatif. 

Apabila salah satu dari alasan tersebut terpenuhi maka dapat diaju-
kan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama.
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2. Prosedur Perceraian
Sistem hukum perkawinan nasional menganut asas mempersulit 
terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah antisipasi 
terhadap tingginya angka perceraian dengan sewenang-wenang. 
Salah satu caranya yaitu dengan hadirnya UU No. 1 tahun 1974 
dan KHI yang mengatur tata cara melakukan perceraian yang harus 
ditempuh suami istri yang akan bercerai. 

Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyata-
kan sebagai berikut.

(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan 
istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk 
mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meli-
puti tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon 
dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang diten-
tukan bersama tanpa izin pemohon. 

(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, 
permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di 
luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka 
dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah 
istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama- 
sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar 
talak diucapkan.

Permohonan sebagaimana yang dimaksud memuat dua hal. 
Pertama, nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami; 
dan termohon, yaitu istri. Kedua, alasan-alasan yang menjadi dasar 
cerai talak.

Terhadap permohonan yang diajukan, Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syar’iyah dapat mengabulkan atau menolak permo-
honan tersebut. Terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya 
hukum banding dan kasasi. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan 
oleh pengadilan. Pasal 68 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama menyebutkan sebagai berikut.
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(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis 
Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di 
Kepaniteraan.

(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam 
sidang tertutup.
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BAB XI
MACAM-MACAM PERCERAIAN

Talak
Masalah perceraian tidak dapat dipisahkan dari masalah rumah tangga, 
serta tidak lagi dianggap sebagai satu kesatuan antara laki-laki dan 
wanita. Bahkan, sering kali kita mendengar bahwa perselisihan di antara 
pasangan karena ada pihak lain yang mengganggu keutuhan keluarga 
dan berujung perselisihan dengan akhir di pengadilan. Talak mengakhiri 
pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan cara lisan 
atau ditentukan. Islam menetapkan bahwa talak adalah hak mutlak di 
tangan suami.

Dalam Pasal 117 KHI dijelaskan bahwa talak merupakan ikrar 
suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu 
sebab putusnya perkawinan (Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim 
Faqih, 2017: 107). Adapun menurut hukum Islam, perceraian adalah 
kata yang diucapkan seorang laki-laki untuk mengakhiri pernikahan 
dengan istrinya. Ketika perceraian terjadi, hubungan di antara keduanya 
terputus secara lahiriah maupun batiniah. 

Dalam rumah tangga mungkin saja pernikahan berubah menjadi hal 
yang hanya membawa mafsadat. Setelah itu, baru akan terjadi pertengka-
ran dan pertikaian yang tidak ada habisnya. Perceraian diperbolehkan  
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atau legal, tetapi konsekuensinya sangat serius—terutama jika pasangan 
tersebut telah memiliki anak.

Menurut hukum Islam, seorang laki-laki memiliki hak untuk berce-
rai karena ia mempunyai beban tanggung jawab yang sangat berat dalam 
perkawinan. Tanggung jawab dalam hal kewajiban membayar mahar 
kepada istri maupun kewajiban mengasuh istri dan anak-anaknya. 

Sebagai pihak yang memiliki hak bercerai, seorang laki-laki harus 
berhati-hati untuk tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyebab-
kan perceraian. Namun, perlu dicatat bahwa anggapan tentang perce-
raian adalah hak multak pihak laki-laki juga tidak didasarkan pada 
Al-Qur’an dan hadis. 

Ada dua jenis talak yang perlu diketahui sebagai bekal dalam dunia 
pernikahan, yaitu sebagai berikut.
1. Talak raj’i, yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk 

kepada mantan istrinya tanpa akad nikah baru. Suami diberi hak 
untuk kembali kepada istrinya, selama istrinya masih dalam masa 
idah. Talak raj’i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului 
tebusan dari pihak istri. Bolehnya si suami rujuk dengan istrinya 
ketika talak satu atau dua dapat dilihat dalam firman-Nya berikut.
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آ ا وْا مَِّ

ُ
خُذ

ْ
 تَأ

ْ
ن

َ
مْ ا

ُ
ك

َ
ل

يْهِمَا فِيْمَا 
َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
ل

َ
ۙ  ف ِ

ّٰ
ا يُقِيْمَا حُدُوْدَ الل

َّ
ل
َ
تُمْ ا

ْ
 خِف

ْ
اِن

َ
ۗ  ف ِ

ّٰ
الل

 ِ
ّٰ

تَعَدَّ حُدُوْدَ الل ا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّ
َ

ل
َ
ِ ف

ّٰ
كَ حُدُوْدُ الل

ْ
تَدَتْ بِهٖۗ  تِل

ْ
اف

َ
لِمُوْن ٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰ ول

ُ
ا
َ
ف

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) 
menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan 
(menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengam-
bil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak 
mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu 
(wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan 
batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa 
atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus 
dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu 
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melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) 
Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS al-Baqarah [2]: 
229)

2. Talak ba’in, yaitu perceraian yang tidak membolehkan seorang laki-
laki kembali kepada istrinya, kecuali dengan kawin lagi.

Fasakh
Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawi-
nan yang dapat digunakan oleh suami maupun istri untuk melakukan 
perceraian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa fasakh dalam 
arti bahasa adalah batal atau rusak. Adapun menurut istilah ilmu fikih, 
fasakh diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah dengan kepu-
tusan hakim/muhakkam (Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, 
2017: 107).

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa fasakh 
menjadi salah satu bentuk perceraian yang bertujuan untuk mengganti 
atau membatalkan interaksi suami istri melalui putusan hakim. Hal 
tersebut terjadi karena setelah berlangsungnya perkawinan diketahui 
dan ditemukan adanya kondisi yang tidak dipenuhi dalam perkawinan 
tersebut. 

Pengajuan fasakh dapat dilakukan dengan berdasarkan pada bebe-
rapa alasan, yaitu sebagai berikut.
1. Jika istri atau suami mengalami gangguan gila atau sakit jiwa. 
2. Ketika istri atau suami mengidap penyakit menular yang berbahaya.
3. Jika farji (vagina) istri tersumbat daging atau tulang, ataupun jika 

zakar suami mati pucuk atau terpalang (impoten). 
4. Jika suami tidak mampu menghidupi kebutuhan dasar istri/keluarga 

karena pembelian pakaian sederhana atau tidak ada mahar yang 
dibayarkan.

5. Jika suami atau istri mafqud, yaitu hilang tidak diketahui keber-
adaanya sehingga diduga sudah meninggal dunia. 

6. Jika salah satu dari suami atau istri dijodohkan oleh wali dengan 
pasangan yang bukan termasuk pilihannya, serta diketahui tidak 
merasa cocok dengan perkawinan tersebut dikarenakan adanya 
perbedaan yang besar di antara keduanya. Misalnya, perkawinan 
antara budak dengan orang merdeka—pada masa lalu, atau perkawi-
nan antara orang berzina dengan orang yang terpelihara. 
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7. Jika salah satu pihak dari suami atau istri keluar dari ajaran agama 
Islam. Misalnya dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama 
nonmuslim, kemudian salah satu memutuskan untuk memeluk 
agama Islam maka hak fasakh berada pada salah satu pihak yang 
masih beragama Islam. (Mustafa Haji Jafar, 2002: 62; Jamaluddin, 
2010: 64—71).

Setelah dijelaskan bahwa salah satu pasangan mengajukan fasakh 
kepada hakim atau pengadilan, ada juga pandangan bahwa pasangan 
dapat melakukan fasakh di luar pengadilan jika alasan untuk melaku-
kannya cukup jelas. Misalnya, fasakh yang disebabkan oleh perkawi-
nan saudara sepupu atau saudara perempuan yang jika diteruskan akan 
mengakibatkan tidak sahnya hubungan antara suami dan istri.

Umumnya, semua tindakan fasakh harus diajukan ke pengadilan 
karena pernikahan adalah bagian dari hukum. Fasakh yang diberikan 
oleh hakim memiliki akibat hukum seperti batalnya akad nikah. Dalam 
hal pembatalan perkawinan, konsekuensi pemberian mahar juga harus 
dibatalkan. Jika fasakh diterima maka mahar yang diberikan juga batal, 
begitu pula sebaliknya.

Salah satu akibat dari fasakh yaitu tidak ada pembatalan nikah jika 
salah satu dari mereka murtad. Hal yang sama berlaku untuk pengan-
tin baru yang memutuskan pernikahan dan memiliki anak. Anak yang 
dikandung tidak berlaku bagi anak-anak hasil perkawinan ini. Ahmad 
Azhar Basyir juga menambahkan bahwa wanita yang diceraikan karena 
fasakh tidak dapat dikeluarkan tanpa mengulang kontrak baru. Fasakh 
ini tidak mengurangi jumlah perceraian sebagai hak suami.

Ila’
Ila’ dapat diartikan sebagai upaya pihak suami untuk bersumpah kepada 
pihak istri bahwa tidak akan lagi mencampuri. Dalam konteks ini, 
mencampuri berarti berkumpul dengan seorang wanita atau menggauli 
sebagai komitmen antara seorang laki-laki dan wanita pada umumnya. 
Menurut Syariah, ila’ adalah sumpah seorang laki-laki yang perceraian-
nya sah bahwa ia tidak akan menggauli istrinya untuk waktu yang sudah 
ditentukan atau lebih dari empat bulan.

Secara historis, ila’ adalah peristiwa ketika orang-orang Arab pada 
masa jahiliah menghukum istri mereka karena berada pada posisi yang 



Macam-macam Perceraian 95

lebih rendah daripada suaminya. Dilakukan tanpa henti sehingga menye-
babkan istri menderita jangka panjang dan tidak berkesudahan. Istri 
tersebut sudah sah menikah dengan suaminya, tetapi belum diberikan 
haknya sebagai seorang istri—terutama hak untuk hidup dan untuk 
memiliki hubungan yang baik (Jamaluddin, 2010: 83).

Seorang suami yang melakukan ila’ kepada istrinya harus memenuhi 
persyaratan hukum Islam. Menurut ulama Hanafi, syarat-syarat untuk 
melakukan ila’ yaitu sebagai berikut.
1. Status seorang wanita harus menjadi istri.
2. Suami memiliki hak utuh untuk menceraikan.
3. Sumpah tersebut tidak terikat pada suatu tempat tertentu karena 

pasti dapat bertemu dengan istrinya di tempat lain.
4. Tidak dapat digabung antara seorang wanita dengan seorang wanita 

Arab karena dapat menjadikan seorang laki-laki dapat mendekati 
istrinya tanpa komitmen.

5. Hendaklah yang enggan dilakukan itu hanya persetubuhan saja. 
6. Jangan kembali bersetubuh dengan wanita yang dipilih dalam jangka 

waktu yang ditentukan—yaitu empat bulan—karena Allah Swt. telah 
menjadikan perceraiannya sebagai syarat pemenuhan.

Dalam hal ini, ila’ masih sebatas sumpah yang dimaksudkan untuk 
menenangkan hati dan perasaan laki-laki terhadap wanita. Jika seorang 
laki-laki menikah dengan seorang wanita dan tidak ingin kembali dalam 
waktu empat bulan, lebih baik baginya untuk menghukum istrinya sesuai 
dengan persyaratan Islam. Namun, jika ia memutuskan untuk kembali 
ke istrinya maka harus melanggar sumpahnya dan membayar denda 
(kafarat).

Syiqaq
Syiqaq adalah perceraian yang dimulai dengan pertengkaran terus-me-
nerus antara suami dan istri. Perselisihan tersebut bisa saja timbul karena 
didasari oleh alasan-alasan yang berkaitan dengan watak, sifat, atau 
perilaku yang semuanya menimbulkan ketidaksesuaian dan berakhir 
dengan perkelahian. Dalam penyampaian syiqaq ini timbul perselisihan 
antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan kehadiran hakim dari 
kedua belah pihak. Syiqaq juga dapat diartikan sebagai bentuk perkawi-
nan yang dapat digunakan keduanya untuk bercerai. 
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Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, dalan mengertikan 
kata syiqaq masih sering dijumpai beberapa permasalahan dalam pene-
rapannya. Terutama dalam hal menetapkan ukuran kapan terjadinya 
syiqaq. Ada pendapat yang mengatakan syiqaq bisa disebabkan oleh 
nusyuz (perbuatan durhaka) dari istri atau karena perilaku zalim dan 
kasar dari suami (Al Maraghi, 1974: 47).

Apabila terjadi hal lain dan dikhawatirkan laki-laki tersebut akan 
terus berbuat zalim, atau sulit menghilangkan nusyuz dan dikhawatirkan 
terjadi syiqaq maka kedua pihak beserta keluarganya wajib mengirimkan 
dua hakam (pembawa damai). Kehadiran dua hakam bertujuan untuk 
memperbaiki hubungan mereka. 

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa syiqaq terjadi ketika 
perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri mengandung 
unsur-unsur yang mengancam pasangan dan rusaknya pernikahan. 
Jika sengketa tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang merugi-
kan dan belum mencapai tingkat krisis maka tidak dikatakan syiqaq. 
Namun, pernyataan tersebut tidak memasukkan unsur-unsur berbahaya 
dan tingkat krisis yang terlibat, serta tidak ada aturan untuk mengukur 
unsur-unsur tersebut.

Dasar pelaksanaan syiqaq terdapat dalam firman Allah Swt. berikut.

هْلِهَا 
َ
نْ ا مًا مِّ

َ
هْلِهٖ وَحَك

َ
نْ ا مًا مِّ

َ
ابْعَثُوْا حَك

َ
اقَ بَيْنِهِمَا ف

َ
تُمْ شِق

ْ
 خِف

ْ
وَاِن

 عَلِيْمًا خَبِيْرًا
َ

ان
َ
َ ك ّٰ

 الل
َّ

ُ بَيْنَهُمَاۗ  اِن ّٰ
قِ الل ِ

ّ
وَف احًا يُّ

َ
 يُّرِيْدَآ اِصْل

ْ
ۚ اِن

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara 
keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan 
seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermak-
sud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik 
kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Mahateliti.” (QS an-Nisa’ [4]: 35)

Moch. Anwar mengartikan syiqaq secara bahasa sebagai belah atau 
koyak, sedangkan secara hukum syara’ berarti terjadinya pertentangan 
di antara suami dan istri yang sukar didamaikan. Adapun Abd. Rahman 
Ghazaly mengartikan syiqaq sebagai krisis memuncak yang terjadi di 
antara suami dan istri. Di antara keduanya terjadi pertentangan pendapat 
dan pertengkaran yang menjadikan mereka tidak mungkin dipertemu-
kan kedamaian, mereka pun tidak dapat mengatasinya.
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Syiqaq ini bisa terjadi karena faktor perilaku dari kedua belah pihak. 
Terjadi jika salah satu pasangan melakukan tindak kejahatan, berbuat 
kejam, atau tidak dapat hidup bersama sebagai satu keluarga. Dalam 
kondisi seperti itu, syiqaq lebih mungkin untuk terjadi. 

Dalam rangka penegakan hukum Islam, Indonesia membentuk 
lembaga Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama—sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 tahun 
2009—yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata Islam bagi 
umat Islam Indonesia. 

Dalam Pasal 76 Ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 disebutkan, “Apabila 
gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka …”. Istilah syiqaq 
dalam Pasal a quo tersirat sebagai perselisihan yang tajam dan terus-me-
nerus antara suami dan istri. Dalam kasus syiqaq di Indonesia, tata cara 
dan mekanisme pelaksanaannya secara rinci diatur dalam aturan hukum 
Islam, yaitu Hukum Peradilan Agama tentang Kompilasi Hukum Islam 
(KHI). 

Li’an
Menurut Zahry Hamid, li’an dalam bahasa Arab adalah masdar dari 
kata laa’ana-yulaa’ inu-mulaa, anatau-li’aanan, berasal dari kata la’nen 
yang artinya “jauh” atau “kutukan”. Menurut M. Hasballah Thaib, li’an 
adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah 
melakukan perbuatan mengotori dirinya (berzina) sehingga menjadi 
alasan suami untuk menolak anak.

Suami melakukan li’an apabila telah menuduh berzina. Pembuktian 
tuduhan berat tersebut harus menggunakan empat orang saksi laki-laki. 
Menurut syara’, li’an berarti mengutuk diri sendiri yang bisa dijadikan 
alasan bagi orang yang terpaksa menuduh istrinya berbuat zina dengan 
laki-laki lain.

Abdul Fatah Idris & A. Abu Ahmadi mengartikan li’an secara bahasa 
berarti laknat dan termasuk dosa karena salah satu dari suami istri telah 
berbuat dusta. Li’an menurut ahli fiqih berarti perbuatan suami menuduh 
istrinya berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia 
bohong. Berdasarkan Pasal 126 KHI, li’an terjadi karena suami menuduh 
istri berbuat zina dan mengingkari anak dalam kandungan atau yang  
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sudah lahir dari istrinya. Sementara itu, istrinya menolak tuduhan dan 
pengingkaran tersebut.

Inti dari tuduhan li’an yaitu suami (penuduh) dan istri (yang dituduh) 
sama-sama bersumpah terhadap yang dituduhkan sebanyak lima kali. 
Empat kali sumpah bahwa pihak suami menuduh, atau sebaliknya, istri 
bersumpah empat kali untuk mengingkari tuduhan. Setelah itu, sumpah 
kelima yaitu sama-sama siap menerima laknat atau murka dari Allah Swt. 
apabila tuduhan tersebut salah atau tidak terbukti. Perbuatan li’an dapat 
menyebabkan perceraian. 

Tuduhan perbuatan zina kepada salah satu pasangan di dalam 
perkawinan menjadi latar belakang pentingnya tata cara li’an. Mengingat 
perbuatan zina dikategorikan sebagai perbuatan yang haram dan buruk 
di mata agama Islam. Seseorang yang berani menuduh orang lain berzina 
berarti sebuah perbuatan yang tidak main-main karena tuduhan tersebut 
sangat serius. 

Seseorang tidak bisa asal menuduh orang lain telah berlaku zina, 
sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

ٰۤىِٕكَ عِنْدَ  ول
ُ
ا
َ
هَدَاءِۤ ف توُْا بِالشُّ

ْ
مْ يَأ

َ
اِذْ ل

َ
رْبَعَةِ شُهَدَاءَۤۚ ف

َ
يْهِ بِا

َ
ا جَاءُۤوْ عَل

َ
وْل

َ
ل

َ
ذِبُوْن

ٰ
ك

ْ
ِ هُمُ ال

ّٰ
الل

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat 
saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para 
pendusta dalam pandangan Allah.” (QS an-Nur [24]: 13)

Keempat saksi harus meminta pertanggungjawaban seorang suami 
atas tuduhannya. Jika suami tidak dapat membuktikannya maka tudu-
han tersebut dianggap fitnah di mata hukum, bahkan dapat menghadapi 
tindakan hukum. Oleh karena itu, tuduhan perzinaan dalam perkawinan 
bersifat sangat serius, bukan hanya tuduhan palsu. Dengan demikian, 
penerapan undang-undang tersebut tidak akan terlepas dari pebuatan 
zina.

Selama upacara pengambilan sumpah, berikut hal-hal yang perlu 
untuk diperhatikan.
1. Suami dan istri yang bersangkutan harus memenuhi sumpah li’an.
2. Salah satu pihak bertindak sebagai perantara.
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3. Pihak mediasi tidak hanya menengahi, tetapi juga memberikan nasi-
hat dan mengingatkan suami istri.

4. Jika tidak dapat didorong atau diingatkan dengan menepati sumpah 
li’an, setelah mengucapkan sumpah li’an, suami istri menyatakan 
bahwa perkawinan mereka bubar.

Zhihar
Zhihar tidak termasuk dalam perbuatan talak atau cerai sebagaimana 
putusnya perceraian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Zhihar lebih 
berarti sebagai sebuah ungkapan. Ungkapan tersebut sengaja diucapkan 
oleh suami dengan niatan untuk mengharamkan istrinya dari diri sang 
suami. 

Ungkapan yang dimaksud dalam zhihar adalah “bagiku kamu 
seperti punggung ibuku”. Secara bahasa, zhihar berarti punggung. Dalam 
praktiknya di Indonesia, zhihar tidak dapat memutus suatu hubungan 
perkawinan.

Dalam memahaminya, harus ditegaskan bahwa zhihar adalah 
ucapan yang memiliki akibat serius di mata agama. Sedemikian parahnya 
akibat dari zhihar dapat menjadi perceraian di sisi Allah Swt. Untuk 
menghindari zhihar, seseorang harus menarik panggilan dan membayar 
kafarat (denda).

Kafarat tersebut harus dibayar oleh laki-laki yang memiliki denda 
kepada istrinya agar dapat kembali berhubungan badan. Ada pula yang 
menganggap penebusan tersebut sebagai utang seorang laki-laki kepada 
istri yang membencinya.

Taklik Talak
Taklik talak merupakan salah satu jenis pemutusan hubungan perkawi-
nan antara suami dan istri. Menurut Hilman Hadikusuma, taklik talak 
berasal dari ucapan suami yang disampaikan (dibacakan) ketika selesai 
ijab qabul antara suami dengan wali dari istri saat akad nikah. 

Taklik talak adalah bentuk perjanjian perkawinan yang tidak ada 
pengaturannya di dalam UU No. 1 tahun 1974. Walaupun demikian, 
taklik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena berisi 
tentang kewajiban-kewajiban suami yang dibalut dalam kata janji setia. 
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Inti dari taklik talak yaitu sebuah penggantungan talak. Semacam ikrar 
ketika suami menggantungkan talak, kemudian ia melakukan hal-hal 
yang diikrarkannya di dalam taklik talak.

Pembubaran perkawinan oleh taklik talak yaitu ketika suami menga-
baikan sighat taklik yang dijanjikan dan telah disertai tanda tangan sete-
lah menikah. Dari pihak istri menjadi tidak toleran terhadap perilaku 
suaminya. Perceraian tidak akan batal jika pihak perempuan tidak kebe-
ratan dengan ketidaktaatan laki-laki terhadap perceraian tersebut.
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BAB XII
HARTA BERSAMA DALAM RUMAH TANGGA

Ketentuan mengenai harta bersama tidak diatur secara tegas dalam 
Al-Qur’an maupun hadis. Pendapat pertama mengatakan bahwa 

terdapat pengaturan mengenai harta bersama dalam syariat Islam. 
Adanya harta bersama didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an seperti 
al-Baqarah [2]: 228 serta an-Nisa’ [4]: 21 dan 34. Ayat tersebut meng-
isyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami 
dan istri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama maupun 
hanya suami saja yang bekerja dan istrinya mengurus rumah tangga.

Sementara itu, pendapat kedua menganggap bahwa harta bersama 
tidak dikenal dalam Islam. Lain halnya dengan syirkah (perjanjian) 
antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilang-
sungkan.

Harta bersama dalam perkawinan dapat diartikan sebagai harta 
milik bersama suami dan istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama 
dalam perkawinan. Misalnya, uang atau benda yang dihibahkan oleh 
seseorang kepada suami istri; harta benda yang dibeli oleh suami istri 
dari uang mereka bedua; atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri 
yang dijadikan satu.

A. Hasan Bangil menganggap bahwa harta bersama dalam hukum 
adat dapat diterima dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. Salah satu pandangan masyarakat Islam dalam memandang harta 
yang diperoleh suami istri dalam masa perkawinan yang didasarkan pada 
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adat istiadat dan kebiasaan setempat—bukan didasarkan pada syariat 
Islam—yaitu memisahkan antara hak milik suami dan istri.

Pembagian harta bersama tergantung pada kesepakatan suami dan 
istri. Kesepakatan tersebut dalam Al-Qur’an disebut dengan istilah Ash 
Shulhu, yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua 
belah pihak setelah mereka berselisih. Sebagaimana dalam firman Allah 
Swt. berikut.

يْهِمَآ 
َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
ل

َ
وْ اِعْرَاضًا ف

َ
شُوْزًا ا

ُ
تْ مِنْۢ بَعْلِهَا ن

َ
ةٌ خَاف

َ
وَاِنِ امْرَا

 ۗ حَّ سُ الشُّ
ُ
نْف

َ
ا

ْ
حْضِرَتِ ال

ُ
حُ خَيْرٌۗ وَا

ْ
ل حًاۗ وَالصُّ

ْ
صْلِحَا بَيْنَهُمَا صُل  يُّ

ْ
ن

َ
ا

 خَبِيْرًا
َ

وْن
ُ
 بِمَا تَعْمَل

َ
ان

َ
َ ك ّٰ

 الل
َّ

اِن
َ
وْا ف

ُ
ق

َّ
سِنُوْا وَتَت حْ

ُ
 ت

ْ
وَاِن

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau 
bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang 
sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun 
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan 
dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesung-
guhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS 
an-Nisa [4]: 128)

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh 
suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian 
tersebut ada yang harus merelakan hak-haknya. Dalam ayat tersebut, istri 
merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antara mereka.

Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua 
belah pihak atau keduanya terkadang harus merelakan sebagian haknya 
demi mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya suami istri yang sama-
sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang 
mereka berdua. Ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka 
sepakat bahwa istri mendapatkan 40% dari barang yang ada dan suami 
mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45%, atau dengan pemba-
gian lainnya—semuanya diserahkan sesuai kesepakatan mereka.

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing menda-
patkan 50%—seperti dalam KHI, ternyata tidak mempunyai dalil yang 
bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pendapat yang benar 
dalam pembagian harta besama yaitu sesuai kesepakatan kedua pihak 
(suami dan istri).
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Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri 
memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah 
menjadi milik bersama. Biasanya terjadi jika suami dan istri sama-sama 
bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja 
maka dalam hal ini tidak terdapat harta bersama. Artinya, semua yang 
dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah 
dihibahkan kepada istri maka menjadi milik istri.

Harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata pada pokoknya 
dikemukakan bahwa terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan. 
Demi hukum, terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri 
sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa yang 
dimaksud harta bersama adalah persatuan harta kekayaan seluruhnya 
secara bulat, baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) 
maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan dipero-
leh selama perkawinan. 

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai harta benda 
dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut.

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta 
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang 
para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama 
dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan istri. Hal ini 
tentunya terjadi apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah 
harta oleh pasangan suami istri yang dilakukan sebelum dan sesudah 
berlangsungnya akad nikah. Dasar hukum tentang harta bersama dapat 
ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.
1. UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama 
masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum 
terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

2. KUH Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsung-
kannya perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama 
menyeluruh antara suami dan istri. Sejauh tentang hal tersebut tidak 
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diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. 
Harta bersama tersebut selama perkawinan berjalan tidak boleh 
ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan 
istri.

3. KHI Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam 
perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta milik 
masing-masing suami atau istri. Pasal tersebut sudah menyebutkan 
adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI 
mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta bersama). 
Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya 
sejumlah harta milik masing-masing pasangan.

Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta 
bersama harus didasari ketiga sumber hukum positif tersebut. Mengenai 
harta bersama, dalam Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan apabila 
perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing. Artinya, disesuaikan dengan hukum agama, 
hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam 
KHI Pasal 97. Dinyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup, 
masing-masing akan mendapatkan setengah dari harta bersama—
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun 
bagi penganut agama lainnya diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata. 
Disebutkan bahwa setelah bubarnya persatuan maka harta benda kesa-
tuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka 
masing-masing, dengan tidak memedulikan siapa yang membeli barang 
tersebut.

Berkaitan dengan harta barsama, hukum positif juga memberikan 
perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut. Perlindungannya 
berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatir-
kan salah satu pihak akan melakukan kecurangan. Misalnya, menga-
lihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga. Dilakukan 
dengan maksud agar harta yang diperoleh oleh pihak yang melakukan 
kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Dalam hal 
ini, sita jaminan biasa dikenal dengan istilah sita marital. 

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan, “Bila perkawinan putus 
karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-ma-
sing”. Jika tidak ada kesepakatan antara keduanya maka hakim dapat 
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mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, akibat 
suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda 
beda. Tergantung dari hukum yang akan digunakan oleh para pihak 
untuk mengatur harta bersama.
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BAB XIII
POSISI ANAK DALAM KELUARGA

Pemeliharaan dan Nafkah Anak
Dalam Pasal 41 huruf a dan b dijelaskan bahwa nafkah merupakan 
kewajiban ayah, jika ayah tidak mampu maka ibu berkewajiban untuk 
memberi nafkah anak. Sebagai kewajiban bersama antara ayah dan ibu 
maka nafkah lampu terhadap anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai 
utang suami—tidak ada nafkah madhiyah untuk anak.

Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan kepentingan anak 
untuk pertumbuhan jasmani, rohani, serta kecerdasan intelektual dan 
agamanya. Oleh karena itu, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk 
memelihara anak di bawah usia 12 tahun. Pemeliharaan anak di bawah 
usia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya jika ibu dianggap tidak 
cakap, serta mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan 
menghambat pertumbuhan anak.

Pengalihan pemeliharaan anak harus didasarkan pada putusan 
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dengan mengajukan 
permohonan pencabutan kekuasaan orangtua jika anak tersebut telah 
ditetapkan di bawah asuhan istri. Selain oleh suami, pencabutan kekua-
saan orangtua juga dapat diajukan oleh anak, keluarga dalam garis lurus 
ke atas, saudara kandung, dan pejabat yang berwenang (jaksa).
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Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib 
dengan menggunakan dasar hukum firman Allah Swt. berikut.

ضَاعَةَۗ  تِمَّ الرَّ  يُّ
ْ

ن
َ
رَادَ ا

َ
يْنِ لِمَنْ ا

َ
امِل

َ
يْنِ ك

َ
ادَهُنَّ حَوْل

َ
وْل

َ
وٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ ا

ْ
وَال

ا 
َّ
سٌ اِل

ْ
 نَف

ُ
ف

َّ
ل
َ
ا تُك

َ
ل مَعْرُوْفِۗ 

ْ
بِال هُنَّ وكَِسْوَتُهُنَّ 

ُ
هٗ رِزْق

َ
ل وْدِ 

ُ
مَوْل

ْ
ى ال

َ
وَعَل

 
ُ

وَارِثِ مِثْل
ْ
ى ال

َ
دِهٖ وَعَل

َ
هٗ بِوَل

َّ
وْدٌ ل

ُ
ا مَوْل

َ
دِهَا وَل

َ
ا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ بِۢوَل

َ
وُسْعَهَاۚ  ل

يْهِمَاۗ 
َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
ل

َ
شَاوُرٍ ف

َ
نْهُمَا وَت ا عَنْ تَرَاضٍ مِّ

ً
رَادَا فِصَال

َ
 ا

ْ
اِن

َ
ذٰلِكَۚ  ف

آ  مْتُمْ مَّ
َّ
مْ اِذَا سَل

ُ
يْك

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
ل

َ
مْ ف

ُ
ادكَ

َ
وْل

َ
سْتَرْضِعُوْآ ا

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ ا رَدْتُّ

َ
 ا

ْ
وَاِن

 بَصِيْرٌ
َ

وْن
ُ
َ بِمَا تَعْمَل ّٰ

 الل
َّ

ن
َ
مُوْآ ا

َ
َ وَاعْل ّٰ

وا الل
ُ
مَعْرُوْفِۗ وَاتَّق

ْ
تَيْتُمْ بِال

ٰ
ا

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah 
menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 
Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. 
Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan 
pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti 
itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak 
ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu 
(kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan 
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan.” (QS al-Baqarah [2]: 233)

Berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) KHI, disebutkan bahwa batasan anak 
yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang 
anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental, atau belum 
melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa 
anak yang dapat diurus dan dipelihara adalah anak yang berusia di 
bawah 21 tahun.

Sementara itu, dalam Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 1 tahun 1974 
dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua 
atau walinya, selama kekuasaan orangtuanya tidak dicabut.
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Pengangkatan Anak
Pengangkatan anak atau adopsi adalah pengangkatan anak yang beraki-
bat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab ayah sendiri dan masuk 
dalam hubungan nasab ayah angkatnya. Dalam praktiknya, adopsi biasa-
nya dilakukan orang yang dalam perkawinannya tidak menghasilkan 
keturunan. Dengan jalan adopsi, anak angkat mempunyai hubungan 
dengan ayah angkat seperti dengan ayah kandung sendiri. Terjadi 
hubungan waris mewarisi antara anak angkat dengan ayah angkat.

Praktik pengangkatan anak dikenal pada permulaan Islam. Nabi 
Muhammad saw. juga mempunyai anak angkat bernama Zaid anak 
Haritsah, kemudian dipanggil Zaid bin Muhammad. Setelah itu, 
Al-Qur’an membatalkan kebiasaan tersebut karena bertentangan dengan 
kenyataan yang sebenarnya, dalam waktu yang sama juga bertentangan 
dengan hati nurani kodrati manusia.

Hak anak angkat untuk mewarisi harta warisan ayah angkat sering 
berakibat terhalangnya hak waris keluarga asli dari ayah angkat. Hal ini 
sering menimbulkan rasa dengki keluarga asli ayah angkat terhadap anak 
angkat. Kerelaan orang melepaskan anak dari hubungan nasabnya berarti 
hilangnya rasa tanggung jawab orangtua terhadap anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, Allah Swt. membatalkan kebiasaan 
mengadopsi melalui firman-Nya berikut.

يْ  ـِٕۤ
ّٰ
مُ ال

ُ
زْوَاجَك

َ
 ا

َ
بَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖۚ وَمَا جَعَل

ْ
ل
َ
نْ ق ُ لِرَجُلٍ مِّ ّٰ

 الل
َ

مَا جَعَل

مْ 
ُ
ك

ُ
وْل

َ
مْ ق

ُ
مْۗ ذٰلِك

ُ
بْنَاءَۤك

َ
مْ ا

ُ
دْعِيَاءَۤك

َ
 ا

َ
مْۚ وَمَا جَعَل

ُ
هٰتِك مَّ

ُ
 مِنْهُنَّ ا

َ
تُظٰهِرُوْن

بَاىِٕۤهِمْ هُوَ 
ٰ
دْعُوْهُمْ لِا

ُ
 ا

َ
بِيْل حَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّ

ْ
 ال

ُ
وْل

ُ
ُ يَق ّٰ

مْۗ وَالل
ُ
وَاهِك

ْ
ف
َ
بِا

مْ 
ُ
يْنِ وَمَوَالِيْك مْ فِى الدِّ

ُ
اِخْوَانكُ

َ
بَاءَۤهُمْ ف

ٰ
مُوْآ ا

َ
مْ تَعْل

َّ
 ل

ْ
اِن

َ
ۚ  ف ِ

ّٰ
سَطُ عِنْدَ الل

ْ
ق
َ
ا

 
َ

ان
َ
مْۗ وَك

ُ
وْبكُ

ُ
ل
ُ
دَتْ ق ا تَعَمَّ كِنْ مَّ

ٰ
تُمْ بِهٖ وَل

ْ
خْطَأ

َ
مْ جُنَاحٌ فِيْمَآ ا

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
ۗوَل

حِيْمًا وْرًا رَّ
ُ
ف

َ
ُ غ ّٰ

الل

“(4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, 
Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, 
dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kan -
dungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu 
saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan 
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jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan 
(memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika 
kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) 
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa 
atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa 
yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (QS al-Ahzab [33]: 4—5)

Ayat tersebut menentukan bahwa anak angkat tidak dipandang 
sebagai anak kandung dan setiap anak hendaknya dinisbahkan kepada 
nasabnya sendiri. Artinya, dipanggil dengan sebutan anak ayah kandung-
nya, bukan anak ayah angkatnya.

Setelah Al-Qur’an membatalkan adopsi tersebut, Zaid yang dulu 
dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad kembali dipanggil dengan 
nama Zaid bin Haritsah. Untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak 
yang diasuh orang, tidak perlu mengeluarkannya dari hubungan nasab 
dengan ayah kandungnya sendiri.

Mengasuh anak orang lain dengan niat memberi pertolongan agar 
dapat terdidik dengan baik karena orangtuannya sendiri tidak mampu 
akan mempunyai nilai ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Swt. Dengan 
mengasuh anak orang lain, kiranya hasrat menyalurkan rasa kasih sayang 
telah terpenuhi.

Dalam waktu yang sama tidak terhalang keinginannya untuk 
memberikan harta peninggalan untuk anak asuhnya. Bukan dengan 
jalan warisan, melainkan jalan wasiat yang dapat dilaksanakan dalam 
batas sepertiga harta peninggalan. Hal ini telah diformalkan dalam Pasal 
209 KHI yang menetapkan bagian maksimum sepertiga bagian tidak dari 
bagian warisan, tetapi berupa bagian wasiat.

Pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan—bahkan 
dianjurkan—sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk 
kepentingan dan kesejahteraan anak, serta tidak bertentangan dengan 
hukum Islam. Permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama 
Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan 
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah. Prosedur permohonan 
dan pemeriksaannya harus memedomani hal-hal berikut.
1. Permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam 

terhadap anak WNI yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan 
Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum tempat  
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anak tersebut bertempat tinggal (berada). Permohonan tersebut 
bersifat voluntair.

2. Prosedur permohonan pemeriksaan pengangkatan anak harus 
memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 
1979, Nomor 6 Tahun 1983, dan Nomor 3 Tahun 2005.

3. Permohonan tersebut dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi 
syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta SEMA RI 
Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983, dan Nomor 3 Tahun 
2005.
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BAB XIV
KELUARGA SAKINAH

Berdasarkan Hukum Islam 
Pengertian Keluarga Sakinah
Secara etimologis, keluarga dapat diartikan sebagai kerabat atau sanak 
saudara. Keluarga dapat diartikan sebagai unit terkecil dari masayarakat 
yang di dalamnya terdapat kepala rumah tangga dan beberapa orang 
lainnya hidup bersama di bawah satu atap dengan saling bergantung 
satu sama lain. 

Dalam literatur Arab, keluarga diistilahkan dengan al-ahl (jamaknya 
ahluna dan ahwal) yang memiliki arti famili, keluarga, dan kerabat. 
Adapun menurut al-Khalil, ahl artinya seseorang yang berarti istrinya. 
Istilah ta’ahhul berarti menikah atau berkeluarga. Ahl juga berarti sese-
orang yang paling istimewa dalam urusannya. Sebagaimana ahl albait 
yang berarti para penghuni rumah dan ahl al-Islam yang berarti setiap 
orang yang memeluk agama Islam.

Kata lain yang digunakan Al-Qur’an untuk mengacu pada arti 
keluarga yaitu al-asyir dan al-asyirah. Menurut al-Ragib, kata al-asyirah 
adalah keluarga seorang laki-laki yang mana mereka menambah jumlah 
komunitas mereka. Kata al-asyir dan al-asyirah juga berarti suku, teman, 
serta teman suami dan istri.
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Memulai sebuah keluarga berarti memulai proses membangun 
fasilitas hidup yang minimal dengan ikatan interaksi yang kuat dengan 
suami, istri, anak-anak, dan kerabat terdekat. Adapun sakinah menurut 
arti bahasa adalah tenang atau tenteram. Jadi keluarga sakinah secara 
harfiah berarti keluarga yang tenang, damai, kurang konflik, dan mampu 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, dapat disim-
pulkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga bahagia atau kelu-
arga penuh cinta (mawadah) dan kasih sayang (rahmat).

Tujuan Keluarga Sakinah
Konsep keluarga sakinah tentunya memiliki tujuan. Adapun tujuan 
khusus membina keluarga sakinah yaitu sebagai berikut.
1. Menanamkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan berkeluarga, bermas-
yarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pendidikan agama dalam 
keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal.

2. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatkan kemampuan 
ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, 
koperasi majelis taklim, dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan 
lainnya serta memobilisasi potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan 
dana keagamaan lainnya.

3. Menurunkan tingkat perselisihan perkawinan dan perceraian, serta 
mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang berkontribusi pada 
kerentanan sosial. 

4. Membina dan membangun silsilah sakinah. Calon pasangan harus 
memiliki pengetahuan dan kemauan untuk memasuki tahap 
perkawinan secara lahir maupun batin. Mendorong remaja usia 
menikah bertujuan untuk menghindari pergaulan bebas, dekadensi 
moral, penyalahgunaan zat, perjudian, perkelahian, dan perilaku 
kriminal lainnya.

5. Meningkatkan pembinaan persalinan sehat dan pemberian makan 
masyarakat dengan cara membesarkan calon pengantin, ibu hamil 
dan menyusui, bayi, balita, serta anak usia sekolah dengan pendeka-
tan religi.

6. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat, serta lingkungan 
melalui pendekatan agama. 

7. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual 
dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral agama. 



Keluarga Sakinah 115

8. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara 
pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang 
serasi, seimbang, dan berkesinambungan.

Ciri-Ciri Keluarga Sakinah
Ciri-ciri keluarga sakinah dapat diklasifikasikan ke dalam aspek-aspek 
berikut.
1. Aspek lahiriah

a. Tercukupi kebutuhan hidup atau kebutuhan ekonomi sehari-hari. 
b. Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan 

baik dan sehat.
c. Mempunyai anak serta dapat membimbing dan mendidik. 
d. Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
e. Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan 

peranannya dengan optimal. 
2. Aspek batiniah (psikologis)

a. Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan 
kedamaian serta mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan 
mental yang baik.

b. Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan 
baik.

c. Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghor-
mati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. 

3. Aspek spiritual (keagamaan)
a. Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama 

yang kuat.
b. Meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.

4. Aspek sosial
Aspek ini ditandai dengan keluarga yang dapat diterima, bergaul, 
dan berperan dalam lingkungan sosialnya dengan tetangga maupun 
dengan masyarakat luas.

Indikator Keluarga Sakinah
Secara psikologis, visi keluarga sakinah adalah kerja hati yang diikat 
terhadap pasangah hidup kita. Dalam menciptakannya dibutuhkan 
faktor-faktor berikut.
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1. Perhatian
Perhatian adalah tindakan merawat seluruh anggota keluarga seba-
gai landasan terpenting dari hubungan keluarga yang baik. Baik 
pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan acara kelu-
arga maupun mencari penyebab dan akibat dari masalah serta peru-
bahan pada setiap keluarga.

2. Pengetahuan
Kebutuhan untuk memperluas pengetahuan tanpa henti untuk 
mem    perluas wawasan diperlukan untuk kehidupan keluarga yang 
hidup. Hal ini dilakukan agar setiap anggota keluarga dapat mera-
malkan kejadian yang tidak diinginkan.

3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga
Perkenalan diri dan anggota keluarga lainnya bertujuan untuk 
memudahkan pemahaman. Setelah kesadaran diri tercapai, menjadi 
lebih mudah untuk menyoroti semua peristiwa dan kejadian yang 
terjadi dalam keluarga. Masalah lebih mudah diselesaikan karena 
konteksnya lebih jelas, lebih cepat diselesaikan, dan pemahaman 
akan diperoleh dari pengetahuan mengurangi konflik dalam kelu-
arga.

4. Sikap menerima
Penerimaan berarti bahwa setiap anggota keluarga harus mendapat 
tempat dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Sikap tersebut 
menciptakan perkembangan suasana dan kehangatan positif yang 
mendasari tumbuhnya kemungkinan dan minat keluarga.

5. Peningkatan usaha
Setelah menerima keluarga secara apa adanya, penting untuk 
meningkatkan upaya untuk mengembangkan secara optimal semua 
aspek yang diperlukan keluarga. Hal ini disesuaikan dengan kemam-
puan individu untuk menciptakan perubahan dan menghilangkan 
kebosanan.

6. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan dari pihak 
orangtua maupun anak.

Keluarga Sakinah Berdasarkan Al-Qur’an
Ayat yang sangat populer didedikasikan sebagai dalil keluarga sakinah 
adalah QS ar-Rum [30]: 21 berikut.
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“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu 
merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta 
dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Islam sangat mementingkan perkembangan individu dan keluarga. 
Akhlak yang baik dalam setiap keluarga akan menciptakan masyarakat 
yang baik dan harmonis. Oleh karena itu, kajian tentang dalil keluarga 
sakinah menempati tempat yang penting dalam hukum Islam. Dalam 
perspektif Al-Qur’an dan hadis dijelaskan bahwa keluarga sakinah adalah 
keluarga mahabah, mawadah, penuh rahmat, dan amanah.

Islam menginginkan pasangan yang telah atau akan mendirikan 
rumah tangga melalui akad nikah untuk dapat mempertahankan ikatan 
tersebut dengan sukses. Ketika pasangan yang saling mencintai dan 
peduli menciptakan keharmonisan, mereka dapat menciptakan suasa na 
yang harmonis di rumah mereka dan mewujudkan visi pernikahan 
dengan keluarga yang sakinah.

Adapun Quraish Shihab mengatakan bahwa kata “sakinah” berakar 
dari kata yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung 
makna ketenangan atau antonim dari guncang dan gerak. Berbagai 
bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut akan memiliki makna 
dasar yang sama. 

Rumah disebut dengan maskan karena menjadi tempat untuk 
meraih ketenangan setelah sebelumnya penghuni di dalamnya berge-
rak, bahkan boleh jadi mengalami guncangan di luar rumah. Adapun 
pisau yang berfungsi untuk menyembelih binatang disebut dengan sikkin 
karena alat tersebut dapat menghasilkan ketenangan bagi binatang sete-
lah sebelumnya bergejolak.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami istri tidak 
hanya bermakna dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt., melain-
kan karena tujuan perkawinan sangatlah luhur. Tujuannya yaitu untuk 
membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang 
Maha Esa. Oleh karena itu, semua hak dan kewajiban suami istri harus 
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ditentukan. Terbentuk dari cinta, impian suami istri akan menjadi kenya-
taan dalam keluarga ketika hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi. 
Dapat dikatakan bahwa suami istri seperti satu jiwa dalam dua tubuh.

Mereka akan berusaha membuat hidup orang lain menjadi indah 
dengan begitu mencintai sehingga akan merasa bahagia ketika orang 
lain bahagia, serta bahagia ketika berhasil membawa kebahagiaan bagi 
orang lain. Konsep inilah dasar dari kehidupan pernikahan yang sukses 
dan bahagia.

Imam Nawawi al-Bantani menafsirkan kata litaskunu di dalam surah 
ar-Rum tersebut sebagai perolehan agar mendapatkan ketenangan antara 
suami istri yang diliputi rasa mawadah dan penuh rahmat. Ia menam-
bahkan pengertian mawadah sebagai rasa cinta yang kecil terhadap yang 
besar, sedangkan rahmat diartikan sebagai kasih dari yang besar terhadap 
yang kecil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surah ar-Rum tersebut 
dapat memberikan informasi bahwa manifestasi kekuasaan Tuhan dapat 
dilihat melalui cinta dan ketenangan seseorang dalam kehidupan kelu-
arga. Istri diibaratkan sebagai tempat ketika suami mencari perlindungan 
setelah seharian bekerja keras untuk menemukan kenyamanan dalam 
keletihan dan kepenatan. Pada siklus terakhir, istri harus menerima 
suami dengan cinta dan wajah bahagia. Adapun suami juga menerima 
cinta dan kelembutan dari kata-kata yang terdengar jelas. 

Keluarga Sakinah Berdasarkan Hadis
Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang artinya sebagai 
berikut.

“Dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad saw. telah bersabda: wanita 
dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, 
kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena faktor 
agamanya yang mampu membuatmu selamat.” (HR al-Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa dasar pilihan yang tepat ketika 
memulai kehidupan berkeluarga terletak pada agama, akhlak, dan kepri-
badian seseorang. Dengan kata lain, hadis tersebut menjelaskan bahwa 
kita dapat memilih pasangan hidup dengan alasan apapun, tetapi tidak 
terlepas dari alasan agama. Jadi, klasifikasi keluarga sakinah adalah jika 
dalam kehidupan menunjukkan unsur-unsur berikut.
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1. Faktor kesejahteraan jiwa
Kesejahteraan jiwa dapat ditandai dengan rendahnya frekuensi 
pertengkaran dan percekcokan di rumah, saling mengasihi, saling 
membutuhkan, tolong-menolong antarkeluarga, kepuasan dalam 
pekerjaan dan pelajaran masing-masing, dan sebagainya yang meru-
pakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera, 
dan sehat.

2. Faktor kesejahteraan fisik
Seringnya anggota keluarga yang sakit dan banyaknya pengeluaran 
untuk pengobatan tentu akan mengurangi dan menghambat terca-
painya kesejahteraan keluarga.

3. Faktor pengeluaran dan pendapatan keluarga
Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menye-
imbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya, 
banyak keluarga yang kaya, tetapi mengeluh kekurangan.

Rincian di atas sesuai dengan perintah Nabi Muhammad saw. untuk 
memilih jodoh yang kuat beragama karena kunci utama sakinah terletak 
pada pemahaman hidup antara suami dan istri. Dengan demikian, agama 
menjadi faktor yang kokoh untuk mencapai hal tersebut. Kurangnya 
upaya untuk memahami satu sama lain akan membuat keluarga rapuh. 
Semakin banyak perbedaan antara kedua belah pihak, semakin besar 
pula pengorbanan yang dibutuhkan dari kedua belah pihak.

Rencana hidup kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat 
berpengaruh. Dengan rencana tersebut, keluarga dapat mengantisipasi 
yang akan terjadi dengan saling membantu dalam pekerjaan rumah 
tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, anggota keluarga—terutama 
suami istri—harus terus meninggikan mawadah (cinta) dan karunia 
Allah Swt. Dari sudut pandang psikologis, secara umum faktor-faktor 
yang menyebabkan kesedihan antara lain sebagai berikut.
1. Watak yang keras

Kepribadian tangguh yang ada pada setiap anggota keluarga seperti 
egoisme dan kurang kontrol dalam tindakan dan kata-kata secara 
perlahan akan menghapus rasa cinta dalam keluarga tersebut. 
Cinta akan berubah menjadi kebencian dan keputusasaan terhadap 
pasangan, serta keluarga akan dihina.
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2. Perbuatan aniaya
Tindakan penganiayaan tersebut memiliki arti yang luas, mulai dari 
tindakan, sikap, dan perkataan. Untuk menghindari perilaku terse-
but dapat dilakukan dengan menjaga etika atau sopan santun.

3. Ucapan buruk
Lidah adalah senjata yang lebih tajam daripada pedang karena dapat 
menjadikan seseorang merasa hancur dan terhina. Ketajaman lidah 
bisa meninggalkan bekas di hati pasangan dan anggota keluarga, 
serta membuat mereka merasa kurang aman. Jika hal tersebut terus 
berlanjut, rasa cinta dan keharmonisan dalam keluarga perlahan 
akan hilang.

Visi sakinah di dalam rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang 
memengaruhi, seperti saling mencintai dari segi fisik kedua belah pihak, 
materi, pendidikan, maupun agama. Adapun yang paling penting yaitu 
kedewasaan diri dari kedua pasangan yang didasarkan atas pemahaman 
agama yang kuat. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan atas dasar 
agama untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga, di dalamnya 
akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu 
sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.

Berdasarkan Qira’ah Mubadalah
Pengertian Mubadalah
Kata mubadalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari suku kata ba-da-la 
yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Al-Qur’an mengguna-
kan kata tersebut sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan 
makna seputar itu. Kata mubadalah merupakan bentuk kesalingan 
(mufa’alah) dan kerja sama antardua pihak (musyarakah) untuk makna 
tersebut. Kata tersebut memiliki arti saling mengganti, menggubah, atau 
menukar satu sama lain.

Relasi dalam pembahasan ini adalah suami istri dalam mewujudkan 
rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat. Hubungan 
tersebut bukan sekadar perpecahan dalam lingkup keluarga, melainkan 
hubungan antara suami istri di ranah publik. Dengan demikian, keduanya 
akan merasa saling melengkapi dan berpartisipasi dalam segala hal. Hal 
ini tidak hanya berlaku bagi hubungan antara suami istri, tetapi juga bagi 
semua orang yang memiliki hubungan dengan orang lain.
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Keluarga Sakinah Berdasarkan Mubadalah 
Keluarga sakinah merupakan gambaran dalam perwujudan keluarga 
maslahat. Untuk mencapai kemaslahatan keluarga diperlukan kerja 
sama antarpasangan dalam segala aspek. Hal ini tentunya penting agar 
keseimbangan dan kesakinahan dalam keluarga tetap terjaga. Intinya, 
keunggulan dalam keluarga dan sakinahnya akan terus dipertahankan.

Berbicara tentang mewujudkan keluarga yang sakinah memang 
bukan perkara yang mudah. Keluarga bahagia bukan hanya tentang 
kesetaraan antarpasangan, tetapi juga mengenai cara saling menjaga 
dan menghadapi naik turunnya hubungan suami istri. 

Terdapat empat pilar dalam mewujudkan keluarga sakinah, yaitu 
sebagai berikut.
1. Pernikahan adalah ikatan yang kuat (mitsaqan ghalizhan) yang 

harus dipelihara bersama. Sebagaimana surah an-Nisa’ [4]: 21 yang 
menjelaskan bahwa sendi-sendi untuk menjaga kehidupan rumah 
tangga adalah dengan memaknai perkawinan sebagai ikatan yang 
kokoh. 

2. Pernikahan adalah ikatan berpasangan (zawaj). Sebagaimana 
dijelaskan dalam surah al-Baqarah [2]: 187 yang menyatakan bahwa 
suami adalah pakaian bagi istri, begitu juga sebaliknya. Suami dan 
istri laksana dua sayap burung yang terbang. Artinya, sebagai suami 
istri hendaknya saling melengkapi, menopang, dan bekerja sama. 

3. Segala perilaku dalam berkeluarga harus didasarkan pada kesali-
ngan untuk kebaikan (mu’asyarah bil ma’ruf), sebagaimana dijelas-
kan dalam surah an-Nisa’ [4]: 19. Nilai mu’asyarah bil ma’ruf yang 
dimaksud adalah hendaknya seorang suami harus selalu berpikir, 
berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitu juga 
sebaliknya, istri juga harus berbuat hal yang sama kepada suaminya.

4. Pengelolaannya didasarkan pada kemauan bersama (taradhin) dan 
rembug bersama dalam musyawarah, sebagaimana dijelaskan dalam 
surah al-Baqarah [2]: 23. Musyawarah menjadi cara yang sehat 
untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan 
pasangan, serta mengambil keputusan yang terbaik.

Empat pilar tersebut akan menjadikan hubungan timbal balik mudah 
berkembang, prinsip kerja sama akan mudah diwujudkan, serta harapan 
akan kebahagiaan dan cinta juga akan mudah terwujud dalam keluarga 
muslim. Setiap anggota keluarga juga akan terikat untuk memperkuat 
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fondasi keluarga, mewujudkan semua kebaikan, dan menghilangkan 
semua kejahatan (jalbul mashalih wa dar’ulmafasid). Dari suasana kelu-
arga tersebut diharapkan akan lahir pribadi yang kuat, istri yang baik, 
keluarga yang kuat, generasi yang baik, serta masyarakat yang adil dan 
makmur. 

Dengan demikian, relasi satu sama lain yang harus dibangun adalah 
kesalingan untuk kebahagiaan (sakinah), kebaikan (sholaah), dan kese-
jahteraan (falaah). Relasi tersebut akan menumbuhkan untuk saling 
mencintai (tahaabub), tolong-menolong (taawun), dan saling melayani 
(mu’asyarah bil ma’ruf) antara suami dan istri serta antara orangtua dan 
anak. Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam harus menerjemahkan 
perspektif ketauhidan yang mengantarkan pada relasi kesalingan antara 
suami dan istri serta orangtua dan anak.

Berdasarkan Kementerian Agama
Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah berdas-
arkan ketentuan syara’ dan sudah ditegakkan dalam undang-undang 
tidak akan sempurna jika mengesampingkan norma dan nilai budaya, 
adat, dan intelektual yang berlaku dalam masyarakat. Menurut adat 
masyarakat, pernikahan dirayakan sebelum atau disertai dengan prosesi 
adat menurut adat nenek moyang di masing-masing daerah.

Di beberapa masyarakat, pernikahan biasanya dilakukan sebelum 
lamaran pernikahan dengan pertukaran tangan atau hadiah dari peng-
antin pria. Demikian pula keluarga pengantin wanita akan membalas 
pertukaran tangan dengan memberikan beberapa barang sesuai dengan 
adat daerah untuk pengantin pria. Proses ini tentunya disesuaikan 
dengan masing-masing daerah.

Misalnya, proses pernikahan di daerah Lampung sering kali dida-
hului dengan proses sebambangan (selarian). Dalam proses tersebut, 
mempelai wanita akan dibawa ke rumah keluarga atau kerabat mempelai 
pria tanpa sepengetahuan keluarga wanita. Namun, perlu diperhatikan 
bahwa antara sebambangan dan kawin lari secara substansial memiliki 
perbedaan yang jauh. 

Adat sebambangan adalah prosesi sebelum pernikahan yang meng-
atur pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat. Tujuannya untuk 
meminta persetujuan dari orangtua gadis melalui musyawarah adat 
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antara kepala adat dengan kedua orangtua bujang dan gadis sehingga 
dapat diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orangtua terse-
but.

Sementara itu, kawin lari dapat diartikan sebagai pelarian gadis oleh 
bujang dan langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat ataupun 
persetujuan orangtua gadis. Kawin lari ini bertentangan dengan syariat 
Islam.

Lain halnya dengan adat sebambangan yang telah diatur oleh hukum 
adat dan perangkat adat. Adat ini tidak bertentangan dengan syariat 
Islam. Justru adat ini membantu memberikan keadilan kepada bujang 
dan gadis untuk memilih jodohnya akibat paksaan orangtua sehingga 
dimusyawarahkan sampai diambil keputusan dan persetujuan kedua 
orangtua dari kedua pihak. Adapun kawin lari tidak diatur oleh hukum 
dan perangkat adat serta tanpa persetujuan kedua orangtua bujang atau 
gadis sehingga bertentangan dengan syariat Islam.

Pemilihan calon pasangan hidup harus ditentukan dan diketahui 
oleh kedua orang yang saling mencintai dan berkeinginan untuk meni-
kah, bukan atas paksaan ataupun pilihan orangtua. Hal tersebut tidaklah 
bertentangan dengan norma-norma agama. Terlebih lagi bahwa agama 
pun menegaskan tentang pentingnya persetujuan anak perihal menerima 
atau menolak jodoh yang dibawa oleh orangtua tanpa sepengetahuan 
mereka.

Dengan mengacu pada aturan perkawinan menurut hukum adat 
Lampung yang dijelaskan di atas, berarti perkawinan bukan sekadar 
ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan untuk memiliki anak serta membangun dan mempertahankan 
kehidupan keluarga dan rumah tangga. Namun, berkaitan juga dengan 
hubungan hukum dan hubungan dengan orangtua masing-masing pihak.

Terdapat asas-asas yang berlaku dalam perkawinan, yaitu sebagai 
berikut.
1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga dan 

di lingkungan kekerabatannya yang rukun, damai, bahagia, dan 
kekal.

2. Perkawinan tidak sah dilaksanakan hanya menurut hukum agama 
dan kepercayaan, tetapi juga harus dapat pengakuan dari anggota 
kerabat lainnya.
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3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang 
wanita yang kedudukannya masing-masing ditentukan hukum adat 
setempat.

4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orangtua dan anggota 
kerabat atau masyarakat adat.

5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup 
umur atau masih anak-anak (kawin gantung).

6. Perkawinan harus dengan izin orangtua, baik kawin gantung atau 
perkawinan yang sudah cukup umur.

7. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak karena dapat 
membawa renggangnya hubungan kedua kelompok kekerabatan 
mereka. Keseimbangan kedudukan suami istri ditentukan berdasar-
kan ketentuan adat yang sudah dibakukan. 

Asas-asas tersebut merupakan pedoman utama dalam melangsung-
kan pernikahan. Kebutuhan akan visi sakinah, mawaddah, wa rahmah 
akan terpenuhi ketika sebuah pernikahan dimulai dengan kesepaka-
tan antara dua keluarga besar—bukan kesepakatan antara seorang pria 
dan wanita. Rasa hormat terhadap orangtua dan seluruh keluarga besar 
memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan sosial pengantin baru. 
Sikap ini sesuai dengan prinsip muakhi yang diterjemahkan menjadi 
hubungan persaudaraan dalam istilah Islam akhun.

Selanjutnya dalam konteks hukum adat, perkawinan yang ideal 
secara teoretis merupakan bentuk perkawinan yang terjadi dan dike-
hendaki oleh masyarakat, serta tidak menyimpang dari peraturan atau 
norma yang berlaku. Perkawinan antaranggota keluarga pada dasarnya 
untuk menyambung tali silaturahmi dan menjaga wibawa kedua kelu-
arga.
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BAB XV
HUKUM WARIS DAN WASIAT

Konsep Waris
Pengertian Waris
Kata kewarisan berasal dari bahasa Arab, yaitu mirast. Bentuk jamaknya 
adalah mawarist yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang 
akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dari pihak 
keluarga. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, al-mirats secara etimo-
logis adalah bentur masdar dari kata waritsa-yaritsuirtsan-miratsan yang 
berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari 
suatu kaum kepada kaum lain.

Ada beberapa istilah penting yang harus dipahami dalam kewarisan, 
yaitu sebagai berikut.
1. Waris, yaitu orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) 

orang yang telah meninggal.
2. Warisan, yaitu harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris, yaitu orang yang memberi pusaka—orang yang meninggal 

dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun 
surat wasiat.

4. Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris atau orang-
orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
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5. Mewarisi, yaitu mendapat harta pusaka. Biasanya segenap ahli waris 
adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

6. Proses pewarisan. Istilah ini mempunyai dua pengertian, yaitu 
berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris 
masih hidup; dan berarti pembagian harta warisan setelah pewaris 
meninggal.

Adapun secara terminologis, terdapat beberapa perumusan menge-
nai waris. Ali al-Shabuni mengartikan waris sebagai berpindahnya hak 
kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih 
hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa 
saja yang berupa hak milik legal secara syar’i. Adapun menurut Wahbah 
al-Zuhaeli, waris atau warisan (mirats) sama dengan makna tirkah, yaitu 
segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik 
berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.

Dalam hukum adat, Wirjono Prodjodikoro mengartikan waris seba-
gai pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan sese-
orang ketika sudah meninggal dunia akan beralih kepada orang yang 
masih hidup. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara’idh, yaitu 
bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang 
berhak menerimanya.

Selanjutnya, B. Ter Haar Bzn K. NG. Soebakti Poesponoto memberi-
kan rumusan istilah hukum waris sebagai aturan-aturan hukum menge-
nai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta 
kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

Meskipun terdapat perbedaan mengenai rumusan dan uraian 
tentang hukum waris, perlu diingat bahwa undang-undang telah sepakat 
mengenai pengertian dari hukum waris. Hukum waris diartikan sebagai 
seperangkat aturan yang mengatur tentang cara atau proses peralihan 
harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.

Ahli fikih telah mendalami masalah-masalah yang berpautan 
dengan warisan. Mereka menulis buku mengenai masalah-masalah 
tersebut, kemudian menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri 
dan menamakannya sebagai ilmu mawaris atau ilmu fara’idh. Adapun 
orang yang pandai dalam bidang ilmu tersebut dinamakan faaridi, fardii, 
faraaidli, firridl.

Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary menjelaskan bahwa bentuk 
jamak dari kata fara’idh yaitu faridah, artinya yang difardukan. Fardu 
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menurut arti bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut syara’—
dalam konteks ini—berarti bagian yang ditentukan untuk ahli waris. Para 
fukaha mentakrifkan ilmu ini dengan ilmu untuk mengetahui orang yang 
berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, 
serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. 

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam 
adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah 
meninggal—dapat berupa benda yang wujud maupun yang berupa 
hak kebendaan—kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut 
hukum.

Amir Syarifuddin menambahkan bahwa hukum kewarisan Islam 
dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan 
wahyu Allah Swt. dan sunah Nabi Muhammad saw. perihal peralihan 
harta atau berwujud harta. Peralihan terjadi dari yang telah meninggal 
kepada yang masih hidup yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat 
untuk semua yang beragama Islam.

Dari pembatasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam 
menganggap pewarisan hanya terjadi setelah kematian pewaris. Dengan 
demikian, pengalihan harta kepada ahli waris selama pewaris masih 
hidup tidak diangggap sebagai warisan.

Dasar Hukum Waris
Ayat-ayat Al-Qur’an cukup banyak yang menunjukkan tentang hukum 
kewarisan. Salah satunya dalam firman Allah Swt. berikut. 
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“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 
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sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu 
semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) 
itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). 
Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta 
yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika 
dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh 
kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia 
(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 
seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang 
dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu 
dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka 
yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” 
(QS an-Nisa’ [4]: 11)

Adapun Imam al-Bukhari telah menghimpun hadis tentang hukum 
kewarisan tidak kurang dari 46 hadis. Sementara itu, Imam Muslim 
menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis. Salah satu hadis-
nya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut.

“Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib 
dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. 
bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orangorang yang 
berhak. Dan sisanya untuk orang lakilaki yang lebih utama (dekat 
kekerabatannya).”

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa dalam membagi harta wari-
san harus dibagi dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Selain 
itu, juga harus diberikan kepada yang berhak. Adapun sisanya diperun-
tukkan laki-laki karena lebih utama (dekat kekerabatannya).

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama 
perkawinan menjadi harta bersama. Harta warisan masing-masing 
pasangan dan harta yang disumbangkan atau diwarisi berada di bawah 
penguasaan masing-masing pihak sampai para pihak memutuskan lain.

Selanjutnya, dalam Pasal 36 undang-undang tersebut ditentukan 
mengenai harta bersama, suami istri dapat betindak atas persetujuan 
kedua belah pihak. Adapun mengenai harta bawaan masing-masing, 
suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 
hukum mengenai harta bendanya. 
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Dalam KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan 
terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari 
Pasal 171 sampai Pasal 214. Dalam perspektif KHI, hukum kewarisan 
adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 
menjadi ahli waris, serta berapa besar bagiannya masing-masing.

Konsep Wasiat
Pengertian Wasiat
Istilah wasiat adalah hikmah, kesaktian magis, atau pesan terakhir orang 
yang meninggal dunia. Kata tersebut diambil dari washaitu-ushi al-syai’a 
yang artinya aku menyambung sesuatu. Dalam syariat, wasiat adalah 
penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang 
lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah 
tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.

Wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai yang 
akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Dapat diarti-
kan juga sebagai pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurusi 
hartanya sesuai dengan pesan sepeninggalnya tersebut. Jadi, wasiat 
merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan 
setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Wasiat akan berlaku setelah 
orang yang berwasiat meninggal dunia.

Surat wasiat akan menjadi surat terakhir dari seorang ahli waris 
sebelum meninggal dunia. Surat tersebut biasanya dikeluarkan ketika ahli 
waris sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, terkadang sebelum ia 
menghembuskan napas terakhirnya. Pembuatan wasiat akhir biasanya 
dilakukan di hadapan ahli waris, kerabat terdekat, atau orang  keper cayaan.

Hukum Wasiat
Hukum wasiat dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi. Hukum 
tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Wasiat hukumnya wajib, jika seseorang menanggung kewajiban 

syar’i yang ia khawatirkan akan tersia-siakan apabila tidak diwasi-
atkan, contohnya zakat.

2. Wasiat hukumnya sunah, jika dilakukan dalam ibadah-ibadah atau 
diberikan kepada karib kerabat yang miskin dan orang-orang miskin 
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yang saleh di antara manusia.
3. Wasiat hukumnya haram, jika menimbulkan kerugian bagi ahli 

waris.
4. Wasiat hukumnya makruh, jika harta orang yang berwasiat sedikit, 

sedangkan ia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli 
waris yang membutuhkannya.

5. Wasiat hukumnya mubah, jika wasiat ditujukan kepada kerabat- 
kerabat atau tetangga-tetangga yang penghidupan mereka sudah 
tidak kekurangan.

Rukun Wasiat
Adapun rukun wasiat yaitu sebagai berikut.
1. Orang yang berwasiat (mushi), dengan syarat sebagai berikut.

a. Berakal sehat.
b. Balig.
c. Atas kehendak sendiri.
d. Harta yang sah atau miliknya sendiri.

2. Orang yang menerima wasiat (musha lahu), dengan syarat sebagai 
berikut.
a. Jelas identitasnya.
b. Harus ada ketika pembuatan pernyataan wasiat.
c. Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat.

3. Sesuatu yang diwasiatkan (musha bihi), dengan syarat sebagai beri-
kut.
a. Milik pemberi wasiat.
b. Sudah berwujud.
c. Dapat dimiliki.
d. Tidak melebihi 1/3.
e. Sighat wasiat dengan syarat.
f. Kalimat yang dapat memberi pengertian wasiat dan disaksikan 

oleh saksi yang adil atau pejabat (notaris).

Konsep Wasiat Wajibah
Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi 
atau tidak bergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal 
dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucap-
kan, atau dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal 
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dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa 
wasiat tersebut diucapkan, ditulis, atau dikehendaki. Namun, pelaksana-
annya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa 
wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian 
yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga, terutama cucu yang 
terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka 
meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal 
bersamaan. Berdasarkan hukum waris, mereka terhalang dari mendapat 
bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris 
paman atau bibi kepada cucu tersebut.

Awalnya wasiat wajibah dilakukan karena terdapat cucu/cucu-cucu 
dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada 
pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim al-Asfahani berpendapat bahwa 
wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan 
harta pusaka. Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad 
para ulama dalam menafsirkan firman Allah Swt. berikut. 
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“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi 
(tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang 
banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan 
cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” 
(QS al-Baqarah [2]: 180)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, sebagian ulama mengatakan 
bahwa wasiat—kepada orangtua dan kerabat—yang asalnya wajib sampai 
sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan. Dengan 
demikian, pemberian wasiat wajibah kepada orangtua dan kerabat yang 
mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat. Pertama, orang tersebut 
harus menerima wasiat, bukan ahli waris. Jika orang tersebut berhak 
menerima warisan meskipun masih anak-anak, maka tidak wajib 
membuat wasiat. Kedua, orang yang meninggal itu bukan kakek, ia 
memberikan kewajiban kepada anak untuk membuat wasiat terhadap 
uangnya untuk diwariskan dengan cara lain, misalnya hibah. Adapun 
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perbedaan antara wasiat biasa dan wasiat wajibah dapat dilihat dalam 
Tabel 15.1 berikut.

Tabel 15.1 Perbedaan Wasiat Biasa dan Wasiat Wajibah

No. Perbedaan Wasiat Biasa Wasiat Wajibah

1. Dari segi yang 
orang menerima 
wasiat.

Orang lain selain 
orang yang menjadi 
ahli waris.

• Diberikan kepada anak angkat 
yang tidak mendapat wasiat 
biasa.

• Cucu laki-laki maupun cucu 
perempuan yang orangtuanya 
meninggal mendahului atau 
bersama-sama kakek atau 
neneknya (pewasiat). 

2. Dari segi hukum Sunah Wajib

Yurisprudensi Tentang Waris Bagi Nonmuslim
Yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman untuk hakim memutus suatu 
perkara. Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam 
yurisprudensi tersebut maka akan timbul konsistensi dalam sikap pera-
dilan dan menghindari putusan-putusan yang kontroversial. Pada gili-
rannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan 
terhadap peradilan dan penegakan hukumnya dalam forum nasional, 
terutama tingkat internasional.

Yurisprudensi dalam pemberian wasiat wajibah bagi anggota kelu-
arga yang nonmuslim menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara 
waris beda agama Putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum 
formal, maka yurisprudensi mempunyai kedudukan penting eksisten-
sinya apabila dihubungkan terhadap tugas dan kewenangan hakim. 
Berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung.
1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Pada tingkat 

banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan seorang 
ahli waris non-Islam (anak perempuan kandung) berhak atas wasiat 
wajibah yang jumlahnya 3/4 dari bagian seorang anak perempuan 
ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang diper-
oleh anak kandung non-Islam dari 3/4 menjadi sama dengan bagian 
yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan. 

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 
September 1999. Dalam kasus mi Mahkamah Agung memutus-
kan ahli waris nonmuslim (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris 
pengganti) berhak mendapatkan harta warisan pewaris berdasarkan 
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wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris 
lain yang beragama Islam.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16.K/AG/2010. Putusan 
kasasi ini terkait dengan perkara waris di mana pewaris tidak memi-
liki anak dan meninggalkan seorang istri yang nonmuslim, seorang 
ibu dan empat saudara kandung yang muslim. Dalam perkara ini 
Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri yang nonmuslim terse-
but berhak mendapat warisan melalui wasiat wajibah dengan jumlah 
yang didapat sebesar 1/4 bagian ditambah dengan 1/2 bagian dari 
harta bersama. Adapun ahli waris yang muslim mendapat bagian 
1/5 bagian. Dengan perbandingan bagian untuk saudara perempuan 
dan laki-laki adalah 1:2.

4. Putusan Kasasi Nomor 721 K/AG/2015 tentang perkara waris beda 
agama. Pewaris meninggalkan seorang istri muslim dan dua anak 
yang nonmuslim. Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri yang 
muslim mendapat 1/2 bagian dari harta bersama dan mendapat 7/24 
bagian dan dua anaknya yang nonmuslim mendapat wasiat wajibah 
sebesar 17/24 bagian dari harta peninggalan setelah dilunasi utang-
utang almarhum.

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, tidak ada definisi formal 
tentang wasiat yang mengikat. Menurut mantan Hakim Agung Bismar 
Siregar, wasiat yang mengikat adalah wasiat bagi ahli waris atau kerabat 
yang belum menerima harta peninggalan almarhum karena terhalang 
syara’. Eman Suparman berpendapat bahwa wasiat yang mengikat adalah 
wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tergantung pada 
wasiat atau wasiat orang yang meninggal.

Ketentuan mengenai wasiat wajibah yang terakomodir dalam pasal 
209 KHI merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia. 
Pasal 209 KHI merupakan upaya ahli hukum Islam di Indonesia untuk 
mengakomodir kebiasaan adopsi anak yang sudah menjadi adat atau 
kebiasaan di Indonesia.

Melalui ketentuan wasiat wajibah sebagai perluasan dari hukum 
wasiat, bagi orang tua angkat atau anak angkat selalu dimungkinkan 
untuk memperoleh bagian harta dari ahli waris, meskipun tidak ada 
hubungan kekerabatan atau darah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
menyelesaikan perselisihan antara anak angkat dengan orang tuanya, 
atau sebaliknya.
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